 JAYA RAYA(

INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2| TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES BISNIS UTAMA
DAN PENDUKUNG DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) menetapkan bahwa setiap Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD), dalam hal ini juga termasuk Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertanggung
jawab atas ketersediaan dan kelaikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada SKPD/UKPD yang dipimpin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur
tentang Standar Operasional Prosedur Proses Bisnis Utama
Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

S. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144
Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;

11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

12. Keputusan Dewan  Pengurus  Nasional  Asosiasi
Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-
O1/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

13. Keputusan Inspektur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta
Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PROSES BISNIS UTAMA DAN PENDUKUNG DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SOP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merupakan pedoman
baku secara tertulis yang bersifat administratif dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan internal dan/atau
eksternal.

SOP ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal
dan/atau eksternal yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel, konsisten, aman, nyaman dan pasti.

SOP diharapkan dapat menunjang kelancaran proses
pelaksanaan tugas, mempertegas tanggung jawab bagi
aparatur dan membantu pengendalian internal oleh
pimpinan.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan
Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.



KEEMPAT : Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak
tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Zf—‘f??—!r;_ 20724

7

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
DKI Jakarta



Bisnis Utama Dan Pendukung di
Lingkungan Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES BISNIS UTAMA
DAN PENDUKUNG DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NO | NAMA SOP

SOP Proses Bisnis Utama

SOP Audit Kepatuhan

SOP Audit Kinerja

SOP Audit Keuangan

SOP Audit Dengan Tujuan Tertentu

SOP Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

SOP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

1
2
8
4.
5. | SOP Audit Investigatif
6
i
8
9

SOP Reviu Manajemen Risiko

10. | SOP Reviu Tata Kelola (Tematik)

11. | SOP Evaluasi SAKIP

12. | SOP Evaluasi Reformasi Birokrasi

13. | SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Daerah

14. | SOP Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

15. | SOP Penilaian Mandiri SAKIP (selaku SKPD)

16. | SOP Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

17. | SOP Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi (selaku SKPD)

18. | SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

19. | SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

20. | SOP Pelayanan Konsultasi Pengawasan

21. | SOP Bimbingan Teknis

22. | SOP Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan BPK

SOP Pendukung

23. | SOP Program Kerja Pengawasan Tahunan

24. | SOP Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan

25. | SOP Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (KDO R4)

26. | SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah

27. | SOP Pengamanan Barang Milik Daerah

28. | SOP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

29. | SOP Penyediaan Alat Tulis Kantor

30. | SOP Pengiriman Surat Eksternal

31. | SOP Penanganan Keamanan Lingkungan

32. | SOP Menerima Tamu

33. | SOP Surat Masuk

34. | SOP Surat Keluar

35. | SOP Surat Keputusan

36. | SOP Surat Tugas




37.

SOP Surat Undangan

38. | SOP Pengarsipan

39. | SOP Menerima Telepon

40. | SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

41. | SOP Pengajuan SPP dan SPM

42. | SOP Pengajuan dan Pembayaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
43. | SOP Penyusunan LKIP dan Laporan Tahunan

44. | SOP Penyusunan Laporan Keuangan

45. | SOP Proses Seleksi Administrasi Mutasi dari Perangkat Daerah
46. | SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat

47. | SOP Pengusulan Penghargaan

48. | SOP Pengusulan Pensiun Pegawai

49. | SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP

20.1 /HE - 00,03

Tgl. Pembuatan

2 APl 2024

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, .

vaeful
NIP} 19761

Hidayat
1998111001

Nama SOP

Audit Ke}k.f—xtuha.nI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017

tentang Pedoman Umum Pengawasan;

Peraturan Gubernur DIl Jakarta Nomor 57

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah.

Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang

Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

10.

11.

1. Auditor/PPUPD /Pegawai
proses audit kepatuhan;

yang memahami alur

2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan

daerah;
3. Memiliki kemampuan analisis;
4, Mampu memahami

ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerbitan SPT dan LHP Inspektorat

2. SOP Distribusi LHP/SHP

3. SOP Pengarsipan

4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.

Recorder
Dokumen Bukti Audit

Sl

Komputer/Printer/Kertas Print

BA Notisi Hasil Audit (NHA)
Berita Acara Hasil Ekspose

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan
ferganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART AUDIT KEPATUHAN

Pelaksana Mutu Baku
N - Katerangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
Mo, Uraian Prosedur Irban Bidang /
Pengendali Teknis | Ketua Tim | Anggota Tim [ wilayan ’ Sekrelaris Pe:: o aan | Evaluasidan [ Inspeidur Audit
(PT) (K1) {AT) o angan | Femutakhiran
TAHAP PERENCANAAN
Inspektur Pembantu {{rban) Bidang/Wilayah melakukan PKPT / Perintah 60 menit  {Disposisi
komunikasi dengan Pengendali Teknis (PT) atas lujuan dan \a (: insident] penyusunan Tim
i ruang lingkup Audit Kepatuhan yang telah direncanakan dalam \ /" Inspektur Audit
PKPT Tahun berjalan danfatau adanya penugasan insidentil dari
Inspektur
Pangendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim (KT) 1) Risk Register 2 hari Draft Program
terkait penyusunan draft Program Kerja Audit Kepatuhan melipuli Audit Kerja Audit
pemahaman alur proses area audil, identifikasi risiko, rencana 2) Dokumen
2 pengujian efektivitas pengendalian kunci, penyusunan program lerkait objek audt
kera, alokasi SDM, atckasi waktu dan anggaran yang
dibutuhkan
3 KT mempersiapkan draft Konsep Surat Tugas Audit Kepatuhan — 1) Program Kerja 60 menit  [Draft SPT Audit
dengan menyampaikan Konsep SPT kepada PT | | Audit Kepatuhan
t 2) Dokumen
terkait abjek audit
3) Alokasi SDM
4) Rencana
Anggaran dan
Biaya (RAB)
T 5) Pakia
Integritas
6) Lembar
Kendali SPT
4 PT melakukan reviu atas Konsep SPT yang disampaikan oleh B 1) Program Kerja 20menit  [Draft SPT Audit
KT > N Audit iepaluhan
a) Apabila terdapat koreksi, dikembaiikan kepada KT untuk 2) Dokumen
diperbaikilrevisi sesuai catatan PT terkait objek audit
i) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf seria pada T 3} Alokasi SO
lembar kendafi penugasan untuk diteruskan kepada Irban
v 4} Rencana
Anggaran dan
Biaya (RAB)
5) Pakta
Integritas
6) Lembar
Kendali SPT




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output Ketarangan
No. Uraian Prosedur Irhan Bidang / -
Pengendali Teknis | Katua Tim | Anggota Tim [ wilayah Sekretaris Peli ::Jg:nm&an Evaluasidan | nepektur Auditi
(PT) KT [AT) Keuangan Pemutakhiran
Itban melakukan reviu kendali mulu konsep SPT yang ~)> 1) Konsep SPT; 20 menit  [Koreksi SPT
disampatkan PT. T dan/atau paraf
< _

a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian program kerja audit, 7) Lembar dUkU‘"'?" terkait
5 dikembalikan kepada PT unluk direvisi sesvai dengan catatan kendali uniuk diteruskan

Irban selaku Wakil Penanggung Jawab Penugasan penugasan;

b} Apabila Telah sesuai, dileruskan kepada Sekretariat melalui

SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan e

Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi N /> 1} Konsep SPT; 20 menil  [Koreksi SPT

adminisirasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT T danfatau paraf

a) Apabila masih lerdapat kekurangan atau kereksi atas 7} Lembar perselujuan i
6 zdministrasi penerbilan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban kendall lembar kendali

Terkait untuk diperbaiki penugasan

b} Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekrataris

Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi T 1} Konsep SPT; 20 menit  [Koreksi SPT

penerbitan SPT serta lujuan dan ruang lingkup sebagaimana > P dan/atau paraf

tarcantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil - persetujuan

oleh Inspekiur lembar kendali
7 a) Apabita masih terdapat kelidaksesuatan dan / afau koreksi 2} Lembar

administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, ¥ kendali

Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke Irhan terkait penugasan

dengan melakukan perbaikan;

b) Apabila lelah sesuai, diteruskan kepada Inspekiur untuk

direviu dan penandatanganan SPT

Inspektur melakukan reviu kendali mutu atas konsep SPT yang T 1) Konsep SPT, 20 menit  [Koreksi SPT

telah disusun oleh Tim yang ditugaskan. / > danfatau

a) Apabila terdapat koreksi atas program kerja audit danfatau - 2) Lembar penandalangana

substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris untuk kendali n SPT
B diteruskan ke Ihan terkait dengan dilakukan koreksi Y penugasan

b}  Apabila telah sesuai, maka Inspektur menandatangani

SPT, dengan dikembalikan kepada Sekretaris unluk ditakukan

distribusi kepada Irban/Tim ferkait penugasan dan

penatausahaan SPT yang telah terbit

TAHAP PELAKSANAAN

Irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk 1) SPT; 60 menit  [Disposisi.

L_I < d P

g melakukan komunikasi kepada Anggata Tim dengan _J « S 2) Dokumen

pemahaman hersama atas bignis proses, area risiko sarta
program kerja audit yang akan dilaksanakan berdasarkan SPT

rana Yolah farhit

terkait objek audit




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekvetariat Kelengkapan Waktu Qutput
No. Uralan Prosedur rban Bidang / .
Pengendali Teknis | Hetua Tim { Anggota Tim | wjjayah Sekretaris PBI:::rr:nm&a" Evaluasi dan | Inspakiur Auditi
{PT) (KT) (AT} Keuangan Pemutakhiran
PT melaporkan kepada Irban, hahwa tim telah siap [ T SPT 30 menit  |Komunikasi
melaksanakan penugasan, yang selanjutnya irbar lisan.
10 menginstruksikan kepada PT dan KT melakukan kamunikasi
dengan auditi dalam rangka pelaksanaan Entry Meeting _|_
1 Tim melakukan enlry meeling dengan auwditi, menyampaikan | - I SPT 120 menit  |Kemunikasi Tim
SPT dan menjelaskan fujuan dan ruang lingkup audit bersama audili
Tim audit melaksanakan pengumpulan, penguijian, dan 1) SPT disesuaikan [1. KKA
mengaralisis bukti audit unluk menyusun hasil observasi dan L | ] > ’rj 2) Dokurmen dengan jumah (2. Dokumen
usulan rekomendasi yang dituangkan dalam Kerlas Kena Audit v I_ terkail abjek audit hariyang  |pendukung
(KKA) untuk selanjutnya diserahkan kepada KT untuk gilzkukan %) Berita Acara tercantum dalam
evaluasi Peninjauan PKPT
12 Lapangan
4) Berita Acara
Permintaan
Keterangan/Waw
ancara
KT melakukan reviu alas signifikansi kesesuaian pelaksanaan v 1) SPT disesuaikan |KKA AT yang
kegiatan audit sesuai program kerja audit yang ditetapkan dan e T dengan jumtah |telah direviu
kemungkinan pengembangan atas bukti awal audit yang \\/ hariyang  |oleh KT
dilaksanakan oteh AT dengan langkah kerja lambahan yang {ercantum dalam
dikomunikasikan bersama KT dan PT - PKPT
13 @) Apabila terdapat ketidaksesuaian KKA dengan PKA, maka 2) Dokumen
dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai terkait objek audit
catatan KT
b} Apabila telah sesuai, maka KT membuat catalan alas KKA 3) KKA AT
AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan informasi untuk v
diparaf dan diserahkan kepada PT
PT melakukan reviu atas KKA AT dan reviu KT terhadap <> T 1) Dokumen disesuaikan {Koreksi atas
kecukupan penyajian sesuai Program kerja audit yang diletapkan) terkait objek audit| dengan jumlah [KKE KT dan
hariyang  [KKA AT dan/
2) Apabia terdapat koreksi dar PT, maka dibahas bersama WKKAKT  [tercantum daiamjatau
14, [seluruh tim 3) KKA AT PKPT  |penyusunan
' Konsep NHA
) Apabila telah sesual, maka PT dan KT bersama-sama ¥
melakukan penyusunan konsep Konsep Netisi Hasit Audit (NHA) "‘l_l ]
uniuk dibahas bersama dengan Irban selaku WPJ.




Pelaksana Mutu Baku
Kets
Tim Sehrefariat Kelengkapan Wakiu Output sterangan
Me. Uraian Prosedur irban Bidang / .
Pengendali Teknis | Ketua Tim | Anggota Tim|  wiayan Sekretaris Per;m::nm&an Evaluasi dan | Ispekiur Auditi
{PT) (KT} {AT) K:langan Pamutakhiran
Apahila Notisi Hasil Audit (NHA) telah disetujui oleh Irban, L ..i | 1} Dokumen disesuaikan [Nolisi Hasil Audil
selanjutnya disampaikan kepada Audili untuk ditakukan terkait objek audit| dengan jumlah
konfirmasi dan disepakali wakiu penyampaian tanggapan oleh 2) Konsep Nolisi hari yang
15 auditi sekaligus melakukan Exit Permit Hasil Audit (NHA) |tercantum dalam
PKPT
Tim Audit menerima hasil langgapan dari Auditi dan selanjutnya Notisi Hasil Audilf disesuaikan [Tanggapan atas
dibahas bersama oleh Irban beserta fim, apabila tanggapan {NHA) dengan jumlah [Bersila Acara
16 dirasa tidak sesuai, maka diberikan komentar atas tanggapan [ J - hariyang  |Hasil Konfirmasi
audit tercantum datam
PKPT
TAHAP PELAPORAN
KT menyusun dvaf Konsep Laporan Hasil Audit (Konsep LHA) [__y 1) Notisi Hasil 2 han Konsep LHA
y :| Audit
— 2) Tanggapan
17 alas Berila Acara
Hasil
Pembahasan
PT mefakukan evaluasi atas Konsep LHA yang disampaikan oleh! Konsep LHA 1 hari Konsep LHA
18 KT yang lelah
3) Apabila terdapat koreksi, dkembailkan kepada KT uatuk] | . ‘\ diteviu oleh PT
diperbaikifrevisi sesuai catatan PT _< /
b) Apabila tefah sesuai, maka PT meneruskan konsep LHA !
dimaksud kepada Iroan untuk dilakukan evaluasi
19 Irban sefaku WPJ melakukan evalvasi atas Kansep LHA yang| T Konsap LHA 1 hari Konsep LHA
lelah disusun cleh KT dan PT /\ vang telah
a) Apabila terdapat koreksi, dikembafikan kepada Tim Audif direviu olzh
uniuk dipecbaikifevisi sesuai catatan Irban \ / i liban
b) Apabila telah sesuai, maka konsep LHA dimaksud dilanjulkan 3
untuk dibahas dalam farum ekspose
20 Konsep LHA disampaikan dalam forum ekspose cleh Tim Audit T 1) Konsep LHA; 1 hari 1) Berita Acara
dengan jadwal pemaparan yang disusun cleh Sub Bagian Ekspose
Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi 2) Berita Acara 2) Konsep LHA
administrasi Hasil Kenfirmasi yang telah
) Apabila terdapat koreksi, maka diakukan perbaikan oleh Tim ¥ 3} Dokumen _mf'alu'l eksposs
Audit kerkait objek audit iniema

b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep LHA

disampaikan kepada Sekretaris




Palaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
No. Usalan Prosedur Irban Bidang / o
Pengendali Teknls | KetwaTim | Anggota Tim | Wilayah | gopretaris Pell: r?:;"&a" Evaluasidan | Mspektur Audil
(FT) {KT) {AT) K:uangan Pemutakhiran

Sekretaris melakukan reviv kembali konsep LHA yang lelah 1) Konsep LHA 1 hani Konsep LHA

dilakukan ekspose; T yang tetah reviu Sekretaris
2 \ « melalui ekspose

intemal ;

a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi, 2) Berita Acara

maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran ¥ IEkspose

untuk diteruskan ke Irban terkail dengan melakukan perbaikan;

b} Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk

penandatanganan kensep LHA. T

Inspektur sebagai Penanggung Jawah melakukan reviu kendali Konsep LHA 1 hari | HA yang telah

mutu dan menandatangani konsep LHA Audit Kepatuhan. » <> reviu Sekretaris ditandatangani
2 Apabila terdapat koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada

Sekrefaris untuk diteruskan ke Ihan

Terhadap LHA yang telah dilandatangani oleh Inspektur, . LHA yang telah 1 hari Penerbitan

Sehretariat melakukan penatausahaan,penggandaan, C} < ditandatangani Laporan Hasit
& engarsiapan dan distribusi LHA kepada Audili dan pihak lerkait. Audil Kepatuhan

P P




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

INSPEKTORAT

Nomor SOP

20.2 /He-00.03

Tgl. Pembuatan

2 AP 2024

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

NIP. 197p1221998111001

Nama SOP

Audit Kinerja

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

2.

~I

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2018 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum  Pengawasan Di
Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

1.

2.

3.
4,

Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur
proses audit kinerja;

Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
daerah;

Memiliki kemampuan analisis;
Mampu  memahami  ketentuan
perundang-undangan terkait.

peraturan

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1.
2.
3.
4

5.

SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP

SOP Distribusi LHP/SHP

SOP Pengarsipan

SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut

SOP Petunjuk Pelaksanaan Audit Pendahuluan

1.
2.
3.
4.
2,

Komputer/Printer/Kertas Print
Recorder

Dokumen Bukti Audit

BA Notisi Hasil Audit (NHA)

BA Hasil Ekspose

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHA /SHA terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan

terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART AUDIT KINERJA

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
No. Uraian Prosedur i
Pengendali Teknis | Ketua Tim | Anggota Tim Imawnlss:jaTg ’ Sekretaris Pel:i:f:nméan Evaluasi lilan Inspektur Auditi
(PT) (KT) (AT) Wausiaan Pemutakhiran
TAHAP PERENCANAAN
1 Inspektur Pembantu (Irban) Bidang/Wilayah melakukan C) PKPT / Perintah 60 menit  |Disposisi
komunikasi dengan Pengendali Teknis (PT) alas tujuan dan  \ insidentil penyusunan Tim
ruang lingkup Audit Kinerja atas pengelolaan keuangan daerah N Inspekiur Penugasan
dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang
terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efeklivitas yang telah|
direncanakan dalam PKPT Tahun berjalan dan/atau adanya
penugasan insidentil dari Inspektur
2 Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim (KT) 1) Risk Register| 120 menit | Draft PKA
terkait penyusunan draft Program Kerja Audit (PKA) Kinerja atas | e 4 Audili
pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan o) LHA
fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, e —
efisiensi, dan efekfivitas dan mengkomunikasikan kepada Ketua
Tim (KT) terkait pemahaman alur proses area audit, identifikasi 3) Berita Acara
risiko, rencana pengujian efektivitas pengendalian kunci, langkah Kesepakatan
kerja audit, alokasi SDM, alokasi waktu dan anggaran yang Kriteria
dibutuhkan 4) Dokumen
auditi yang terkait
dengan ruang
lingkup dan
sasaran audit
3 KT mempersiapkan draft Konsep Surat Perintah Tugas (SPT) ’l—j 1) PKA 60 menit | Draft SPT Audit
Audit Kinerja atas pengelclaan keuangan daerah dan |——1k Kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri ?) Dokumen

atas aspek kehematan, efisiensi, dan efeklivitas dengan
menyampaikan Konsep SPT kepada PT

auditi yang terkait
dengan ruang
lingkup dan
sasaran audit

3) Alokasi SDM

4) Rencana
Anggaran dan
Biaya (RAB)

5) Pakta
Integritas

6) Lembar
Kendali SPT




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
No. Uraian Prosedur [rban Bidang / .
Pengendall Teknis | Ketua Tim | Anggota Tim |  wijayah —— Pe;l?‘i?:néan Evaluasi dan Inspektur Auditi
(PT) (KT) (AT] Keuangan Pemutakhiran
4 PT melakukan reviu atas Konsep SPT yang disampaikan oleh| <;\/4 1) PKA 20 menit | Draft SPT Audit
‘ KT Kinerja
a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk v 2) Dokumen
diperbaiki/revisi sesuai catatan PT audii yang terkait
dengan ruang
lingkup dan
sasaran audit
b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada 3) Alokasi SDM
lembar kendali penugasan untuk diteruskan kepada Irban
4) Rencana
Anggaran dan
Biaya (RAB)
5) Pakta
Integritas
6) Lembar
T Kendali SPT
5 Irban melakukan reviu kendali mutu konsep SPT yang >/ 1) Konsep SPT;| 20 menit |Koreksi SPT
disampaikan PT. dan/atau paraf
a) Apabila masih terdapat kelidaksasuaian program kerja audil, ¥ 2) Lembar dokumen terkait
dikembalikan kepada PT untuk direvisi sesuai dengan catatan kendali untuk diteruskan
Irban selaku Wakil Penanggung Jawab (WPJ) Penugasan penugasan;
E)) Apabila Telah sesuai, diteruskan kepada Sekretariat melalui
SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan :
6 Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi } 1) Konsep SPT;| 120 menit |Koreksi SPT
administrasi atas kecukupan dekumen dalam penerbitan SPT i \\ dan/atau paraf
persetujuan
a) Apabila masih lerdapat kekurangan atau koreksi atas| 2) Lembar Jemby Kok
administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban kendali
Terkait untuk diperbaiki penugasan
b) Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekretaris
7 Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi T 1) Konsep SPT;| 20 menit |Koreksi SPT
penerbitan SPT serta fujuan dan ruang lingkup sebagaimana Y > Y dan/atau paraf
tercantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil persetujuan
oleh Inspektur lembar kendali
a) Apabila masih terdapat kefidaksesuaian dan / atau koreksi 2) Lembar
administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, kendali
Pelaporan dan Keuangan uniuk diteruskan ke Irban terkaif penugasan
dengan melakukan perbaikan;
b) Apabila telsh sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk T
direviu dan penandatanganan SPT




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
No. Uraian Prosedur Irban Bidang / .
Pengendali Teknis | Ketua Tim | Anggota Tim L . Program, Evaluasi dan Inspektur Auditi
4 Wilayah Sekretaris Palaparan dan ;
(PT) (KT) (AT) A Pemutakhiran
8 Inspektur melakukan reviu kendali mutu atas konsep SPT yang 1) Konsep SPT;| 20 menit |Koreksi SPT
telah disusun oleh Tim yang ditugaskan. dan/atau
a)  Apabila terdapat koreksi atas PKA dan/atau substansi v 2) Lembar penandatangana
lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris uniuk diteruskan) kendali n SPT
ke Irban terkait dengan dilakukan koreksi penugasan
b) Apabila telah sesuai, maka Inspektur menandatangani
SPT, dengan dikembalikan kepada Sekretaris untuk dilakukan
distribusi ~ kepada  Iban/Tim  terkait penugasan dan
penatausahaan SPT yang telah terbit
TAHAP PELAKSANAAN
9 Irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk rL 1) SPT; 1hari  |Disposisi.
melakukan komunikasi kepada Anggota Tim (AT) dengan 1 L | L4 2) Dokumen
pemahaman bersama atas bisnis proses, area fisko seria ‘ [ terkait audit
program kerja audit yang akan dilaksanakan berdasarkan SPT <
yang telah diterbitkan.
10 PT melaporkan  kepada Irban bahwa tim telah siap ] SPT 30 menit  |Komunikasi lisan.
melaksanakan penugasan. Selanjutnya Irban menginstruksikan 'l:—l
kepada PT dan KT untuk melakukan komunikasi dengan auditi I
dalam rangka pelaksanaan Entry Meeting
1 Tim melakukan enfry meeting dengan auditi, menyampaikan _>I J SPT 1 hari Komunikasi Tim
SPT dan menjelaskan lujuan, ruang lingkup, metode, beserta bersama auditi
sampling audit yang akan diambil
12 Tim audit melaksanakan pengumpulan, pengujian, dan L, 1) SPT disesuaikan |KKA
menganalisis bukfi audit dan membandingkan dengan kriteria _‘4 | 2) Dokumen |dengan jumiah
audit untuk menyusun hasil observasi dan usulan rekomendasi terkait Audit hari yang
yang dituangkan dalam Kerlas Kerja Audit (KKA) untuk Kinerja tercantum
selanjutnya diserahkan kepada KT untuk dilakukan reviu Berita Acara dalam PKPT
Peninjauan
Lapangan
4) Berita Acara
Permintaan
Keterangan/
wawancara

5) Kuesioner




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
No. Uraian Prosedur Irban Bidang |
Pengendali Teknis | Ketua Tim i ¢ . Progran; Evaluasi dan Inspektur
9 Wilayah Sekretaris Pelaporan dan ;
(PT) (KT) Keuangan Pemutakhiran
13 KT melakukan reviu atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan audi T 1) SPT Maksimal 3 |KKA AT dan/atau [Selama periode|
dengan PKA yang ditetapkan dan kemungkinan pengembangan ¥ hari sebelum [KKA ATyang  |penugasan
atas bukii awal audit yang dilaksanakan oleh AT dengan langkah) X penugasan |telah efektif
kerja tambahan yang dikomunikasikan bersama KT dan PT berakhir  |direviu/dikoreksi
KT dan PT
a)  Apabila terdapat kelidaksesuaian KKA dengan PKA, maka 2) Dokumen
dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai terkait Audit
catatan KT Kinerja
b) Apabila telah sesuaimaka KT membuat Kertas Kerja 3)Berita Acara
dan/atau catatan atas KKA AT yang telah sesuai dan memual Peninjauan
kecukupan informasi untuk ditandatangani dan  diserahkan| Lapangan
kepada PT
4) Berita Acara
Pemnintaan
Keterangan/
wawancara
5) Kuesioner
6) KKAAT
14 PT melakukan reviu atas KKA AT dan reviu KT terhadap) < T 1) SPT Maksimal 1 |1) Koreksi atas
kecukupan penyajian sesuai PKA yang ditetapkan hari sebelum |KKA AT
a) Apabila telah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama ¥ ?) Dokumen penugasan 2) NHA .
melakukan penyusunan Notisi Hasil Audit (NHA) yang telah terkait Audit berakhir  |3) BA Hasil
dibahas dan disetujui oleh Itban, dipaparkan / ekspose kepada Kinerja PembahasarT'
Pimpinan Unit Kerfja (Auditi) untuk meminta penjelasan dan (dengan auditi)
konfirmasi awal temuan, menentukan batas waklu penyampaian
tanggapan auditi yang dituangkan dalam Berila Acara Hasil
Pembahasan (BAHP) sekaligus melakukan Exit Permit
b}  Apabila terdapat kelidaksesuaian antara KKA dengan 3)Berita Acara
PKA, maka dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan Peninjauan
bersama-sama dengan AT Lapangan
4) Berita Acara
Permintaan
Keterangan/
wawancara

5) Kuesioner

6) KKAAT




Pelaksana Mutu Baku
: . Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
No. Uraian Prosedur Irban Bidang / -
Pengendali Teknis | KetuaTim |Anggota Tim | \ifayah e Peiztc?r;a:éan Evaluasidan | Inspektur Auditi
(PT) (KT) (AT) Keuangan Pemutakhiran
Tim Audit menerima hasil tanggapan dari auditi, dan melakukan % Tanggapan atas 1 hari Konsep LHA
pembahasan internal terhadap materi temuan maupun hal-hal l }4 NHA
15 yang menyangkut penyelesaiannya (rekomendasi)
TAHAP PELAPORAN
i 1) Notisi Hasil Konsep LHA
Audit
16 KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Audit (Konsep LHA) 2) Tanggapan 2 har
atas Berita
Y Acara Hasil
17 PT melakukan evaluasi atas Konsep LHA yang disampaikan oleh) v Konsep LHA 1 hai Konsep LHA
KT 5 \ o yang telah direviu
2) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk < olen PT
diperbaiki/revisi sesuai catatan PT /
b) Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep LHA| Y
dimaksud kepada Irban untuk dilakukan evaluasi
18 Irban selaku WPJ melakukan evaluasi atas Konsep LHA yang Konsep LHA yang 1 hari Konsep LHA
telah disusun oleh KT dan PT T telah direviu oleh an yang telah direviu
a) Apabila terdapal koreksi, dikembalikan kepada Tim Audif R / FT oleh Irban
untuk diperbaikifrevisi sesuai catatan Irban - g
b) Apabila telah sesuai, maka konsep LHA dimaksud dilanjutkan
untuk dibahas dalam forum ekspose [ ¥
19 Konsep LHA disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Audit /- 1) Konsep LHA; 1 hari 1) Berita Acara
dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian »- Ekspose
Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi 2) Berita 2) Konsep LHA
administrasi . Acara Hasil yang telah
a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan aleh Tim 3) Dokumen .rn:alalusl Blepn
lAudit ferkait objek audit niema
b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep LHA
disampaikan kepada Sekrelaris
20 Sekretaris melakukan reviu kembal konsep LHA yang telah ‘lr 1) Konsep LHA Konsep LHA
dilakukan ekspose; yang telah ) reviu Sekretaris
s -— melalui ekspose 1 hari

a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi,
maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran
untuk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan;

h) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk
penandatanganan konsep LHA.

internal ;

2) Berita Acara
Ekspose




Pelaksana Mutu Baku
= . Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang / .
Pengendali Teknis | KetuaTim |Anggota Tim |  wiiayan P— Pe::r:cngrraanm&an Evaluasi dan Inspektur Auditi
(PT) (KT) (AT) Keuangan Pemutakhiran

Inspekiur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali ' Konsep LHA LHA yang telah

mutu dan menandatangani konsep LHA Audit Kinerja. Apabila '~/> reviu Sekretaris . ditandatangani
21 lerdapat koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada '\ 1 hari

Sekretaris uniuk diteruskan ke Irban

Terhadap LHA yang telah ditandatangani oleh Inspektur, y L.HA yang telah Penerbitan

Sekretariat melakukan penatausahaan,penggandaan, (D < ditandatangani . Laporan Hasil
22 |hengarsiapan dan distribusi LHA kepada Audili dan pihak terkail. 1 hari

Audit Kinerja




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SOP 20.3 / V¥, 00. 02
Tgl. Pembuatan 2 APRIL 2024
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

INSPEKTORAT
Syaefliloh Higayat
NIP. 197 ! 221998111001
Nama SOP Audit Keuangan
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS]I PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai vang memahami alur proses
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah pengelolaan Keuangan Daerah;
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- | 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 fentang daerah;
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun | 3. Memiliki kemampuan analisis;
2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 undangan terkait.
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistemn Dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
7. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
8. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. S0P Distribusi LHP/SHP 2. Recorder
3. S0P Pengarsipan 3. Dokumen Bukti Audit
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan 4. BA Notisi Hasil Audit {(NHA)
Tindak Lanjut. 5. BA Hasil Ekspose
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART AUDIT KEUANGAN

Pelaksana Mutu Baku Keteranaan
Tim Sekrotariat Kelenghkapan Waktu Qutput e
No. Uraian Prosedur Irban Bldang .
Pengendali Teknis| Ketua Tim | Anggota Tim Witayah i Sekretaris Pa:::f:;"&a" Evaluasi dan Inspektur Auditi
{PT) KT) {AT) Kauangan Pemutakhiran
TAHAP PERENCANAAN
1 Inspektur Pembantu {irban} Bidang! Wilayah melakukan d D PKPT [ Periniah 60 menit  |Disposisi
komunikasi dengan Pengendali Teknis (PT) atas fujuan dan J'_\< [ insidentil penyusunan Tim
ruzng lingkup Audit Keuangan yang telah direncanakan dalam L Inspekiur Penugasan
PKPT Tahun berjalan dan/atau adanya peaugasan insidentil dari
Inspektur
2 Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim (KT) 1} Risk Register| 120 menit |Draft Program
terkait penyusunan draft Program Kerja Audil Keuangan melipuli Audili Kerja Audit
pemzhaman alur proses area audit, dentifikasi nsiko, rencana 2} Dokumen
penguijian efektivitas pengendalian kunci, peryusunan program kerkail Obyek
kerja, alokasi SDM dan biaya operasionat audit yang dibutuhkan Audit Keuangan
yang menjadi
sasaran audit
3 KT mempersiapkan dratt Korsep Surat Tugas Audit Keuangan 1) Program Kerja | 60 menil  Draft SPT Audit
dengan menyampaikan Konsep SPT kepada PT h 4 Audit Keusngan
2) Dokumen
lerkail Obyek
IAudit Keuangan
3) Alokasi SOM
4) RAB
Operasional Audit
5) Pakta
Integritas
6) Lembar
Y T Kendali SPT




Pelaksana Muiu Baky
Keterangan
Tim Sekretariat Kelangkapan Waktu Quiput
No. Uraian Prosadur Irban Bidang ! »
Pongendall Teknis| Ketua Tim | Anggota Tim | yyjayan s Sekretaris Pe:::’g;ar:“éan Evaluasidan | Inspektur Audilf
PTY {KT) (AT) Keuangan Pemutakhbiran
4 PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan) 1} Program Kea | 20 menit  [Praft SPT Audit
oleh KT Audit kerangan
a) Apabila lerdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuy ~ 2) Dokumen
diperbaikifrevisi sesuai calalan PT Y terkait Obyek
Audit Keuangan
b} Apabila lelah sesuai, maka PT melakukan paraf serla pada 3) Alokasi SOM
lembar kendali penugasan unluk diteruskan kepada Irban
4) RAB
Operasional Audit
5) Pakla
T Integrilas
6) Lembar
Kendali SPT
5 Irban melakukan reviu kendalt mutu konsep SPT yang \4 1) Konsep SPT;{ 20 menit [Koreksi SPT
disampaikan PT. =< / danfatau paraf.
a) Apabila masin terdapat kelidaksesuaian program kerja audit, . 2) Lembar dokumen lerkait
dikembalikan kepada PT unluk direvisi sesuai dengan catatan kendali uniuk diteruskan
Irban selaku Wakii Penanggung Jawab Penugasan T penugasan;
b} Apabila Telah sesual, dileruskan kepada Sekretariat melalu
SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan
[ Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi - 1) Konsep SPT;| 120 menit (Koreksi SPT
adminislrasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT \\ dan/atau pacaf
persetujuan
a) Apabila masih lerdapal kekurangan atau koreksi atas] 2} Lembar lembar kendali
administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban kendail
Terkait untuk diperbaiki penugasan
i) Apabila telah sesuai dileruskan kepada Sekretaris




Pelaksana Mutu Baku
- - Kelerangan
Tim Sakrolariat Kelengkapan Waktu Cutpul
No. Uraian Prosedur Irban Bidang / i
Pengendali Teknis| Retua Tim | Anggota Tim Wilayah 4 Sekretaris Pe;m:::éa 0 Evaluasi dan Inspektur Auditi
1) (KT) AT) Ke‘:mgan Pemutakhiran
7 Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan adminislrass T 1) Konsep SPT;| 20 menit ]Kareksi SPT
penerbitan SPT serta Tujuan dan muang fingkup sebagaimana) ¥ danjatau paraf
{ercanlum dalam PKPT dan alau disposisi penugasan msident persetujuan
oleh Inspekiur lembar kendali
a) Apabila masih terdapat kelidaksesuaian dan / atau koreksi 2) Lembar
adminisirasi, makxa dikembalikan kepada Subbag ProgramJ kendzli
Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke Irban terkai penugasan
dengan metakukan perbaikan;
b} Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspekiur unhuk T
direviu dan penandatanganan SPT
8 inspeklur melakukan reviu kendali mutu atas konsep SPT yang > 1) Konsep SPT;| 20 menit  |Koreksi SPT
telah disusun cleh Tim yang ditugaskan. T~ danfatau
a)  Apahila terdapal koreksi atas program kerja audil dan/atau ¥ 2} Lembar penardatangaran
substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris uniul kendali SPT
diteruskan ke Irban terkait dengan dilakukan koreksi penugasan
b)  Apabila lelah sesua, maka Inspektur mendalangani SPT,
dengan  dikembalikan kepada Sekretaris untuk  dilakukan
distibusi  kepada  Ihan/Tim  tetkait penugasan  dan
penatausahaan SPT yang telah terbit
TAHAP PELAKSANAAN
9 Irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT unhy I_L 1) SPT; Thari  |Disposisi.
melakukan komunikasi kepada Anggotz Tim  dengan) I __LI___| % ) Dokumen
pemahaman bersama atas bisnis proses, area fisiko seria C 14 terkait audit
program kerja audit yang akan dilaksanakan berdasarkan SPT} keuangan
heann 1elab terhil
10 PT melaparkan kepada Irban, bahwa tim telah siap T SPT W menit |Komunikasi lisan.
melsksanakan  penugasan,  yang  selanjutnya  irban)
menginstruksikan kepada PT dan KT melakukan komunikasi
dengan auditi unfuk pelaksanaan Entry Meeling
1 Tim mefakukan enby meeting dengan  audii  dengan r I SPT 1 hari Komunikasi Tim
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit bersama audib
12 Tim audié melaksanakan pengumpulan, pengufian, dan) — 1) 8PT disesuaikan |KKA
menganalisis bukli audit untuk menyusun hasil observasi dan o I ] | | 7) Dokumen [dengan jumiah
lusulan rekomendasi yang dituangkan dalam Kerlas Kerja Audi terkait Audit hari yang
(KKA} untuk selanjulnya diserahkan kepada KT untuk dilakukan Keuangan fercantum
evaluasi dalam PKPT
7 BAPK




Pelaksana Muiu Baku
- - Heterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Quiput
Uraian Prosedur Irban Bidang / .
Pengendali Teknis| Ketua Tim | Anggota Tim wn" aly:lr ¢ Sekretaris PeIPa :]fr':r:ncllan Evaluasi dan Inspektur Auditi
{PT) {KT) {AT) Neuangan Permutakhiran
KT melakukan evaluasi  alas  signifikansi  kesesuaian T 1) SPT Maksimal 3 |KKA AT dan/alav |Selama periode
pelaksanaan kegiatan audit sesuai program kerja audit yang: M |y harf sebelum  [penyusunan penugasan
dilelapkan dan kemungkinan pengembangan atas bukbi awal e ~ penugasan  |Keras Kerfa eleklif
audit yang dilaksanakan oleh AT dengan langkah %era berakhir Evaluasi atas KKA
tambahan yang dikomunikasikan bersama KT dan PT AT yang lelah
direviu/dikoreksi
)  Apabila terdapat kefidaksesuaran KKA dengan PKA, maka 2) Dokumen KT dan PT
dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai terkait Audit
catatan XT Dengan Tujuan
Terlentu
b} Apabila telah sesuai,maka KT membuaf Kertas Kerja 3) BAPK
dan/alau catatan atas KKA AT yang telah sesuai dan memuat ) KKA AT
kecukupan informasi unuk ditandatangani dan diserahkan
kepada PT
PT melakukan evaluasi atas KKA AT dan reviv KT terhadap) < T 1} SPT Maksimal 1 [Koreksi atas KKE
kecukupan penyajian sesuai Program kerja yang ditetapkan hari sebelum JKT dan KKA AT
a) Apabila telah sesusi, maka PT dan KT bersama-sama[ v 2y Dokumen penugasan |gan/ atau
melakukan peayusunan Notisi Hasil Audit (NHA) yang telah - terkait Audit berakhir ~penyusunan NHA
dibahas bersama dan disefujul oleh Iban dan dipaparkan g | Keuangan dan BA Hasi
ekspose kepada Pimpinan Unit Kerja {Audif) untuk menmint Pembanasan
penjelasan dan konfimasi awal temuan, menenlukan bata (dengan audil}
waklu penyampaian tanggapan auditt yang dituangkan dala
Berita Acara Hasil Pembanasan (BAHP) sekaligus melakukan
Exit Permit
b}  Apabila lerdapat kelidaksesuatan KKA dengan PKA, maka 3) BAPK
dikembatikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama- 4) KKAAT
sama dengan AT %) KKEKT
Tim Audit menerima hasi tanggapan dari auditi, dan melakukan Y Tanggapan alas Thari  |Konsep LHA
pembahasan infemnal baik materi lemuan maupun hal-hal yang - | . " - NHA
¥




Pelaksana Mutu Baku Ket
eterangan
Tim Sekretariat Kalengkapan Waktu Qutput 9
No. Urafan Prosedur Itban Bidang / "
Pengendali Teknis| Ketua Tim | Anggota Tim|  wiayah o Sekrataris Pe;’a :’frf::‘&an Eyalvasidan | Inepektur Audit
FT} (KT) (AT) Keuangan Pemutakhiran
TAHAP PELAPORAN
16 KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Audit (Konsep LHA) N 1} Notisi Hasil 2hari  |Konsep tHA
N Audit
2) Tanggapan
atas Berita Acara
Hasil
Pembahasan
17 FT mefakukan evaluasi atas Konsep LHA yang disampaikan oleh| v Konsep LHA 1hari  |Kensep LHA yang
KT . \ teITah direviu oleh
a) Apabila \erdapal korcksi, dikembalikan kepada KT uniuk] P
diperhaikifrevisi sesuai catatan PT
b} Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep LHA M
dimaksud kepada Irban untuk dilakukan evaluas
18 Ithan selaku WP.J mefakukan evaluasi alas Konsep LHA yang Konsep LHA 1hari  JKonsep LHA yang
telah disusun oleh KT dan PT /T\ telah direviu oleh
5) Apabila lerdapat xoreksi, dikembalikan kepada Tim Audi . rhan
untuk diperbaikifrevisi sesuai catatan Iban '\/ ¥
) Apabila telah sesuai, maka konsep LHA dimaksud dianjutian)
untuk dibahas dalam ferum ekspose
19 Konsep LHA disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Audit T 1} Konsep LHA; 1hari 1) Berita Acara
dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Ekspose
EvaI!J?si darn Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi ] 2) Rerita Acara 2) ionsep LHA
adminislrasi ‘ Hasil Konfirmasi yang lelah melalui
} ekspose intemal
\
a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan pesbaikan oleh Tim 1 3) Dokumen
Audit terkait objek sudit
b) Apabila tidak ada kereksi signifikan, maka konsep EHA
disampaikan kepaifa Sekretaris
Sekrelaris melakukan reviu kembal kensep LHA yang telah 1) Konsep LHA 1hai  [Konsep LHA reviy
dilakukan ekspose; yang telsh Sekretarls
20 . melalui ekspose
intemnal ;
) Apabita masih terdapat kelidaksesualan dan / atau koreks], 2) Berita Acara
¥

maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran
uniuk diteruskan ke kban terkait dengan melakukan perbaikan;

b) Apabila telah sesuai, dileruskan kepada Inspektur untuk
penandatanganan konsep LHA.

Ekspose




Pelaksana Mutu Baku ket
elerangan
Tim Sekretariat Kelangkapan Wakiu Outpui .
Ng. Uraian Prosedur Irban Bidang ! .
Pengendali Teknis| Ketua Tim ] Anggota Tim Wilayah 9 Gekretaris PaE;of::c;an Evaluasi dan Inspaktur Auditi
{FT) (KT) (AT) Keuangan Pemutakhiran

Inspekiur sebagal Penanggung Jawab melakukan reviu kendali Kansep LHA 1hari  |LHA yang felah

mulu dan menandatangani konsep LHA Audil Keuangan. reviu Sekrelaris ditandalangani
2 Apabila terdapat koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada ’\

Sekretaris untuk dilen:skan ke Ihan

Terhadap LHA yang telah dilandatangani cleh Inspektur, ¥ LHA yang lelah 1 hagi Penerbilan

Sekretariat melakukan penalausahaan,penggandaan, - dilandatangani Laperan Hasil
2 ’ -

pengarsiapan dan distribusi LHA kepada Auditi dan pihak terkait.

Keuangan




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

INSPEKTORAT

Nommor SOP 20-4 /Hk.00- 02
Tgl. Pembuatan 2 AP 2024
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

NIP. 1p761221p598111001

Nama SOP

)
Audit Deylgan Tujuan Tertentu

DASAR HUKUM:

KUALIFTKASI PELAKSANA:

1.

10.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Audit Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta
Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

1.

2.

3.

Auditor/P2UPD/Pegawal yang memahami alur
proses audit dengan tujuan tertentu;
Mengetahui prosedur administrasi
pemerintahan daerah;
Mengetahui prosedur
Barang [/ Jasa.
Memiliki kermampuan analisis;
Mampu memahami ketentuan
perundang-undangan terkait.

tentang Pengadaan

peraturan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

2.
3.
4

S0P Penyusunan Konsep LHP dan SHP

SOP Distribusi LHP/SHP

SOP Pengarsipan

SOF Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak
Lanjut.

R

Komputer/Printer /Kertas Print
Recorder

Dokumen Bukti Audit

BA Notisi Hasil Audit (NHA)

BA Hasil Ekspose

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka pelaksanaan
kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU {ADTT)

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Wakiu Output
0. Uraian Prosedur i »
" Pengendali Teknis| Ketua Tim | Anggota Tim "bmm"g I Sekretaris | P ezﬁcﬂ:’ﬂan Evaluasi dan Inspeklur Auditi
{PT) {KT) {AT) Heuangan Pemutakhiran
TAHAF PERENCANAAN
1 Inspektur Pembantu {Irban) Bidang/ Wilayah melakukan D PKPT / Perintah 60 menit  {Disposisi
komunikasi dengan Pengendali Teknis {PT) atas tujuan dan oW \ insidentil penyusunan Tim
ruang lingkup Audil Dengan Tujuan Tertentu yang lelah ) Inspekiur Penugasan
direncanakan dalam PKPT Tahun berjalan dan/atau adanya
penugasan insidentil dari Inspekiur
2 Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim {KT) 1) Risk Register| 120 menit jDraft Program
terkait penyusunan draft Program Kerja Audit Dengan Tujuan I*‘ Auditi Kerja Audit
Tertenlu melipuli pemahaman alur proses area audi, identifikasi ) Dokumen
risika, rencana pengujian efektivitas pengendalian kunci, terkait Obyek
penyusunan program kerja, alokasi SDM dan biaya operasional fertent yang
audit yang dibutuhkan menjadi sasacan
audit
3 KT mempersiapkan drafl Konsep Sural Tugas Audit Dengan 1} Program Keja | 60 menil  |Drafl SPT Audit
Tujuan Tertenlu dengan menyampaikan Konsep SPT kepada PT h 4 Audit Dengan Tujuan
Tertenty
2} Dokumen
lerkait Obyek
tertentu

3} Alokasi SOM

4} RAB
Operasional Audil

5) Pakla
Infegritas

6 Lembar
Kendali SPT




Pelaksana Mutu Baku
Ket
Tim Sekrefariat Kelengkapan Waklu Cutput elerangdn
No. Uraian Presedur Irban Bidang / i
Pengendall Teknis| KetuaTim {Anggota Tim|  wilayan Sekretaris Pe::mog:nméan Evaluasidan | Inspekiur Auditi
T (KT) {a7) Ke':langa“ Pamutakhiran
4 PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampakan cleh 1) Program Kerja | 20 menit  |Drafl SPT Audit
KT Audit keuangan aspek
— > lenenl?.l "
a) Apahbila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT uniuk 2) Dokumen
diperbaikifrevisi sesuai calalan PT ¥ terkait Obyek
terlentu
b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada 3} Alokasi 30M
lembar kendali penugasan untuk diteruskan kepada Irban
4} RAB
Operasional Audit
5) Pakta
T integrilas
6) Lembar
Kendaii SPT
5 Irban melakukan reviu kendali mutu konsep SPT yang >< < 1} Konsep SPT;| 20menit ([Koreksi SPT
disampaikan ©T. -~ danfalau paraf
a) Apabila masih terdapat kelidaksesuaian program kerja audi, ‘ 2} Lembar dokumen ekt
dikembatikan kepada PT unluk direvisi sesuaf dengan catatan Wendali untuk diteruskan
Irban selaku Waki! Penanggung Jawab Penugasan penugasan;
b} Apabila Telah sesuai, diteruskan kepada Sekrelariat melalui T
SubBagian Program, Pefaporan dan Kevangan
6 Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melzkukan evaluasi - 1) Kensep SPT; | 120 menit |Koreksi SPT
administrasi atas kecukupan dekumen dalam penerbitan SPT v\“ danfatau paraf
perselujuan
2} Apabila masih ferdapat kekurangan atau kereksi alas| 2) Lembar lembar kendall
adminisirasi penerbilan SPT, maka dikembalikan Kepada irban kendali
Terkait unluk diperbaiki penugasan
b) Apabila lelah sesuai diteruskan kepada Sekretaris
7 Sekretaris mereviu kembali alas kelengkapan administrasi 1 T 1} Konsep SPT;| 20 menit |Koreksi SPT
penesbitan SPT serfa Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana ¥ " danfalau paraf
tercantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil B persefujuan
oleh Inspeklur lembar kendali
a) Apabila masih lerdapat ketidaksesuaian dan [ atau koreksi 2) Lembar
administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program kendali
Pelaporan dan Keuangan uniwk diteruskan ke Irban terkai penugasan
dengan melakukan perbaikan;
h) Apabila telah sesusi, diteruskan kepada Inspeklur untuk ¥
direviu dan penandatanganan SPT




Petaksana Mutu Baku
N N Keterangan
Tim Sekratariat Kelengkapan Waktu Output
No. Uraian Prosedur Irban Bidang / .
Pengendali Teknis| Ketva Tim | Anggota Tim|  wijayan 9 Sekrotaris Pelzmc?rr::éan Evaluasidan | Imspektur Audill
&7 (KT {AT) KeF!'.langan Pemutakhiran

8 lInspektur melakukan reviu kendali mulu alas konsep SPT yang 1) Konsep SPT;| 20 menit (Koreksi SPT

lelah disusun ofeh Tim yang ditugaskan. danfatau

a)  Apabila lerdapal koreksi atas program kerja audit dan/atau ¥ 2) Lembar penandalanganan

substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris uniukf kendali SPT

diteruskan ke Irban lerkait dengan dilakukan koreksi penugasan -

b)  Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendatangani $PT,

dengan dikembalikan kepada Sekretaris unluk dilakukan)

distribusi  kepada  Irban/Tim  teskait penugasan  dan

penatausanaan SPT yang telah lerbit

TAHAP PELAKSANAAN
9 iban selaku WPJ mengkomunikastkan kepada PT dan KT uniul l__L 1} SPT; 60 menit  [Disposisi.

melakukan  komunikasi kepada Anggota Tim  dengan| I ! le %) Dokumen

pemahaman bersama alas bisnis proses, area risiko se | [ terkait audit

program kerja audit yang akan dilaksanakan berdasarkan SPTH

yang lelah terbit.
16 PT melaporkan kepada Irban, bahwa Gm telah siap) J1 SPT 30 menil  |Komunikasi lisan.

melaksanakan  pentigasan, yang  selanjutnya  irban) d

menginstruksikan kepada PT dan KT melakukan komunikasi

dengan auditi untuk pelaksanaan Entry Meeting
1" Tim meiakukan eny meeting dengan audii dengan _»i | SPT 120 menit  [Komunikasi Tim

menyampaikan lujuan dan ruang lingkup audil bersama auditi
12 Tim audit mefaksanekan pengumpulan, pengujian, dan 1) SPT disesuaikan [KKA

. . N ] N

menganalisis bukli audit untuk menyusun hasit observasi dan g I | | ) Dokumen |dengan jumiah

usulan rekomendasi yang dituangkan dalam Keras Kera Audi terkait Audit hari yang

(KKA) untuk selanjutnya diserahkan kepada KT unluk dilakukan Dengan Tujuan tercanlum

evaluasi Tertentu dalam PKPT

3) BAPK




Petaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Wakiu Cutput
Na. Uraian Prosedur Irban Bidang ! -
Pengendall Teknis| Ketua Tim | Anggoeta Tim ’ ) Pragram, Evaluasidan | Inspektur Auditi
g Wilayah Sekretaris | Pelaporan dan
{PT) (KT) (AT) Kesangan Pemutakhiran
13 KT melakukan evaluasi atas  signifikansi  kesesuaian| T 1) SPT Maksimal 3 {KKA AT dan/atau
pelaksanaan kegialan audit sesuai pregram kerja audit yang ¥ P han sebelum  |penyusunan
diletapkan dan kemungkinan pengembangan atas bukli awa;ll \A/’ 7 penugasan  JKertas Kerja
audit yang dilaksanakan oleh AT dengan langkah kerj berakhir Evaluasi atas KKA
tambahan yang dikomunikasikan bersama KT dan PT AT yang telah
direviu/dikoreksi
a)  Apabila terdapat ketidaksesuaian KKA dengan PKA, maka‘ 2y Dokumen KT dan PT
dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesua lerkail Audit
catatan KT Dengan Tujuan
Tertentu
b) Apabila lelah sesuai,maka KT membuat Kerlas Kefja 3) BAPK
dan/aiau tatatan afas KKA AT yang telah sesuai dan memuat 4) KKA AT
kecukupan informasi untuk ditandatangani dan diserahkan
kepada PT
14 PT melakukan evaluasi atas KKA AT dan reviu KT terhadap! <\_ T 1) SPT Maksimal ¥ |Kereksi atas KKE
kecukupan penyajian sesuai Program kerja yang dietapkan - hari sebelum (KT dan KKA AT
a) Apabila telah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama| v 2) Dokumen Diﬂugf;_a" dan/ alau \HA
melakukan penyusunan Nofisi Hasil Audil (NHA} yang tetah "__I terkait Audit erakhir Eenyg:ugan_l
dibahas bersama dan disefujui oleh Iban dan dipaparkan o Dengan Tujuan Pa“ bah asl
ekspose kepadz Pimpinan Unit Kerja (Audii untuk meminta Tertenlu dem a ase:jr?u
penjelasan dan konfirmasi awal temuan, menentukan balas (dengan audit)
waklu penyampaian tanggapan audiii yang ditvangkan dalam|
Berita Acara Hasil Pembahasan (BAHP) sekaligus melakukan
Exit Permit
b}  Apabila lerdapat ketidaksesuraian KKA dengan PKA, maka 3) BAPK
dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama-
sama dengan AT 4) KKAAT
5) KKEKT
15 Tim Audit menerima hasil langgapan dari audit, dan melakukan r Tanggapan atas 1 hari Konsep LHA
pembahasan intemal baik materi temuan maupun hat-hal yang P NHA
menyangkul penyelesaiznnya untuk diluangkan ke dalam
konsep Laporan Hasil Audil (LHA)
TAHAP PELAPORAN
16 KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Audit (Konsep LHA} v 1) Nofisi Hasil 2hari |Konsep LHA
J Audit
2} Tanggapan
alas Berila Acara
| Hacgil
17 PT melakukan evaluasi atas Konsep LHA yang disampaikan oleh Konsep LHA 1hai  |Konsep LHA yang
AT, - — - T lelah direviu oleh
3} Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk PT
dinarhqilrifcasicl rasnal bt DT
|b) Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep LHA| ¥
i ilalrukan susalimed




=

Pelaksana Mutu Bake
N Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang | .
Pengsndali Teknis| Ketua Tim | Anggota Tim et . Program, Evaluasidan | (nspekiur Pt
Wilayah Sekretarls | Falaporan dan .
{PT) (KT) (AT} Kauangan Pemutakhiran
18 Irban selaku WPJ melakukan evaluasi alas Konsep LHA yang Konsep LHA yang 1hai  |Konsep LHA yang
tefah disusun oleh KT dan PT Y telah direviu oleh lelah direviu oleh
a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim AudiT » PT irban
untuk diperbaikifrevisi sesuai catalar Irban \/ Y
) Apabita telah sesuai, maka konsep LHA dimaksud dilanjutkan
untuk dibahas datam forum ekspose
19 Konsep LHA disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Audit T 1) Konsep LHA; 1 hai 1) Berita Acara
dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Ekspose
Evaluasi dan Pemutakhiran sekaiigus dilakukan koreksi ] 2) Berita Acara 7) Konsep LHA
administrasi ¥ Hasil Konfimmasi yang letah melalui
ekspose internal
a) Apabila lerdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oieh Tim 3} Dokumen
Audit terkait chjek audit
b} Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep LHA
disampaikan kepada Sekretaris
Sekretaris melakukan reviv kembal konsep LHA yang telah 4 1} Konsep LHA 1 hari Konsep LHA raviu
dilakukan ekspose; yang telah Sekretaris
20 P melalui ekspose
\ intemal ;
a) Apabila masih terdzpat ketidaksesuaian dan { atau koreksi, 2} Berita Acara
maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran v Ekspose
untuk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan;
b) Apabila tefah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk
penandatanganan konsep LHA. T
Inspekiur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendaii / Konsep LHA 1hari  |LHA yang lelah
muil dan menandatangani konsep LHA Audit Kepatuhan. .\> reviu Sekzetarls dilandatangani
2 Apahita {erdapat koreksi dan calatan akan dikembalikan kepada
Sekretaris untuk diteruskan ke irban
Terhadap LHA yang telah ditandatangani oleh Inspektur, v LHA yang telzh 1 hari Penerbilan
Sekretariat melakukan penalausahaan,penggandaan, ( }4 ditandalangani iLaporan Hasil
22 lhengarsiapan dan distribusi LHA kepada Auditi dan pihak lerkail. Audit Dengan

Tujuan Tertentu




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP

20.% /HK.00.032

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

2 APR\L 2024

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

S¢aefuloh
NIP. iB761221p98111001

Nama SOP

Audit Invegtigatif

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Audit Keuangan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah,;

6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57
Tabhun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah;

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun
2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur
proses Audit Investigasi;

2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
daerah;

3. Mengetahui prosedur tentang Pengadaan Barang /
Jasa.

4. Memiliki kemampuan analisis;

5. Mampu memahami ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. SOP Distribusi LHP/SHP 2. Recorder

3. S0P Pengarsipan 3. Dokumen Bukt Audit

4. S0P Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan 4. BA Hasil Ekspose

Tindak Lanjut.

FPERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan

terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART AUDIT INVESTIGATIF

Pelaksana Mulu Baku
- - Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Wakiu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang/ Subbag Inspekt Audit
Pengendaii Teknis ' Anggeta Tim|  kotaiKab . Program, | Subbag Evaluas|] MSPeiUr udit
(PT) Ketua Tim (KT} {AT} Sekretaris Pelaparan, dan{dan Pemutakhiran
Keuangan
TAHAP PERENCANAAN
1 Inspeklur menugaskan pelaksanaan Audit Investigasi Instruksi Pimpinan, | 60 menit  |Disposisi
sesuai dengan Instruksi Pimpinan, hasil penelaghan ( ) Laporar lelaghan, penyusunan Tim
pengaduan yang memiliki kadar pengawasan, permintaan Laparan Audit Penugasan
Aparat Penegak Hukum {APH), Laporan Audit Kinerja, atau Kinerja, Laporan
Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) ADTT
2 inspekiur Pembantu (Iban) Bidang/Kota/Kal mefakukan 1. Instruksi 120 meni!  [Disposisi
kamunikasi dengan Pengendali Teknis (PT) atas tujuan { e Pimpinan, Laporan penyusunan Tim
Audit Investigasi, ruang lingkup Audit Invesligast, jangka L lefaahan, Laporan Penugasan
waktu Audit dan tim pelaksanzan Audil Investigasi Pengaduan,
Laporan Audit
Kinerja, Laporan
ADTT
2. Disposisi
3 Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim 1) Risk Register 0 menit  [Konsep Sural
(KT} untuk penyusunan Konsep Surat Tugas Audit | ,_I* l« Auditi Tugas dan
(nvestigasi ‘ ) Dokumen Program Kerja
terkait Chyek Audil Audil
Invesligasi yang
menjadi sasaran
audit
4 KT mempersiapkan Konsep Surat Tugas Audit Investigasi ] 1) Program Kerja 80 menit Draft SPT Audit
dan menyampaikan Konsep SPT kepada PT g S Audit Investigash
¥ 2) Dokumen terkait
Obyek Keuangan
tertentu

3} Alokasi SDM

4} RAB Operasicnal
Audit

5} Pakla iniegritas

6) Leenbar Kendaft
SPT




Pelaksana Mutu Baku
" Katerangan
Tim Sekrotarlat Kalengkapan Wakiu Qutput
No. Uraian Prosedur Irhan Bidang/ Subbag Inspeklur Audit
Pengendali Teknis . Anggota Tim|  kotal Kab . Program, | Subbag Evaluasi [ N3P L
{PT) Ketua Tim (KT) (AT) Sekretaris Pelaporan, dan{dan Pemutakhiran
Keuangan
§ |PT melakukan evaluasi ales Konsep SPT yang *<>= 1) Program Kerja 20menit | Draft SPT Audit
disampaikan oleh KT Audit Invesdgasi
a) Apabila terdapal kereksi, dikembalikan kepada KT untuk Y 2) Dokumen terkail
diperbaiki/revisi sesual catatan PT Obyek Audit
Investigasi
b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serig) 3} Alokasi SOM
pada lembar kendali penugasan uniuk diteruskan kepada
Irthan
4) RAB Operasicnat
Audit
5) Pakta Integritas
6) Lembar Kendalt
7 SPT
[ {rban melakukan evaluasi kendali mute konsep SPT yang " e 1) Konsep SPT; 20 menil  |Koreksi SPT
disampaikan PT. T danfatau paraf
) Apabila masih terdapat kefidaksesuaian program kerja Y 2) Lembar kendali dokumen terkait
audit, dikembatikan kepada PT untuk direvisi sesuai penugasan; uniuk diteruskan
dengan catatan Irban selaku Wakil Penanggung Jawsb)
b) Apabifa Telah sesuai, dileruskan kepada Sekretariaf]
metalui Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan
7 Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan melakukan e ' 1) Konsep SPT, 120 menit  |Koreksi SPT
evaluasi administrasi atas kecukupan dokurmen dakamy \ \A/ dan/alau paraf
penerbitan SPT persetujuan lembar
a) Apabila masih terdapal kekurangan atau Koreksi atasl 2) Lembar kendali kendzli
administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepads penugasan
trban Terkait untuk diperbaiki
b) Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekrelaris
8 Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi v 1) Konsep SPT; 20 menil  [Koreksi SPT
penerbitan SPT / \ T danfatau paraf
2) Apabila masih lerdapat kefidakseswaian dan / atay . 2) Lembar kendali persedujuan lembar
korekst adminisirasi, maka dikembalikan kepada Subbag penugasan kendali
Program, Pelaporan, dan Keuangan unfuk diteruskan ke
Irban terkait dengan melakukan perbaikan;
b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspekiur untuk| T
direviu dan penandatanganan SPT




Pelaksana Mulu Baku
- Kalerangan
Tim Selretariat Kelengkapan Waktu Qutput
Ho. Uratan Prosedur Irban Bidang! Subbag Inspekt Audli
Pengendali Tekmnis ) Anggota Tim | kota) Kab . Program, | Subbag Evaluast) IMSPekr tdidl
PT} Ketua Tim (KT) (AT) Sekretaris Pelaporan, dan|dan Pemutakhiran
Keuangan
3 Inspekiur melakukan reviu kendali mutu alas konsep SPT| 1} Konsep SPT; 20 menil  |Koreksi SPT
yang telah disusun oleh Tim yang dilugaskan. dan/atay
a)  Apabila terdapat koreksi atas program kerja audil \ 2) Lembar kendali penandatanganan
danfalau substansi lainnya, maka dikembalikan kepaca v penugasan SPT
Sekretaris untuk diteruskan ke Irban terkail dengan
dilakukan koreksi
b)  Apabila telah sesuai, maka Inspekiur mendatangani
SPT, dengan dikembailkan kepada Sekrelaris untuk
dilakukan distribusi kepada irban/Tim terkait penugasan
dan penaiausahaan SPT yang telah lerbit
TAHAP PELAKSANAAN
10 Irban selaku WPJ mengkemunikasikan kepada PT dan KT]| I——L 1) SPT; 60 menit  {Disposisi.
untuk mefakukan komunikasi kepada Anggota Tim dengan) IV L [ ¢ 2) Dokumen
pemahaman bersama alas bisnis proses, area risiko serta) l L1 terkait audit
program kerja audit yang akan dilaksanakan berdasarkan <t
SPT terbil
1 PT melaporkan kepada Irban, bahwa tim telah siap| SPT J0 menit  |Komunikasi lisan.
melaksanakan  penugasan, yang Selanjutnya  irban| i ’
menginstruksikan  kepada PT dan KT  melakukan)
komunikasi dengan auditi uniuk pelaksanaan Enlry Meeling
12 Tim melakukan enlry meeling dengan auditi dengan| _){ SPT 120 menit  [Kornunikas: Tim
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit I bersama audili
13 Tim audit melaksanakan pengumpulan, pengujian, dan 1) SPT disesuaikan |KKA
menganalisis bukli audit untuk menyusun hasil chservasi " [ | 9) Dokumen ferkat]dengan jumlah
dan usulan rekomendasi yang dituangkan dalam Kertas] Audit Dengan hari yang
Kerja Audit (KIKA) untuk selanjulnya diserahkan kepada KT Tujuan Tertentu tercantum
untuk dilakukan evatuasi dalam PKPT
3) . BAPK




Pelaksana Mutu Baku
Kelerangan
Tim Sekretartat Kelengkapan Waklu Qutput
Na. Uraian Prosedur rban Bidang/ Subbag nspekt Audi
Pengendali Teknis . Anggota Tim{  Katal Kab . Program, | Subbag Evaluasj| mspektur udit
(PT) Keiua Tim (KF) {AT}) Sekretaris Pelaporan, danjdan Pemutakhiran|
Ksuangan
14 KT melakukan evaluasi atas signifikansi kesesuaian T 1) SPT Maksimal 3 [KKA AT dan/atau
pelaksanaan kegiatan audit sesual program keda audi Y P hari sebelum [penyusunan Kertas
yang ditetepkan dan kemungkinan pengembangan ata \J./‘ penugasan Kerja Evaluasi atas
bukli awal audit yang dilaksanakan cleh AT dengan i berakhir  {KKA AT yang lelah
langkah kega tambahan yang dikomunikasikan bersama) direvividikoreksi
KT dan PT KT dan PT
a)  Apabila terdapat ketidaksesuzian KKA dengan PKA, 2) Dokumen ferkail
maka dikembalikan kepada AT unluk dilakukan perbaikan: Audit Investigasi
sesual catatan KT
b} Apabila telah sesvaimaka KT membuat Kerlas Kerja 3} BAPK
danfatau catalan atas KKA AT yang l\efah sesuai dan
memuat kecukupan informasi untuk ditandatangani dan
diserahkan kepada PT
4} KKA AT
15 PT melakukan evaluasi atas KKA AT dan reviu KT| \ T 1) KKA AT Maksimal 1 [Koreksi atas KKE
lerhadap kecukupan penyajian sesuai Program Xerja yang KKEKT hari sebelum  |KT dan KKA AT
diletapkan penugasan  |dan/ atau Kensep
Ell Apabila telah sesusi, maka PT dan KT bersamad ¥ 7) Dokumen terkail berakhir LHAI
sama melakukan penyusunan konsep Laporan Hasil Audil Audit Dengan
Investigasi (LHAI) dan selanjutnya melakukan Exil Permit Tujuan Tertentu
b)  Apabila terdapat ketidaksesuaian KKA dengan PKA, 3) BAPK
maka dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan 0 KKAAT
bersama-sama dengan AT )
5) KKEKT
TAHAP PELAPORAN
16 KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Audit Investigalil h 4 Konsep LHA 2 bari Konsep LHAI
(Konsep LHA) -;r__IA
17 PT melakukan evaluasi alas Konsep LHAI vyang Konsep LHAI 1hari  [Konsep LHAI yang

disampaikan oleh K¥

a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk|
diperbaikifrevisi sesuai catatan PT

b} Apabila telah sesuai, maka PT menemskan konsep)

LHAI dimaksud kepada irban untuk dilakukan evaluast

ielah direviu oleh
PT




Pelaksana Mutu Baku
- Katarangan
Tim Sekretariat Kelenghkapan Waitiu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang! Subbag inspekiur Audi
Pengendaii Teknis . Anggota Tim|  xotarKab . Program, | Subbag Evaluasi | NIpeu udi
(PT) Ketua Tim (KT) (AT) Sekretaris Pelaporan, danjdan Pemutakhiran
Keuangan

18 Irban selaku WPJ melakukan evaluasi alas Konsep LHAJ T Konsep LHAI 1hari  [Konsep LHAl yang
vang lelah disusun aleh KT dan PT (efah direviu ofeh
a) Apabila terdapat koreksi, dixembalikan kepada Tim Audi Irban
untuk diperbaikifrevisi sesuai calatan ihan \/ A
b} Apabila lelah sesuai, maka konsep LHAI dimaksud T
dilanjutkan untuk dibahas dalam forum ekspose

19 Konsep LHAI disampaikan dalam forum ekspose ofeh Tim 1) Konsep LHAL Than 1) Benta Acarz
Audit dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub v 2) Dokumen lerkail Ekspose
Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus dilakukan 2) Konsep LHA
Ikoreksi administrasi yang telzh melalui
a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oleh ekspose inlemal
Tim Audit
b} Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep LHAI
disampaikan kepada Sekretaris
Sekretaris meakukan reviu kembal konsep LHAI yang 1) KonsepLHAl |1 hari Konsep LHAI reviy

20 telah dilakukan ekspose; ¥ yang telah melalui Sekretaris

/ eispose intemal ;
a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / afau T <+ 2} Berita Acara
kareksi, maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan \ Ekspose
Pemutakhiran untuk dileruskan ke Irban terkait dengan
melzkukan perbaikan;
b} Apabila telsh sssuai, dileruskan kepada Inspektur untuk ¥
penandatanganan kensep LHAE T
2 Inspektur sebagai Penanggung Jawab metakukan reviu / Konsep LHAI eviu |1 hari LHAI yang telah
kendali muiu dan menandatangan kensep LHAIL. Apabila > > Sekretaris ditandatangani
terdapat koreksi dan calatan akan dikembalikan Xepada : \
Sekretaris unluk diteruskan ke Irban
22 Terhadap LHAL yang felah ditandalangani oleh Inspektur, LHAI yang telah + hari Penerbitan

Sekretadiat melakukan penatausahaan,penggandaan,
pengarsiapan dan dislribusi LHAI kepada Audifi dan pihak
terkail,

!

dilandatangani

Laporan Hasil
Audit Investigalif




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SOP 20.6/ Hr.co-02
Tgl. Pembuatan | 2 BAYR\WL 2024
Tgl. Revisi '

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

INSPEKTORAT
Syakfuloh Hiflayat
NIP. 12,'6122 1998111001
Reviu Laporarf Penyelenggaraan
Nama SOP Pemerintah Daerah
DASAR HUKUM: _ KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memaharmi alur proses

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana telah® beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/209/1J
hal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan
Petnerintahan Daerah (LPPD);

Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.

3.
4.

Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
daerah;

Memiliki kemampuan analisis;

Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.

KETERKAITAN:

PERATLATAN/PERLENGKAPAN:

el R

SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP

SOP Distribusi LHP/SHP

SOP Pengarsipan

SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.

Gk e

Komputer/Printer/Kertas Print
Recorder

Dokumen Bukti Reviu

BA Catatan Hasil Reviu (CHR)
BA Hasil Ekspose

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Wakiu Output 9
No. Uraian Prosedur Irban Bidang { -
Pengendal Ketua Tim | Anggota Tim ) Program, Evaluasi dan Inspektur Auditi
i Viilayah Seokretaris | Pelaporan dan )
Teknis (PT) KT} {AT}) Keuangan Pemutakhiran
TAHAP PERENCANAAN
1 Inspektur Pembantu (Irban} Bidang/Wilayah melakukan komunikasi PKPT / Perdnlah 60 menit  IDisposisi
dengan Pengendali Teknis (PT) alas fujuan dan ruang lingkup Reviu ( ) < { ) Insidentil Inspekiur penyusunan Tim
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan Penugasan
dalam PKPT Tzhun berjalan dan/atau adanya penugasan insidenlil dari
Inspeklur
2 Pengendall Teknis mengkomunikasikan kepada Kelwa Tim (KT) terkait 1} Risk Register 2 hari Drafl Program
penyusunan drafl Program Kerja Revid Laperan Penyelenggaraan > Reviu Kerja Reviu
Pemerintah Daerah dan mengkomunikas.ika_n kep_»ada !(etua Tim {KT} 7} Dokumen terkal
lerkait pemahaman alur proses area Reviu, idenlifikasi permasalahan Obyek Laporan
yang h.erkaitan deng?n penyusun?n LPPD, peiznyusunap program kerja, Penyelenggaraan
a!oka& SDOM, alokasi wakiu dan biaya operasional Reviu yang Pamerintah Daerah
dibutuhkan yang menjadi
sasaran Reviu
3 KT mempersiapkan draft Konsep Surat Tugas Reviu Laporan | 1) Program Kerja 20 menit Drafl 3PT Reviu
Penyelenggaraan Pemesinlah Daerah dengan menyampaikan Konsep | Reviu LPPD
SPT kepada PT .
2) Dokumen lerkait
Obyek Laporan
3) Alokasi SDM
4) RAB Operasional
Reviu
4) Pakia Inlegritas
Y
T 6) Lembar Kendali
SPT




Pelaksana Mulu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Wakiu Output
No. Uraian Prosedur Irban Bidang ! -
Pengendali Ketua Tim [ Anggota Tim i . Program, Evalussidan | Inspektur Audfiti
g Wilzyah Sekretaris | Pelaporan dan ]
Teknis (PT) {KT) (AT) Keuangan Pemutakhiran
4 PT melakukan evaluasi alas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT ‘>_<> 1) Pragram Kerja 20 menit Drafi SPT Reviu
Reviu
a) Apabila lerdapat korekst, dikembalikan kepada KT unluk ¥ 2) Dokumen lerkait
diperbaikifrevisi sesuai catalan PT Obyek Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
by Apabila lelah sesual, maka PT melakukan paraf serta pada lembar 3} Alokasi SDM
kendali penugasan unluk diteruskan kepada Irban
4} RAB Operasicnal
Reviu
) Pakla Integritas
6) Lernbar Kendall
SPT
5 Irban melakukan avaluast kendali mutu konsap SPT yang disampadkan 1) Konsep SFT, 20 menit  |Koreksi SPT
PT. T > M dan/atau paraf
23 Apabila masih terdapat kelidaksesuaian program kerja Revid, 7} Lembar kendal d°t:‘|:’:j‘:l” ‘e”:(a"
dikembalkan kepada PT unluk direvisi sesuai dengan catatan Irban penugasan; uruk diterusian
selaku Wakil Penanggung Jawab Penugasan
b) Apabita Telah sesuai, diferuskan kepada Sekretariat melalui
SubBagtan Pragram, Pelaperan dan Kevangan .
6 Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi T <+ 1) Konsep SPT; 120 menil  |Koreksi SPT
ladminisirasi atas kecukupan dekumen dalam penerbitan SPT . dan/atau paraf
persetujuan
- — - lembar kendali
a) Apabila masih terdapat kekurangan alau koreksi atas administrasi v 2) Lembar kendali
penerbilan SPT, maka ditembalikan Kepada Irban Terkait unluk penugasan
diperbaiid
bj Apabila felah sesvai diteruskan kepada Sekretaris




No.

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Tim

Pengendali
Teknis (PT)

Ketua Tim
(KT)

Anggota Tim
{AT)

Irban Bidang /
Wilayah

Sekretariat

Sekretaris

Program,
Pelagoran dan
Keuangan

Evaluasi dan
Pemutakhiran

i

Inspektur

Auditi

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Sekretaris mereviu kembali alas kelengkapan admintstrasi penerbitan
SPT serta Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana lercantum dalam
PKPT dan alau disposisi penugasan insidenlil cleh Inspekiur

a) Apabila masih terdapai kelidaksesuaian dan / atau koreksi
administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan
dan Keuangan unluk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan
perbaikan;

b) Apabila lelah sesuai, diterusian kepada Inspeklur untuk direviu dan
renandatanganan SPT

1) Konsep SPT,

?2) Lembarkendali
penugasan

20 menit

Kareksi SPT
dan/alau paraf
persetujuan
lembar kendali

Inspekiur metakukan reviv kendali mutu alas konsep SPT yang lelah
disusun oleh Tim yang dilugaskan.

3} Apabila lerdapal kereksi atas program kerja Reviu dan/atau
substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris unluk
dileruskan ke Irban terkait dengan dilakukan kereksi

) Apabila telah sesuai, maka inspektur mendatangani SPT, dengan
dikembralikan kepada Sekrelaris unluk dilakukan distribusi kepada
Itban/Tim terkatt penugasan dan penalausahazn SPT yang telah terbit

F 3
3

1) Konsep SPT;

2} Lembar kendalt
penugasan

20 menil

Kereksi SPT
dan/atau
penandalanganan
SPT

TAHAP PELAKSANAAN

Itban selaku W?J mengkomunikasikan kepada PT, KT, dan AT unluk
pemahaman bersama atas program kerja Reviu yang akan dilaksanakan
berdasarkan SPT terbit,

1) 8PT;

60 menil

Disposisi.

1)

PT bersama KT dan AT menyiapkan teknis penugasan dan melaporkan
kepada Irban bahwa tim telah siap melaksanakan penudasan.

2) Dekumen terkail
Reviu

30 menil

-|Irban menginstruksikan-kepada PT dan KT uniuk melakukan komunikasi

dengan Audili lerkail pefaksanaan Entry Meeting Revia

SPT

120 menit

Komunikasi fisan.




Pelaksana Mufu Baku
- - Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Cutput
Na. Uraian Prosedur Irban Bidang [ i
Pengendali Ketua Tim | Anggota Tim i . Program, Evatuasidan | [mspektur Audili
A Vilayah Sekretaris | Pelaporan dan
Teknis {PT) (KT) (AT} Keuangan Pemutakhiran
12 Tim melakukan enlry meeling dengan Audili dengan menyampaikan * SPT 1 hari Komunikasi Tim
Wujuan dan ruang iingkup Reviu E > ] bersama Audit
13 Tim Reviu melaksanakan pengujian kesesuaian sisiemalika dan maler 1) SPT disesuaikan  [KKR Selama penode
LPPD serta pengujian kelengkapan dan kesesuaian bukli dukung atas 5) Rancangan dengan jumiah penugasan efeltil
capaian IKK keluaran, IKK fungs! parunjang dan IKK Hasil yang h 4 owal La orgn hari yang
dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR)-untuk setanjulnya Pen eTe:ﬁ araan tercantum dalam|
diserahkan kepada KT Pen:'eﬂmgﬁan PKET
Daerah
3) Bukli Dukung
T LPPD
¥
14 KT melakukan review kerias kerja Reviu yang dilaksanakan oleh AT T 1) SPT Maksimat 3 hari [KKR AT dan/atau [Selama periode
sesuai dengan PKR P > sebelum  |penyusunan penugasan efekl‘rfr
penugasan  |Kertas Kerja Reviu
a)  Apabiia lerdapat ketidaksesuaian KKR dengan PKR, maka 2} Rancangan berakhir  [atas KKR AT yang
dikembalikan kapada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai catalan KT v Awal Laperan {elah
Penyelenggaraan direviufdikoreksi
Pemerintahan KT dan PT
Daerah
by Apabilz telah sesuaimaka KT membuat Kerlas Kerja danfalau J} Bukti Dukung
calatan atas KKR AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan LFPD
Informasi untuk ditangatangani dan diserahkan kepada PT
4) KKR AT
15 T melakukan evaluasi atas KKR AT dan KKE KT ierhadap kecukupan 1) SPT Maksimal 1 hari |Korekst alas KKE
penyajian sesuai Program kerja yang dilzlapkan <> o sebelum  |KT dan KKR AT
penugasan  |dan/ alau
berakhir  |penyusunan GHR

a)  Apabila terdapat ketidaksesuaian KKR dengan PKR, maka

2) Rancangan

dikembaiikan kepada KT unluk dilakwkan perbaikan bersama-sama Awal Laporan
dengan AT Penyelenggaraarn
Pemerintahan
Daerah
¥
b) Apahila felah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama 3] KXRAT
melakukan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) yang dilandatangani IJ" 0 RREXT
oleh PT dan Fimpinan Unit Kerja (Auditi) sebagai perbaikan rancangan 1 |
LPPD Akhir sekaligus melakukan Exit Permit 5) CHR




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Cutput g
No. Uralan Prosedur Irban Bidang { -
Pengendali Ketua Tim | Anggota Tim | wilayah Sekrelaris Pelz :’3::&“ Evaluasi dan Inspekiur Auditi
Teknis (PT) (KT} (AT) Keuangan Pemutakiiran
TAHAP PELAPQRAN
16 Tim Reviu menerima hasil rancangan akhir LPPD serla melakukan r 1) Rancangan Akhir 1 hari Kensep Laporan
verifikasi dan validasi pada sistem SIiLPPD sesuai dengan saran _>| o LFFO Hasil Reviu
perhaikan yang disampaikan di CHR dan menyusun Konsep LHR "
disampaikan ke Irban enluk disupervisi * 1]
a) Apabila lerdapat koreksi, maka dilzkukan perbaikan oleh Tim Audit | T 2) Inputan capaian 1 hari [Verifikasi dan
b) Apabila tidak ada kereksi signifikan, maka konsep LHR disampaikan pada SILPPD \alidasi SiLPPD
kepada Sekelaris melalui Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran
Y
Konsep LHR disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Raviu dengan T / 1) Konsep LHR; 3 hari 1) Berita Acara
Fa.tlwall pfhr!]apara: )Ir.ang gI'SL'I(SL'I‘ﬂ oI:h S:: B:gr_an |Eva'|ua5| dan | 2) Berita Acara 5] Konsep LFR
amutakhiran sekaligus dilakukan koreksi adminislrasi LHR vang telah melalui
ekspose intemal
17 T
a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbatkan oleh Tim Reviu 3} Dokumen teriat
objek reviu
b) Apabila telah sesuai anlara NHR dengan PKR maupun subslansi
lainrya, maka maka kensep LHR disampaikan kepada Sekrelarls
Sehretaris malzkukan reviu kembali konsep LHR yang telah dilakukan /} 1) Konsep LHR 1 nari Konsep LHR reviu
ekspose; yang lelah mefalui Sekretaris
18 \ < ekspose internal ;
a) Apabila masih terdapat ketidaksesuatan dan / alau koreksi, maka 7) Berita Acara
dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemulskhiran unluk Ekspose
diteruskan ke Irban lerkait dengan melakukan perbaikan;
b) Apabila lelah sesuai, diteruskan kepada Inspeklur unluk
penandatanganan konsep LHR, T
Inspekiur sebagai Penanggung Jawab melakwkan reviu kendali mutu Konsep LHR reviu 1 hati LHR vang teah
dan menandatangani konsep LHR LPPE. Apabila terdapal koreksi dan ;/ Sekretaris nitandatangani
19 calatan akan dikembalikan kepada Sekretaris urtuk diteruskan ke Iban \
Terhadap LHR yang telah dilandatangani aleh Inspektur, Sekrelariat LHR yang telah 1 hari Penerbitan
metakukan penatausahaan,penggandaan, pengarsiapan dan disbibusi Q - ditandatangant Laporan Hasil
LHR kepada Auditi dan pihak terkait. h Reviu atas
20 Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah

Daerah




Nomor SOP 20.F/ Ve, . 0%
Tgl Pembuatan | 2 APRIL. 2024
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA
INSPEKTORAT Sygefuloh Hidayat
NIP. 14761221998111001
Nama SOP Reviu Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
DASAR HUKUM: _ KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | 1. Auditorr/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
telah beberapa kali diubah terakhir dengan | 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 daerah;

tentang Perubahan atas Undang-undang | 3. Memiliki kemampuan analisis;
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | 4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-

Daerah; undangan terkait.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nommor 12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

6. Surat Menteri Dalam  Negeri Nomor
700/1329/1J hal Penyampaian Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Tahun 2023;

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

KETERKAITAN: _ _ _ PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print

2. SOP Distribusi LHP/SHP 2. Recorder

3. SOP Pengarsipan 3. Dokumen Bukt Reviu

4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan | 4. BA Notisi Catatan Hasil Reviu (CHR}
Tindak Lanjut. 5. BA Hasil Ekspose

PERINGATAN: . PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
akan terganggu.




FLOWCHART REVIU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pefaksana Mutu Baku
) - Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
No. Uraian Prosedur Irhan Eidang /
] _ Pragram, i Inspektur Auditi
Pengendali ) Anggota Tim Wilayah . Evaluasi dan P
Teknis {PT) Ketua Tim (KT) (AT} Sekretaris | Pelaporan dan Pemutakhiran
Keuangan
TAHAP PERENCANAAN
1 Inspektur Pembaniu (Irban) Bidang/Milayah melakukan komunikasi PKPT / Perintah G0menil  |Disposisi
dengan Pengendali Teknis {PT} alas lujuan dan ruang ingkip Reviu o insidentil Inspekiur penyusunan Tim
Laporan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah yang lelah direncanakan ( ) - { ) Penugasan
dalam PKPT Tahun berjzalan dan/atau adanya penugasan insidenil dar
inspekiur
? Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Kelua Tim (KT} terkail 4 1} Risk Regisler 2 hari Draft Program
penyusuaan draft Program Kegja Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Reviu Herja Reviu
Perlilerilr\tah .Daerlah (RKPD) melipuli pemah?man alur proses area 3) Dokumen ferkail
Reviu, idenlifikasi permasalahan yang berkailan dengan Rancangan Rancangan AKhir
Akhir RKPD, penyusunan program kerja, atokasi SOM dan biaya Rencana Karia
operasional Reviu yang dibutuhkan Pemerintah Daersh
(RKPD] yang
menjadi sasaran
Reviu
T
3 KT mempersiapkan draft Konsep Surat Tugas Reviv Rancangan Akhir 1) Program Kerja 20 menit Dralt SPT Reviu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD) dengan menryampaikan
Kensap SPT kepada PT

h A

Reviu

2) Dokumen terkait
Chyek Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintzh Daerah

3} Aokasi SOM

4) RAB Operasional
Raviu

5} Pakla Integritas

SPT

lﬁ) Lembar Kendali




Pefaksana Mutu Baku
- . Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
No. Uralan Prosedur Irban Bidang ! _
Pengendali [, 0 ro KD Anggota Tim Witayah Sekrstaris Pe!':m:rr::]cllan Evaluasidan | IMspeldur Auditi
Teknis (FT) {ATY KeI:tangan Pemutakhiran
4 PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan aleh KT _‘<> < 1) Program Kerja 20 menit Drafl SPT Reviv
Reviu
a) Apabila lerdapat koreksi, ¢ikembalikan kepada KT unluk ¥ 2) Dokumen terkail
diperbaiki/revisi sesuai catatan PT Obyek Laporan
Penyelenggaraan
Pemerinlah Daerah
b) Apatilz telah sesuat, maka PT malakukan paraf serta pada lembar 3) Alokasi SDM
¥endali penugasan unluk diteruskan kepada Irban
4} RAB Cparasional
Reviu
5) Pakla Inlegrilas
6) Lemnbar Kendali
SPT
§ Irban melakukan evaluasi kendal mutu konsep SPT yang disampaikan /'\ 1) Konsep SPT; 2 menii  |Koreksi SPT
PT \‘ dan/atau paral
a} Apanila masih teriapal ketidaksesuaian program kerja Reviu, l/ 2) Lembar kendali dokumen terkail
dikembalikan kepada PT ualuk direvisi sesuai dengan calatan Irban penugasas; ek diteruskan
selaku Wakil Penanggung Jawab Penugasan T
b) Apabila Telah sesuai, dileruskan kepada Sekretariat mefalui ¥
SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan
[ Subbag Program, Pelapocan dzn Keuangan melakukan evaluasi >4__ 1} Konsep SPT, 120 menil  |Koreksi SPT
acminisirasi alas kecukupan dekumen datam penerbitan SPT danfzlau parat
perselujuan
- - lembar kendall
a) Apabila masih terdapal kekurangan alau koreksi alas administrasi 2} Lembar kendali
nenerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban Terkait untuk pEnugasan
diperbaiki
b) Apabila telah sesuai dileruskan kepada Sekretaris
Y




No,

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Tim

Pengendali
Teknis (PT)

Ketua Tim [KT)

Anggota Tim
{AT)

irban Bidang

Wilayah

Sehretariat

Sekretaris

Pragram,
Pelaporan dan
Keuangan

Evaluasi dan
Pemutakhiran

Inspektur

Audit

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

Sekretaris mereviv kembali alas kelengkapan administasi penerbitan
SPT serta Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana lercanium dalam
PKPT dan alau disposisi penugasan insidentil oleh Inspekiur

a) Apabila masih terdapat kelidaksesuaian dan / atau koreksi
administrasi, maka dikembafikan kepada Subbag Program, Pelaporan
dan Kevangan untuk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan
perbaikan;

b) Apabita telah sesuai, dileruskan kepada Inspektur untuk direvie dan
penandatanganan SPT

T

1) Konsep SPT;

2} Lembar kendali
penugasan

20 manit

Koredsi SPT
dan/atau paraf
persetujuan
lembar kendzli

Inspeklur melakukan reviu kendali mulu alas konsep SPT yang telah
disusun oleh Tim yang ditugaskan.

a} Apabila lerdapal koreksi alas program kerja Reviu dan/atau
substansi lzinnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris unluk
diteruskan ke Irban terkait dengan dilakukan koreksi

b) Apabila telah sesual, maka Inspeldur mendalangani SPT, dengan
dikemnbalikan kepada Sekretaris untuk dilakukan dislribusi kepada
Irban/Tim lerkail penugasan dan penalausahaan SPT yang leiah terbit

1) Konsep SPT;

2) Lembar kendali
penugasan

20 menit

Koreksi SPT
dan/atau
[penandatanganan
SPT

TAHAP PELAXSANAAN

Irban seiakn WPJ mengkamunikasikan kepada PT, KT, dan AT untuk
pemahaman bersama atas program kefja Reviu yang akan dilaksarakan
herdasarkan SPT terbil

A

1} SPT,

PT bersama KT dan AT menyiapkan teknis penugasan dan melaporkan
kepada liban bahwa tim tetah siap melzksanakan penugasan.

2} Dokumen lerkail
Reviu

50 manit

Disposisi.

11

Irban menginstrukstkan kepada PT dan KT unluk melakukan komunikasi
dengan Audié larkait pelaksanaan Eniry Meeling Raviu

SPT

30 menit

Komunikasi lisan.

12

Tim melakukan entry masling dengan Audili dengan menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup Reviu

SPT

120 menil

Komunikasi Tim
bersama Auditi




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waklu Gutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang { .
Pengendall fota Tim (KT) Anggolz Tim | Wilayah ’ Sekretaris Pe::lr::: dan | Evaluasidan hspektur Audl
Teknis {PT) (AT) Pemutakhiran
. Keuangan
13 Tim Reviu melaksanakan pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir 1) SPT disesuaikan  |KKR
RKPO dengan Perda RPJMD/Perda Rencana Pembangunan Dazrah %) Rancangan dengan jumlah
serla pengujtan antar BAB pada rancangan akhir RKPD yang Akhic RKPD hari yang
niluangkan dalam Kertas Xerja Reviu (KKR) unluk selanjutnya lercanlum dalamy
diserahkan kepada KT 3) Dokumen PKP
Perencanaan
—1 Pembangunan
Daerah
T
14 KT melakukan review kerlas kerja Reviu yang dilaksanakan qleh AT T - ¥ 1) 8PT Maksimal 3 hari [KKR AT dan/alau
sesuai dengan PXR > sebelum penyusunan
Bnugasan Kertas Kerja Reviu
a) Apabila terdapal ketigaksesuaian KKR dengan PKR, maka 2) Rancangan berakhir alas KKR AT yang
dikembaiikan kepada AT untuk ditakukan perbaikan sesuai catatan KT [Akhir RKPD lelah
direviu/dikoreksi
b} Apabila telah seswal,maka KT membual Kertas Kerja danfalau 3) Dokumen KT dan PT
calatan atas KKR AT yang lelah sesuai dan memuat kecukupan Perencanaan
informasi unluk ditandatangani dan disarahkan kepada PT Pembangunan
Daerah
4} KKR AT
15 PT melakukan evaluasi alas KKR AT dan KKE KT lethadap kecukupan < v 1) SPT Maksimal 1 hart [Koreksi atas KKE
penyajtan sesuai Program kerja yang ditetapkan > sebelum KT dan KKR AT
v penugasan dan/ alau
berakhir renyusunan CHR
a}  Apabita lerdapat ketidaksesugian KKR dengan PKR, maka 2} RKPD
dikembalikan kepada KT unluk dilakukan perbaikan bersama-sama
dengan AT
b} Apabila lelah sesua, maka PT dan KT bersama-sama 3} KKRAT
melakukan penyusunan Calalar Hasil Reviu {CHR) yang dilandatangani I—V 5 KKE KT
oleh PT dan Pimpinan Unil Kerja (Audili} sebagai penyempurnaan l |
rancangan Akhir RKPD v 5) CHR
TAHAP PELAPORAN
16 Tim Reviu menerima hasil penyempurnaan rancangan akhir RKPD L ——;v 1) RKFD 1 hari Kansep Laparan
sabagai simpulan atas stalus rekomendasi yang diluangkan dalam CHR __’] J I Hasil Raviu
sebagai Konsep LHR yang disupervisi oleh Irban
TT y




Pelaksana Mutu Baku
- Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Walitu Cutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang { -
Peagendall | ronaen| AM990Tim | Witayah | gopetari Pel‘: g | Evaluasidan | Inspektur f o Aud
Teknis (PT) (AT) ekretanis F Pemutakhiran
Keuangan
Konsep LHR disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Reviu dengan T 1) Konsep LHR; 1 hari 1} Berita Acara
jadwal pemaparan yang disusun ofeh Sub Bagian Evaluasi dan 2) Barita Acata Ekspose
Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi administrasi LHR 2) Konsep LHR
2) Apabila lerdapat koraksi, maka dilakukan perbaikan oieh Tim Revit 3 Cokumen lerkail yang lelan mefalvi
17 T abjek reviu eispose inlernal
[b) Apabila lelah sesvai antara NHR dengan PKR maupua subslansi
[ainnya, maka maka konsep LHR disampaikan kepada Sekrelaris 7
Sekretaris melakukan reviu kembali konsep LHR yang lelah dilakukan 1) Konsep LHR 1 hari Konsep LHR reviy
ehspose; vang telah melalui Sekretaris
18 \ ekspose internal ;
a) Apabila masih lerdapat ketidaksesuaian dan / alau koreksi, maka 2} Berila Acara
dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran untuk Ekspose
diteriiskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan; Y
b) Apabila telah sesuai, dileruskan kepada Inspekur untuk
penandatanganan konsep LHR. T
Inspeidur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mulu lonsep LHR reviu 1 hari LHR yang telah
dan menandalangani konsep LHR Rencana Kerfa Pemerintzh Daerah. > / \ Sekretaris dilandalangani
19 Apabila lerdapal koreksi dan calalan 2kan dikembalikan kepada \ yd
Sekrelaris untuk diteruskan ke Ihan
Terhadap LHR yang leiah ditandatangani oleh Inspeklur, Sekretariat LHR yang lelah 1 hari LHR yang telah
melakukan penalausahaan,penggandaan, pengarsiapan dan distribusi ( } < dilandatangani dilengkapi dengan
20 LHR kepata Auditi dan pihak terkail. " Nomor dan
Tanggal

Penesbitan LHR
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PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP

20.8 / HEK.00.03%

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

2 APRIL 2024;

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibhukota Jakarta,

Sy3gfuloh Hilayat

Nama SOP

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; :

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistern Pengendalian
Intern Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Reviu Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akmal;

7. Peraturan Gubemur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.

8. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60
Tahun 2023 Tentang Peta Froses Bisnis
Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

1.

2.

3.
4.

S.

Auditor /PPUPD/Pegawal yang memahami alur
proses pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
daerah;

Merniliki kemampuan analisis;

Memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Kebijakan Akuntansi;
Memahami  ketentuan
undangan terkait.

peraturan  perundang-

dan Tindak Lanjut.

BA Rekonsiliasi Hasil Reviu

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. SOP Distribusi LHP/SHP 2. Recorder
3. 30P Pengarsipan 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan | 4. Dokumen Bukti Reviu
5.
6.

Catatan Hasil Reviu (CHR)

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP /SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan
berikutnya akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART REVIU LAPGRAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH {LKPD}

Palaksana Mutu Baku
Kat
Tim Sokratariat Kefengkapan Waktu Qutput
Na. Uraian Prosedur Irban Bidang/ -
' Ketua Tim [Anggota Tim|  wiayah ) Program, | o aiuasidan | Inspektur Auditii
Pengendali Tekals {PT) T e Y Sekretaris | Pelaporan dan Pemutakhiran
T} (AT) Keuangan
TAHAP PERENCANAAN
1 Inspekiur Pembaniu (Irban) Bidang/Milayah melakukan komunikasi PKPT / Perintah 60 menit  |Disposisl
dengan Pengendall Teknis (PT) atas tujuan dan ruang lingkup Reviu oW [ ( ) insidendl Inspekiur psnyusunan Tim
Ketrangan yang lelah direncanakan dalam PKPT Tahur berjalan 5\ I Penugasan
dan/alau adanya penugasan insidentil dari lnspekiur
2 Pengendali Teknis mengkomunikasikan epada Ketua Tim (KT) terkait 1} Risk Regisler 2 hari Drafl Program
draff Program Kerja Reviu (PKR) atas aspek keuangan tetlentu melipuli o Reviu Kerja Reviu
pemahaman alur proses area Reviu, idenlifkasi rsiko, rencana 3} Dokumen ericall
pengujlian efaktivita's pengenda_l?an kunci. penyusynan pragram kerja, Obyek Keuangan
akokasi SDM dan biaya operasional Reviu yang dibutuhkan lerientu yang
menjadi sasaran
Reviu
3 KT mempersiapkan draft Kensep Surai Tugas Reviu {SFT) Laporan) — 1} Program Kerja 20 menil Draft SPT Reviu
Keuangan Pemerinlan Daerah dengan menyamgpaikan Konsep SPT] I__/_—| Reviu keuangan aspek
kepada PT 4 lerlenlu
2} Dokumen terkail
Obyek Keuangan

3} Alokasi S0M

4} RAB Operasionat
Reviu

5) Pakta Integritas

E) Lembar Kendali
SPT




Pelaksana Mutu Baku
y " Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang/ -
. . Ketua Tim | Anggota Tim|  wiiayan . Program, | e iuasigan | Inspektur Auditi
Pengendali Teknis (PT) KT A Sekretaris | Pelaporan dan Pemutakhiran
(K7 {AT) Keuangan
4 PT malakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT 1) Program Kerja 20 menil Drafl SPT Reviu
\T\ Reviu lapofan keuangan
al Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuld < < 2) Dokumen lerkait pemeintah dastah
diperaikirevisi sesuai calatan PT Cbyek Keuangan
i lertenlu
b) Apabita lelah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada lembar] 3} Alokasi SDM
kendaii penugasan unfuk diteruskan kepada Itban T
4} RAB Operasional
Reviu
9) Pakla Integrilas
6) Lembar Kendali
5PT
3 Itban melakukan evaluasi kendali mulu konsep SPT yang disampaikan \ 1) Konsep SPT 20menit  |Koreksi SPT
PT o+ [dan/alau paraf
- : - - - \/ dokumen lerkail
a) Apabifa masih terdapat kalidaksesuaian program kefda Reviy, Y 2) Lembar kendali '
dikembalikan kepada PT unluk direvisi sesuai dengan calalan Irbany penugasan; untuk. dileruskan
selaku Wakil Penanggung Jawsb Penugasan
b} Apaviia Telsh sesual, diteruskan kepada Sekretarial melalui
SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan _
§ Subbag Program Pelaporan dan Keuangan (PPK) melakukan evaluasi \ T 1) Konsep SPT, 120 menit  |Koreksi SPT
administrasi atas kecukupan dokumen dalam penaerbitan SPT Y \ danfalau paraf
A perseluiian
[ li
a) Apabila masib lerdepal kekurangan atau koreksi atas adminisirasi 2} Lembar kendaii ombar kendeli
penerbitan SPT, maka dikembaiikan Kepada Itban Terkail unhik penugasan
diperbaiki
b) Apabila tetah sesuai diteruskan kepada Sekretaris
7 Sekretars mereviu kembali alas kelengkapan adminisirasi penerbitan / T 1} Konsep SPT; 0 menit  [Koreksi SPT
SPT serfa Tujuan dar nuang fingkup sebagaimana ‘ercanium dalam Y nanfatau paral
PXPT dan atau disposisi penugasan insident] oleh Inspektur persetujvan
lembar kendali
a) Apabila masih terdapal kefidaksesuaian dan / alau %oreksi 2 Lembar kendali
administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaparan penugasan
dan Keuangan uniuk dileruskan ke Irban ferkait dengan melakukan
nerbaikan;
D} Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspekiur untuk direviu dan T
penandatanganan SFT




Pelaksana Mutu Baku
- 8 Keterangan
Tim Sekretariat Kalengkapan Wakdu Ouiput
No. Uraian Prosedur Irban Bidangf
; : Program, ; tnspekt Auditil
R . ua . E pektur udi
Pengendail Teknis (PT) KetKTTlm Angg:‘t: Timi  wilayah Sekretaris | Pelaporan dan P:{:I:t::'h?:;
(KT} {AT} Keuangan
3 Inspekiur melakukan reviu kendak mulu atas kansep SPT yang lelah 1) Konsep SPT; 20 menit  Koreksi SPT
disusun oleh Tim yang ditugaskan. dan/atau
a) Apabila terdapal koreksi alas program kerja Reviu dan/alau 2} Lembar kendali penandatanganan
subslansi lainnya, maka dikembalkan kepada Sekrelaris untuk v penugasan SPT
dileruskan ke Irban lerkail dengan dilakukan koreksi
b)  Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendatangani SPT, dengany
nikembalikan kepada Sekretaris unltuk dilakukan dislibust kepada
Irban/Tim lerkait penugasan dan penalausahaan SPT yang lelab lerbil
TAHAP PELAKSANAAN
9 Icban selaku WPJ mengkomunkasikan kepada PT dan KT unfuld P 1) SPT, 60 menit  [Disposisi,
melakukan komuntkast kepada Anggola Tim dengan pemahaman 2) Dokumen terkail
foersama alas bisnis proses, area risiko sera program kerja Reviu yang| Reviu
akan dilaksanakan berdasarkan SPT tesbit.
10 PT melaporkan kepada Irban, hahwa im felah siap melaksanakan SPT 30menit  |Komunikas! lisan.
renugasan, yang selanjuinya irban menginsirukskan kepada PT dan K] »
melakukan komunikasi dengan Reviui untuk pefaksanaan Entry Meeting
" Tim melakukan entry meeling dengan Reviui dengan menyampaikan| ] SPT 120 menit  [Komunikasi Tim
tujuan dan rvang lingkup Reviu » | | bersama Reviui
12 Tim Reviu melaksanakan pengumputan, pengujian, dan menganallsis| 1) SPT disesuaikan [KKR
bukli Reviu untuk menyusun hasil Reviu dan usulan rekomendasi yang| 3 2} Dokumen terkai] dengan jumfah
dituangkan dalam Kertas Kerja Revin (KKR) untuk selanjulnya o | |Reviu Laporan hari yang
diserahian kepada KT untuk dilakukan reviu Kew:angan lercantum
” dalam PKPT
13 KT melakukan reviy alas signifikansi kesesuaian pelaksanaan kegiatar 1 1) SPT KKR yang telah
Reviu sesuai program keda Reviu yang dilelspkan dan kemungkinan| ¥ /\ v 2) Dokumen lerkait diraviu/dikoreksi
pengembangan atas bukk awal Reviv yang dilaksanakan oleh A /4 Reviu Laporan KT dan PT
‘dengan langkah %erja lambahan yang dikomurikasikan bersama KT dan| A Keuvangan
PT 3 KKR

El] Apabila lerdapat ketdaksesuaian KKR dengan PKR, maka
dikembalikan kepada AT uniuk dilakukan perbaikan sesuai catatan KT

h)  Apabila lelah sasuai,maka KT membuat Kedas ieria danfatau
calalan atas KKR AT yang telah sesuai dan memual kecukupan
informast unluk dilandatangani dan diserahkan kepada PT




Pelaksana Mutu Baku
N " Keterangan
Tim Sekretarial Kelengkapan Waktu Output
No. Uraian Prosedur Irban Bidang/
: ; Program, ; Inspekt Auditii
Ti nggota T i nspektur uditi
Pengendali Teknis {FT) Ken:.r m A ggAT M1 Wilayah Sekretarls | Pelaporan dan lf:r:luut:ilh?:n
(KT) (AT Keuangan
14 PT melakukan raviu atas KKR AT dan reviu KT lerhadap kecukupan| T 1} SPT disesuaikan  [Koreksi alas KKR
penyafian sesuai Pregram kena yang dilelapkan 2} KKR dangan jumlah {dan/ alau Konsap
a) Apabila lerdapat ketidaksasuaian KKR dengan PXR, maka " 3} Dokumen terkaill  hari yang  (BA Pembahasan
dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perpzikan bersama-sama Reviu Laporan tercanium - Hasi Reviu
Keuangan dalam PKPT
dengan AT *|
1) NHR dan Konsep
b)  Apabila telah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama melakukan BA Pembzhasan
penyusunan Naskah Hasil Reviu (NHR) dan dibahas bersama Pimpinan Hasil Reviu
Unit Kerja (Reviui) sesuai jadwal pembahasan uniuk mendapatkan
masukan dan konfirmasi awal lemuan, sekaligus menyusun konsep
Berila Acara Pembahasan Hasil Reviu
TAHAP PELAPORAN
15 Tim Reviu meneima BA Pembahasan Hasil Reviu yang telal v BA Pembahasan 2 har iKonsep LHR lefah
dilandatangani Pimpinan  Unil Keda dan Para Pembahas, dan| Hasll Raviu direviu PT
melakukan pembakasan inlernal balk maled temuan maupun hal-hal
yang menyangkut penyelesaiannya.
KT dan PT menyusun konsep LHR ry ¥
16 Irban selaku WrPJ melakukan evaluasi atas Konsep LHR yang telah T v Konsep LHR telah 1 hari Kensep LHR telah
disusun oleh KT dan PT direviu PT direviu Irban
a) Apabila terdapat koreksi, cikembaliken kepada Tim Reviu uniud
Idiperbaikin’revisi sesuai catalan Irban
!h) Apabila lelah sesuai, maka konsep LHR dimaksud dilanjutkan uniuk r
dibahas dalam forum skspose T
17 Konsep LHR disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Reviu dangan b4 1) Kansep LHR,; 1 hart 1} Berila Acara
jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan / 7) Berta Acara Ekspose
Pemulakhiran sekafigus dilakukan koreks! adminislrasi T 1 Hasil Korfirnasi 2} Konsep LHR
- yang telsh melalui
2) Apabiia lerdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan cleh Tim Reviu Y 3) Dokumen terkait) ekspose internal
objek meviu
b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka kansep LHR disampaikan
kepada Sekrelaris
18 Sekretaris melakukan reviu kembaii konsep LHR yang telah ditakukan 1} Kensep LHR 1 hari Konsep LHR reviy
ekspose; ’ T ¥ vang telah melalui Sekretaris
/ > ekspose internat ;
a} Apahila masih terdapal ketidaksesuaian dan / alau koreksi, maka \ 2) Berila Acara
dikembaiikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran untuk Ekspose
dileruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan; ¥
b) Apabila telah sesual, diteruskan kepada faspektur untuk
penandalanganan konsep LHR -




Pelaksana Mulu Baku
- - Kslerangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang! .
Pengendail Teknis (PT) KetuaTim | AnggotaTim | ilayah Sekretaris Pel:?c?rr:;n :;an Evaluasidan | INsPekldr Al
(KT} (AT) Keuangan Pemutakhiran
nspekiur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mutu Konsep LHR reviu 1 hani LHR yang telah
dan menandalangani konsep LHR Laparan Keuangan, Apabila terdapat » Sekrelaris ditandatargani
19 koreksi dar catalan akan dikembalikan kepada Seksetaris unfuk ’\
dileruskan ke Irban
Tarhadap LHR yang telah ditandatangani cleh Inspeltiur, Sekratariat v LHR yang felah 1 hari Penerhitan
melakukan penalausahaan,penggandaan, pengarsiapan dan distribusi @ < ditandatangani Laporan Hasil
LHR kepada Auditi dan pihak lerkail. Reviu Laporan
20 Keuangan
Pemerinah

Dagrah




Nomor SOP 20. 3/ HK.0D- 03
Tgl. Pembuatan | 2 APRW. 2024
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Qleh Inspektur Provinst
Daerah Khusus [bukota Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
NIP. 16761221992111001
Nama SOP Reviu Manajemen Risiko
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses
tentang Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko;
Pemerintah; 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan daerah;
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang | 3. Memiliki kemampuan analisis;
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem | 4. Mampu memahami keientuan peraturan perundang-
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi undangan terkait.
Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah;
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122
Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen
Risiko;
4. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153
Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen
Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Keputusan Inspektar Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ihukota Jakarta.
KETERKAITAN: _ PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. SOP Distribusi LHP/SHP 2. Recorder
3. SOP Pengarsipan 3. Dokumen Bukti Penjaminan Kualitas
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan 4. BA Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas
Tindak Lanjut. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5. BA Hasil Ekspose
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
altan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART REVIU MANAJEMEN RISIKO

Pelahsana

Mutu Baky

Tim

Uraian Prosedur

fangendalt
Teknls (PT}

Ketuea Tim (KT)

Anggota Tim
AT)

Sekretanat

Irban Bldang/

Wilayah Sekretaris

Program,
Pelaparan dan
Keuangan

Evaluasi dan
Poamutakhiran

Inepaktur

Auditl

Kelengkapan

Waktu

Output

Kelerangan

TAHAP PERENCANAAN

Inspektur dan Inspakiur Pemb {Irban} Bidang melakukan komunikasi dengan Pengendaii
Teknis (PT} alasTujran dan ruang ngkup Reviu Menajemsn Riske yang telah direncanakan dakamy

PKPT Tahun beralan

-,

)

FKPT

120 menil

Disposisi penyusunan Tim

~

Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim {KT) terkait konsep Program Kerja
Reviu Manajemsn Rislko melipuli pemahaman alur prosas,wakty penugasan,ruang ingkup,
afokasi SDM, alokas waklu dan biaya operasional yang dibutuhkan.

Ruang Lingkup:

Menilai k kesesuaian pelak dan output seluruh Proses Manajemen Risika dengan
katentuan yang berlaku mutai dan Kemunikasi Konsuliasi, Penelzpan Xonleks, Penilaian Risika,
Penanganan Risika serlz Pemanlavan

[Alokasi SDM:

Penatapan anggota dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas Peranghat Daerzh, serla
|renguasaan alas prosas bisnis Perangkal Daerah mulai dari perencanaan samgai dengan
perianggungjawaban.

1} Dokumen UPR dan UKI

7} Dokumen Penelapan Konleks
3} Cokumen Penilatan Risiko

4} Cokumen Penanganan Risika
5) Dokumen Pemanlavan

2 hari

X onsep Program Kerja Raviu
Manzjemen Risko

©

Ketua Trm mempersiapkan Keonsep Surat Tugas Reviu Manajemen Risiko dengan menyampaikan|
Konsep SPT kepada PT

J0 menil

[Konsap SPT Reviu Mznajemen
Risika

S

PT mefakukan evaluasi alas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT

a Apahila lerdapal koreksi, dikambalikan kepada KT untuk diperbaikifrevis sesuai catatan PT

b Apabila telah sesuai, maka PT malakukan paral seria pada lember kendai penugasan untuk
dilaruskan kepada Irban

20 manil

Konsep SPT Reviu Manajemen
Risika

&

-

b. Apabila Telah sesus, dileruskan kepada Sekretardat melaki Sub Bajan Preqram, Pelapomn

Irban melakukan evaluasi kendali mutu konsep SPT yang disampaikan PT.

a, Apabila masih terdapat kelidaksasuaian program keda Reviu Monajemen Risika, dikembalikan
kepada PT untuk direvigl sasuai dengan calalan Ithan selaku Wakil Pananggung Jawab
Panugasan

1} Kansep SPT;
2} Lembar Kendai penugasan

20 menit

Koreks SPT danfatau paraf
dakumen lerkait untuk diteniskan

Subbeg Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaliasi administrasi atas kecukupan
dokuman daiam panerbilan SPT

a. Apabila masih terdapat kekurangan atau oreksi atas administasi penerbilan SPT, makal
Jikembalikan Kepada kban Terkait untuk diperbaiki

b. Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekrelaris

1} Konsep SPT;
2) Lembar Kendai penugasan

120 menit

Koreksi SPT danfatay paraf
hijuan lembar kendaii




No,

Pelakaana

Mutu Bahu

Tim

Uraian Prosedur

Pengendall
Teknis (PT)

Ketua Tim (KT}

Anggota TIm
(AT)

Irban Bidang{
Wikayah

Sekretaviat

Sekretaris

Program,
Pelaporan dan
Keuangan
-

Evaluasi dan
Pemutakhiran

Inspeldur

Audlti

Kelengkapan Wakiu

Quiput

Kelerangan

Sekretards mereviu kembali atas kelengkapzan adminisirasi penarbilan SPT serta Tujuan dan ruang
fnghup sehagaimana ferantvm dalam PKPT dan alau disposisi penugasan insidentl oleh
Inspektur

a. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / alau koreksi administrasi, maka dikembalkan|
kepada Subbag Program, Pelas dan tnhik dileruskan ke Irban lerkail dengan
melakukan perbaken

b. Apzbila telah s2suai, diteruskan kepada mspakiur untuk direviu dan penandalanganan SPT

]

1) Konsep SPT; 20 menit
2) Lembar Kendali penugasan

K areksi SPT dan/alau garal

{persetujuan lembar kendai

@

Inspektur melakukan reviu endali mutu alas kansep SPT yang lelah disusun oleh Tim yang
ditugaskan.

a. Apabila terdapal koreksi alas program kerja Reviv Manajemen Risiko dan/atau substans lainnya,
maka dikembalikan kepada Sekretads untuk dileruskan ke Irban terkat dengan dilakukan koreksi

b. Apabila lelah sesuai, maka Inspekiur mandatangani SPT, dengen dikembalikan kepada

krelans unluk dilak Jistribusi kepada Iban/Tim terkail penugasan dan penatausahasn SPT|
yang lelah terbil

. 2) Lembar Kendali penugasan

1} Konsep SPT; 20 menil

Koreksi SPT danfatau
penandatanganan SPT

TAHAP PELAKSANAAN

=3

Irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk melakukan komunikasi kepadal
[Anggeta Tim dengan pemahaman bersama alas pemahaman alur proses,waklu parugasan,niang
Engkup yaitu kesesuaian peisksanzan dan output ssiuvuh Proses Manzjemen Risiko dengan]

ketentuan yang berlaku mulsi dani Komunikasi Konsuitasi, Psnetzpan Konteks, Penilaian Risike;

Penang; Risiko sarla Pr lauan

1) SPT, 1 hari
2) Dokumen lerkail Reviu Manzjemen Risiko

Dhspasisi.

PT bersama KT dan AT menyiapkan leknig penugasan dan melaperkan kepada Irban, bahwa lim|
Ielah sizp melaksanakan penugasan, yang selanjulnya ihan manginstruksiken kepada PT dan KT|
melakukan kamunikasi dengan Pt Xat Caerah unhik pelak Entry Meeting

SPT 30 menit

Komunikasi Fsan

irhan menginstruksikan kepada PT dan KT univk melakukan komunikasi dengan Audif terkal
pelaksanaan Entry Mesling Reviu

Tim melakukan enlry mesting dengan Perangkat Dasrah dengan menyampaikan hjuan dan nsang
Engkup Reviz Manajemen Risika

¥

SPT 1 hari

Komunikasi Tim bersama OPD




No. Peiaksana Muty Baku
Tim Sehretariat Kelengkapan Waldu Cutput K ¥
Uiaian Prosadur ' trban Bldang Program, inspektur | Audi
$:;‘:|:"(‘:5T"} Kelua Tim {K7) A"g?“\’; Tim | Wilayah | Sekratarls | Pelaporan dan :::I'L‘l‘;i'h‘ffa“n 4
Keuangan
12 {Tim Penjamin Kualitas melaksanakan pengumpulan dan pengufiae hukli pendukung p p 2 SPT disesuaikan  [Kedas Kerja Reviu Manzjemen
Manajamen Risiko pade Perangkal Daeran dengan juriah [Risiko Anggola (KKP-AT)
hari yang
o eanium dal
. Langicah raviu untuk Taiiapan Komunicasi dan Konsulasi adaian sehagai berikut Kertas Kefa Reviu Manajemen Risike Anggola | "‘"I',“;ET“ ““"IKertas Kerja Reviu Manzjemen
- Dapatkan dokumen Unit Pemilk Risiko (UPR) Perangkat Daerah, dokumen yang [KKP-AT) Risiko Anggola (KKP-AT)
menggambarkan pemahiaman pegawai alas budaya sadar risiko dan dokumen hasil rapal muiail
|dan pembahasan tingkat Manajer Risiko, Xoordinator Risike dan Pemlik Rigko;
- Lakukan validas dengan menguji pelsksanaan langkah kefda pada Tahapan Komunikasé dan
Konsulias, k subskansi pengujian yang dilekukan, dan langkan dalam Ki
b. Langkah reviu untuk Tahapan Penatapan Kentsks adalah, sshagai berikut Kertas Kerja Reviu Manajemen Risko Anggola Karlas Kerja Reviu Manajemen
- Dapatkan dokumen perencanaan inerja perangkal daerah {Renjw/Renstra) dan formui (KKP-AT} Risike: Anggela (KKP-AT)
penctapan konteks;
- Lakkan validasi dengan menguji pelaksanaan ‘angkah kerja pada Tahapan Penelapan Konleks,
& substansi pengujian yang dilakukan, dan fangkan dalam KK
c. Langkah revits untuk Tahapan Peniisian Risiko adaleh sebagai berikut: »> Kerlas Kerja Reviu Mansjemen Risko Anggola Kertas Kerja Reviu Managjernan
- Dapathan dokuman kertas kerja penentuan fisiko mulai dari manentukan identiikasi siko, anabsis] » (KKP-AT) Risiko Anggota {KKF-AT)
risiko dan avaluas risiko dan dokumen rapat pembahasan i2hapan penilaian rsika;
- Lakukan vafidasi dengan menguji pelaksanaan langkah kefja pada Tahapan Komunikasi dan
Konzuflasi, k substansi pengujian yang dilzkukan, dan iangkan dalam KK
c. Langkah reviv untuk Tahapan Penanganan Risiko adalah sebagai berikut [Xearlas Kerja Reviu Manajemen Risiko Anggota Kertas Kefja Revis Mangiemen
- Dapatkan dokumen kerlas karja penyusunan Rencana Pengendaiian/Ry Aksi yang (KKP-AT) Risiko Anggota [KKF-AT)
uraian aktivitas, culpul yang dicapst, wakly pelaksanaan dan penanggungjawab pelaksanaan;
- Lakukan vaidasi dengan mengojt pelaksanaan langkah kerja pada Tahapan Komunikasi dan
K onsultasi, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan trangkan daiam KK
d. Langkah reviu untuk Tahapan Pementauan adalair sebagei herkut: Keras Kefjz Reviu Manajemen Risiko Anggota Kerlas Keqa Reviu Manajemen
- Dapatian dob pamanl atas pelak 1 p risiko yang dilakukan perangkatt (KKP-AT) Risika Anggata (KKP-AT)
ldaerah;
- Lakukan validasi dengan menguji pelzksanaan langkah Keta pada Tahapan Komunikasi danl
Konsuitasi, ! k sul i pengujian yang dilakukan, dan tiangkan dalam XK
13 [KT melakukan reviu X ian pelak reviy A Risika sesuai program kerja yang 1) SPT Maksimal 3 hafi |Kertas Kerja Reviu Manajemen - [Seiama periode
telah diletapkan T 2) Dokumen terkasl Reviu Manzjemen Risiko sebelum  |Risika (KKP-AT) yang telzh direviu [penugasan efeltl|
a. Apahila lerdapal kelidaksesuaian KK dengan Program Xeda Reviu Manajemen Risiko {SPIP}, e i 3) Kertas Kesja Reviu Manajemen Risiko (KKP-AT)| penugasan  [oleh KT
maka dikembaikan kepada AT untuk dilakukan pecbaikan sesuai catalan KT berakhir
b. Apahila telah sesuaimaka KT membuat Kertas Kerja danfatau calatan atas KK AT yang telsh
sesuai yang memiral memuat kecukupar: informasi untuk ditandatangani dan diserahkan kepadal T
PT




No.

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mty Baku

Tim

Pangendzlt
Teknls (PT)

Kelua Tim (KT}

Anggota Tin
(AT}

Irban Bidzng /
Wikayah

Sekredariat

Sekretaris

Pragram,
Pelaporan dan
Keuangan

Evaluasi dan
Pemutakhiran

Inspekiur

Auditi

Kelengkapan

Waktu

Output

PT melakukan reviu lerhadap KK AT yang lelah direviu oleh KT untuk mefinal kesssuian substansi
alas penerapan manajemen risiko yang dilakukan perangkat daerah dan ruang lingkup penugasan|
yang telah diletapkan

. Apahila lelsh sesual, maka PT dan KT sama melakukan peny konsep Laporan|
Hasil Rewiu Manajemen Risiko lermasuk merumuskan rekomendasi perbaikan, dan rencana aksk
untuk menindaklanjutinyz

b. Apabila terdapat ketidaksesugian KK dengan Program Keja Reviu Manajemen Risiko, maka

dikembalikan kepada XT untuk dilakukan perbaik ma dengan AT

1) SFT

(KP-AT) yang talah df revit oleh KT

2] Dakumen lerkail Reviu Manajeman Risika
3] Kerlas Kerja Reviu Mangiemen Risiko Anggeta

sebelum
penugasan
Ebarakhir

Maksimal 1 hari |Kerlas Kerja Reviu Manajemen

Risika [KKP-AT)yang telah di reviu
oleh KT dan PT

Konsep Laporan Hasil Reviu
Manajemen Risiko

TAHAP PELAPORAN

Tim Reviu melakukan penyampaian hasil Reviu Manajemen Risiko kepada perangkat daerah untuk
dijadikan bahan perbaikan drak Laporan Hasit Reviu Manajsmen Risika dan dituangkan dalam
Berila Acara Hasil Pembahasan, dan menyusun Kensap LHR disampaikan ke Irban unfuk
disupervisi

a) Apabila tardapat koreksi, maka dilakukan perbaikan ot Tim Audit

b} Apabila lidzk ada koreksi signifikan, meka konsep LHR disampaikan kepada Sekrelaris melahi
Subbag Evaluasi dan Pemulakhirn

Mangjemen Risika

Berita Acara Hasil Pembahasan hasil Reviu

Maksimal 1 hari
sebelum
penugasan
berakhir

Draft Finat Laporan Reviu
Manajeman Risko

[k ensep Laporan Hasil Reviv Mangjemen Risiko disampakan daiam forum ekspose dengan jadwal
pamaparan yany disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaigus koreksi

{Admumnisirasi

a) Apahifa terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oleh Tim Penjaminan Kuaftas

b} pabila telzh sesuai antara konsep Laporan Hasii Raviu Manajemen Risika dengan Pragram
Kerja mavpun substansi lainnya, maka kepada dilanjutkan kepada thspektur untuk dilakukan
pendalanganan .

N

1) Konsep LHR;

1 haii

2) Berila Acara Hasil Konfirmasi

3} Dokumen terkait objek reviu

1) Berila Acara Ekspose
2) Konsep LHR yang lalah melakii
skspose intemal

Sekretaris melakukan reviu kembali kensep LER yang lelsh dilakukan ehspose;

a) Apahila mach lerdspal kelidaksesuaian dan / aiau koreksi, maka dikembakkan kepada Subbag
Evaluasi dan Pemulakhiran untuk ditenuskan ke Irbar terkait dengan metzkukan perbakan;

b} Apabila telah sasuai, diteruskan kepada nspektur untuk panandalanganan kansep LHR.

1) Konsep LHR yang lelah melalui ekspose

1 hari

Konsep LHR reviu Sekretaris

2) Berita Acara Ekspase

Inspekhis sabagai Penanggung Jawak melakuan reviu kendak mutu dan menandatangani kensep
SR Manajemen Risiko. Apabila terdapat kereksi dan catatan akan dikembalikan kepada Sekretaris|
untuk diteruskan ke Irban

N
\Y%

Konsep LHR reviu Sekretaris

1 hari

LHR yang teleh ditandatangani

Tarhadap LHR yang telals dilandatasgani oleh Inspektur, Sekratarial melakukan

Lokt

per haan,penggandaarn, p dan i LHR kepada Auditi dan pihak terkait.

A

LHR yang telzh dilandatangani

1 han

Penerbitan Laporan Reviu
Manajemen Risiko yang talsh

it




PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20.l0/RE.00 .02
Tgl. Pernbuatan 2 ATRL 2024
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

NIP. 197¢1221998111001

Nama SOP Reviu Tata Kelola

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAST PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomeoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistemm Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun |

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Paerah,;

Keputusan Inspektur Nomor 33 Tahun 2022
tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Reviu
dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun
2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses

reviu tata kelola;

2. Mengetahui prosedur
daerah;

3. Memiliki kemampuan analisis;

administrasi

pemerintahan

4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

2.
3.
4

SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP
SOP Distribusi LHP/SHP

SOP Pengarsipan

SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan

Komputer/Printer/Kertas Print
Recorder

Dokumen Bukti Reviu

BA Notisi Catatan Hasil Reviu (CHR)
BA Hasil Ekspose

AL

PERINGATAN: -

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
akan terganggu.

Disimpan sehagai data elektronik dan manual.




REVIU TATA KELOLA

Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat
Uraian Prosgdur Iryan Bldang/ . Keterangan
Pengendalt Teknls . Anggota Tim | Wilayah i Progiam, | pyqtyag an |  Inspektur Audi Kelenghapan Wakiu Output
Ketua Tim {KT) ¥ Sekretaris | Pelaporandan | - o
Fm (AT} Keuangan ran
TAHMAP PERENCANAAN
Inspektur Pembaniu (Irban) Bidang/Molafab melakukan komunikasi PKPT / Perinlah 60 menit  |Disposisi
dengan Pengendali Teknis (PT} atas (ujuan dan mang lingkup Reviu Tata) insidentil Inspekiur penyusunan Tim
Keicla yang lelah direncanakan dalam PKPT Tahun berjalan/ penugasan| { Yt ( ) Penugasan
linsidentil dari Inspektur/ penugasan mandalcit dari Pemerintah Pusat] —
{indikator Monitaring for Pravention (MCP) KPK
Pengendaii Teknis mengkomunikasikan kepada Kelua Tim (KT) terkail 1) Risk Register Audii 2 hari Dralt Program Berdasarian Area Inlervensi Pengawasan
penyusunan draf Program Kerja Reviu Talz Kelola melipuli pemahaman 4 dan/alau Indikalor Kerja Reviu APIP pada MCP KPK Tahun 2023, pada
alur proses area Reviu, idenlifikasi risiko, penyusunan program kerja, akokasi pada Area Intervensi indikator Reviu dalam rangka pencegahan
SDM, alokasi wakiu dan anggaran pefeksanaan reviv yang dibwiahkan Manitoring for korups!, terdapat sub-indikator Reviu: Tata
Prevention (MCP}KPK Kelola yang mefipuli:
mengenai Reviu Tata - Reviu Tala Kelofa Pengadaan BaranglJasa
Kefola tahun terkait; (PBY);
- Reviu Tata Kelofa Perizinan dan Non
Perizinan;
- Reviu Managmen ASN;
- Reviu Tata Kelota Barang Milik Caerah
2) Peraturan lerkait (BMD); dan
(Cbyek yang menjadi - Reviu Tala Kelota Pajak Daerah
{sasaran Revii;
3) Dokumen lerkait
{leinnya afas Cbyek
fyang menjadi sasaran
Reviu,
KT mempersiapkan draft Konsep Suerat Tugas Reviu Tata Kelola dengan |—":] 1) Program Kerja 30menit  |Draft SPT Reviu
menyampaikan Kensep SPT kepada PT l___“ Reviy; Tata Kelota
2) Dokumen ferkait
Cbyek yang menjadi
sasaran Reviu.
3) Alokasi SDM,
4) RAB Operasional
Reviu;
5} Pakta Integrilas;
6) Lembar Kendaii
5PT




Pelaksana Muty Baku
Tim Sekrelariat
No. Uraian Prosedur Irban Bidang/ . Keterangan
Pengendali Teknis . Anggota Tim Wilayah ) Frogram, Evalvasi dan | Inspekiur Auditi Kelengkapan Wakiu Qutput
PT Ketua Tim (KT) AT ¥ Sekretaris | Pelaporandan | 0o
(PT) (AT) Keuangan
4 PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan cleh KT 1) Pragram Keqa 2¢menit  |Draft SPT Reviv
T Reviu; Talz Kelola
3) Apabila lerdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaikifrevis| | 2) Dakumnen terkail
sesuzi catalan PT —>< <+ Chyek yang menjadi
sasaran Reviu;
¥
b} Apabila telah sesuzi, maka PT melakukan paraf serta pada lembar 3} Alokas? SDM,
kendali penugasan unfuk diteruskan kepada Irban 4} RAB Operasional
Reviu;
5} Pakla Integrilas;
6} Lembar Kendali
SPT
5 Irban melakukan evaluasi kendali mubu konsep SPT yang disampaikan PT 1) Konsep SPT; 20 menit  |Kereksi SPT
dan/alau paraf
a) Apabila masin terdapat kelidaksesuaian program kedqa Revi, L Y T 2) Lembar kendati {dokumen terkail
dikembalikan kepada PT urituk direvisi sesuzi dengan catalan Irban selaky "‘\ o penugasan; untuk dileruskan
Wakil Penanggung Jawab Penugasan ¥
b} Apabila Telah sestal, diteruskan kepada Sekretariat melalui Sub Bagian
Parencanaan, Palaporan dan Keuangan (Subbag PPK)
& Subbag PPK mefakukan evaluasi administrasi atas kecukupan dokumen| 1) Kensep SPT, 120 menit  |Woreksi SPT
dalam penerbilan SPT danfatau paral
a) Apabila mash terdapat kekurangan alau koreksi alas administras Y)K 2} Lembar kendali :Jersbelutl a"d i
penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban Terkait untuk diperbaiki \\ penugasan embar keneal
b) Apabila telah sesuai, dileruskan kepada Sekrelaris
7 Sekrelaris merevit kembali atas kelengkapan administrasi penerbitan SPT| 1) Konsep SPT; 20menit  {Koreksi SPT
serta Tujuan dan ruang tingkup sebagaimana tercantum dalem PKPT dan dantatau paraf
atau disposisi penugasan insidentil aleh Inspeklur ) parselujuan
/ T fembar kendali
a) Apabila masih lerdapat ketidaksesuaian dan [ atau Xoreksi administrasi, 2) Lembar kendafi
maka dikembalikan kepada Subbag PPK unluk diteruskan ke Icban terkai ¥ penugasar
dengan melakukan perbaikan;
b} Apsbila lelah sesual, diferuskan kepada Inspektur untuk direviy dan|
penandatanganan SPT
| Inspektur melakukan reviu kendafi mutu atas konsep SPT yang telah 1) Konsep SPT; 20menil  |Karekst SPT
disusun cleh Tim yang ditugaskan. danfatau
2)  Apabila lerdapat koreksi atas program kerja Reviu danfatau substansi T 2) Lembar kendali penandalanganan
tainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris unluk diteruskan ke Irban| / penugasan SPT
lerkait dengan dilakukan kareisi -,-\>
] Apabila telah sesugi, maka Inspekhur mendatangani SPT, dengan| Y
dikembalikan kepada Sekretaris untuk dilakukan distribusT kepada Irban/Tim|
terkait penugasan dan penatausahazn SPT yang lelah terbit




Pelaksana Mulu Baku
Tim Sekretariat
No. Uraian Prosedur Irban Bldang! 3 Keterangan
Pengendali Teknis Ketua Tim (KT} Anggota Tim Wilayah Sekrelaris Fel}::;?r:n&an Evaluasi dan | Inspektur Auditi Kelengkapan Wakiu Output
PFT) (AT) Keuangan Pemutakhiran
TAHAP PELAKSANAAN

9 irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk melakukan| 1) SPT; 60menil  [Disposisi
vomunikasi kepada Anggota Tim dengan pemahaman bersama atas bisnis{ |' | | I-f. 2) Dokumen terkait
proses, area nsiko serla program kerja Reviv yang akan dilaksanakan L1 Reviu Tata Kelola,
berdasarkan SPT lerbit

10 PT melaporkan kepada Irban, bahwa ln lelah siap melaksanakan SPT 30menit  Undangan Entry
penugasan, yang selanjulnya Irban menginstruksikan kepada PT dan K N Meeting
rnelzkukan komunikasi dengan Audili untuk pelaksanaan Enlry Meeling - L__,_l

1 Tim melakukan enby mesling dengan Auditi dengan menyampaikan SET) SPT 120 menil  [Notulensi/ Bahan
dan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup Reviu kepada Audili —)1 J h,} | Paparan Enly

l Meeling

12 Tim Reviu melaksanakan pengumgulan, pengujian, dan menganalisis bukl | 1) SPT; disesuaikan  [KKR
Reviu untuk meryusun hasil observasi dan usulan rekomendas yang 2) Dokumen terkait | dengan jumlah
dituangkan dalam Kerlas Kerja Reviu (KKR) unlik selanjutrya diserakkan| » Reviu Tala Kelola; hari yang
kapada KT unluk dilakukan evaluasi [ |———————lercantum dalam

i 3] Berita Acara
' PKRT
Permintaan
Kelerangan (BAPK).

13 KT melakukan evaluasi alas signifikansi kesesuaian pelaksanaan kegratan 1) 8PT; Maksimal 3 hari [KKR AT dan/alau
Reviu sesuai program kerje Reviu yang ditelapkan dan kemungkinan sehelum  [penyusunan
pengembangan atas bukli awel Reviu yang dilaksanakan ofeh AT dengan penugasan  [Kerlas Kena
|angkah kerja tambahan yang dikomunikasikan bersama KT dan PT berakhir  |Evaluasi alas KKR

AT yang ielah
T direviv/dikoreksi
a) Apabifa lterdapal kefideksesuaian KKR dengan PKR, makal ¥ ~— v 7) Dokumen terkait KT dan PT
dikembalikan kepada AT unluk dilakukan perbaikan sesuai calalan KT e Reviu Tala Kelola;
£
by Apabila lelah sesuai, maka KT membual Kertas Xerja danfalau catalan 3} BAPK;
atas KKR AT yang lelah sesuai dan memuat kecukupan infarmasi unluk
ditandztangani dan diserahkan kepada PT
4} KKR AT
14 PT melakukan evaluasi atas KKR AT dan reviv KT terhadap kecukupan i} SPT, Maksimal 1 hari [Koreksi atas KKE
enyajian sesuai Program Kesja Revir yang ditelapkan sebelum  |KT dan KKR AT
p
a) Apabila lerdapal ketidaksesuaian KKR dengan PKR, maka 2) Dokumen terkait P:‘ 93s: gan/ alau B
dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan 4 Reviu Tata Kelola; erakhir penyusunan-Num
AT ~ T >|'j Calatan Hasil
/ L Reviu dan BA
b}  Apabila telah sasuai, maka PT dan KT bersama-sama melakukan Y ) BAPK; eskpase (dengan
penyusunan Nolisi Calatan Hasil Reviu yang dilandalangani oleh Irban dan Audiliy
dipaparkan / ekspose kepada Pmpinan Unit Kerja (Audili} untuk 4) KKRAT;
mendapatkan masukan dan konfimnasi awal temuan, sekaligus mefzkukan 5 KKE KT.

Exit Permif




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretarial
Mo, Urzian Prosedur Irban Bidang/ . Keterangan
Pengendali Teknis . Anggota Tim [ wilayah . PrOGIaMm, | e oluasidan |  SPEktUr Auditi Kelengkapan Waklu Cutput
BT Kefua Tim (KT} AT Sekretaris | Pelaporandan | - o
(F7) (AT) Kauangan
15 Tim Reviu menesima hasl langgapan dari Audili, dan melakukan + Tanggapan Audifi atas 1 hari Korekst Calalan  |Waktu Auditi untuk memberi fanggapan
pembahasan internal baik maler temuan maupun hal-haf yang menyangkut ! la Molisi Calalan Hasil Hasil Reviu atas  |kepada Tim Reviu, yaitu J hart sejak Nolisi
penyelesaiannya Reviu Tanggapan Audili |Calatan Hasil Reviu dilerima Auditi
TAHAP PELAPCRAN
16 T menyusun draf Konsep Laporan Hasil Menitoring Evaluasi Reformasi 1) Catatan Hasil Reviu, 2 hari Konsep LHR
Birokrasi T L4
<
2) Tanggapan Audili
atas Notisi Catatan
Hasl Reviu
17 PT melakukan evaluasi atas Konsep Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Konsep LHR 1 hari Konsep LHR yang
Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh KT ¥ telah dievaluasi
a) Apabila lerdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaikirevisi T v oieh PT
sesuat calatan PT L-—<>4
b) Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan kansep Laporan Hasi ¥
Monitoring Evaluasi Reformasi Birckrasi dimaksud kepada Irban untul
gilakuizn evaluasi
18 Irban sefaku WPJ melakukan evaluasi alas Laporan Hasil Menitoring Konsep LER 1 har Konsep LHR yang
Fvaluasi Reformasi Birokrasi yang telah disusun oleh KT dan PT T telah dievaluasi
4) Apabila terdapal koreksi, dikembalikan kepada Tim untuk diperbaikifrevis . > aleh Irban
sesuai calatan Irban T
b} Apabila lelah sesuai, maka konsep Laporan Hasil Monilering Evaluasi ¥ T
Reformasi Birokrasi dilanjulkan un'uk dibahas dalam forum ekspose
Kaonsep Laporan Hasil Moniloring Evalvasi Reformasi Birokrasi 1) Konsep LHR; 1 hari 1) Berita Acara
disamp_aikan datam forum e!cspose aleh Tim dengan ja_dwal pemaparan -5 2) Barila Acara Hasi Ekspose
Jyang disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus Kanfimasl 2} Kansep LHR
dilakukan koreksi administrasi yang tetah melals
- - - ekspose internal
19 2) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan aleh Tim Reviu 3) Dokumen lerkait
objek reviu
b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsap Laporan Hasil
Moniloiing Evaluasi Reformasi Birokrasi disampaikan kepada Sekrelaris T ¥
ISekretaris melakukan reviu kembali konsep Laporan Hasl Monitoring / 1} Konsep LHR yang 1 hari Konsep LHR reviu
20 Evaluasi Reformasi Birokzasi yang lelah dilakukan ekspose; < teiah melaiui ekspose Sekretaris
internal ;




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat
No. Uraian Prosedur Irban Bidang! Pragram, - Keterangan
Pengendali Teknis ) Anggota Tim Wilayah . ‘agram, Evaluasi dan |  Inspektur Auditi Kelengkapan Waktu Cutput
Ketua Tim (KT) Sekietaris Pelaporan dan ]
PT) (AT) Keuangan Pamulakhiran

2) Apabila masin terdapat ketidaksesuaian dan / alau koreksi, maka 2) Berila Acara Ekspose
Al dikernbalikan kepada Suhag Evaluasi dan Pemulakhizan unluk diteruskan

ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan; ¥

b) Apahila lelah sesuai, dileruskan kepada Inspekiur uniuk

gatanganan konsep Laporan Hasil Moniloring Evaluasi Reformasi Ir

Birokrasi

Inspekiur sebagal Penanggung Jawab melakukan reviy kendafi mutd dan Kensep LHR reviu 1 hari LHR yang telsh

menandatangani konsep Laporan Hasit Monitoring Evaluasi Reformas » / [Sekretaris ditandatangani
2 Birokrasi Tala kelofa. Apabila terdapal kareksi dan calatan akan \_

dikemibalikan kepada Sekrelaris uniuk ditensskan ke Irban

Terhadap Laporan Hasil Moniloring Evaluast Reformasi Birokrasi yang ¥ LHR yang telzh 1 hari Penerbitan

lglah citandatangani aleh Inspektur, Sekretariat melakukan C) < ditandatangani Laporan Hasi
7 penalausahaan,penggandaan, pengarsiapan dan dislribusi Laparan Hasil Reviu Tata Kelala

Monitoring Evaluasi Refwmasi Birckrasi kepada Audili dan pihak lerkait,




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

INSPEKTORAT

Nomor SOP 20l /H. 00, 0%
Tgl. Pembuatan 2 APRIL 2024
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi

Nama SOP

Evaluasi SAl!IP

DASAR HUKUM: :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistern Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Gubernur Neomor 57 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.

Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ihukota Jakarta.

Auditor/PPUPD /Pegawai yang memahami
proses bisnis penilaian mandiri SAKIP;
Mengetahui prosedur administrasi
daerah;

Memiliki kemampuan analisis;

Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait.

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

B

SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP

SOP Distribusi LHP/SHP

SOP Pengarsipan

SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.

1.
2.
3.
4

5.

Komputer/Printer/Kertas Print

Recorder

Dokumen Bukti Penilaian Mandiri SAKIP

BA Notisi Hasil Penilaian Mandiri SAKIP (NH PM
SAKIP)

BA Hasil Ekspose

PERINGATAN: :

"PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan

terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

pemerintahan




FLOWCHART EVALUASI SAKIP

a) Apabila masih lerdapat kelidaksesuaian Program Kerj
evaluasi SAKIP, dikembalikan kepada PT unluk direvisi sesuai
dengan catalan Irban selake Wakil Penanggung Jawab)
Penugasan

b) Apabila Telah sesvai, diteruskan kepada Sekrelarial melalui
Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Kevangan (Subbag
PPK}

Y

Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekratariat
Uralan Prosedur Irban Bidang Program Inspektur SKPD Kelengkapan Waktu Qutput Ketorangan
Pengendall Teknis (PT} |Ketua Tim (KT) Ang%;_tra Tim Pelaporan dan f:::tzi'h?:"
) Keuangan

TAHAP PERENCANAAN

Sekrelaris Inspekiorat memerintahkan Kepala Subbag PPK PKPT / Perintah 1Har  |Disposisi

untuk melakukan komunikasi dengan Inspekéur Pembantu dan T e ( ) insidentil Inspektur penyusunan Tim

Pangendali Teknis (PT) untuk dilakukan evaluasi SAKIP — Penugasan

Parangkat Daerah yang tefah direncanakan dalam PKPT Tahun

berfatan

Pergendali Teknis memerintahkan Kelua Tim untuk menyusun Dral ST dan 1hari  |Dral ST dan

konsep Surat Tugas, Program Kerja Evaluasi SAKIP, Time line, 41 Program Kerja Program Kerja

Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan LKE yang akan digunakan j evaluasi SAKIP evaluasi SAKIP
terkoreksi Dalnis

Ketua Tim melakukan pembahasan bersama anggota im untuk Drat ST dan 1hari  |Drat ST dan

menyusun konsep Surat Tugas dan Program Kerja evaluasi T _J—" Program Kerja Frogram Kerja

SAKIP serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) 'I_:l evaluasi SAKIP evaluasi SAKIP
terkoreksi Dalnis

Pengendall teknis melakukan reviu atas konsep Surat Tugas dan Drat ST dan 2jam  [Drat ST dan

Program Kerja evaluasi SAKIP serta Rincian Anggaran Biaya Program Kerja Program Kerja

(RAB) Y evaluasi SAKIP evaluasi SAKIP

a) apabila lelah sesuai, maka Pengendali Teknis akan terkereksi Dalnis

meneruskan ¥e Irban untuk dilakukan pemaraf serta

b) apabila belum sesuai, maka Pengendali Teknis akan

menyampaikan kembali ke KT untuk dilakukan gerbaikan

irban melakukan evaluasi kendali mutu konseg SPT dan

Program Kerja Evaluasi SAKIP serta Rincian Anggaran Biaya

(RAB) yang disampaikan PT T

Subbag PPK melakukan evaluasi admiristrasi etas kecukupan
dokumen dalam penerbitan SPT

a) Apabila masih terdapat kekurangan atau koreksi atas
adminisirasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban
Terkait untuk diperbaiki

b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Sekrelaris




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretaniat
No. Uraian Prosedur i | \rban Bidang Program, - Inspektur SKPD Kelenghapan Wahtu Cutput Keterangan
Pengendali Teknis (PT} |Ketua Tim k)| An920t2 Fim Seletaris | Pelaporan dap | CYaluasi dan g e P
(AT) Pemutakhiran
' Keuangan
7 |Sekretaris mereviu kembali alas kelengkapan administrasi Drat ST dan Smenit  [ST dan Program
penerbitan SPT seria Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana' Program Kesja Kerja evaluasi
tercantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil evaluasi SAKIP SAKIP final
cleh Inspektur
a) Apabila masih ferdapat kelidaksesuafan dan / ataw hkoreksi f
administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag PPK untuk
diteruskan ke 'rban lerkait dengan melakukan perbaikan; T
b) Apabiia felah sesuai, dileruskan kepada Inspektur untuk
direviu dan penandatanganan SPT
8 |Inspekiur melakikan reviu kendali mutu atas konsep SPT yang Drat ST dan Smenit  [ST dan Program
telah disusun oleh Tim yang ditugaskan. Program Kerja Kerja evaluasi
evaluasi SAKIP SAKIP final
Y /
) Apabila terdapat koreksi alas program kerja Reviu dan/atau \
substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekrelaris untuk
diteruskan ke Irban terkait dengan dilakukan koreksi
Y
b)  Apabila telah sesual, maka Inspektur mendatangani SPT,
dengan dikembalikan kepada Sekretaris untuk  dilakukan
distribusi  kepada Irban/fim  ferkait penugasan dan
penatausahaan SPT yang telzh lerbit
TAHAP PELAKSANAAN
8 |irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk ST dan Program 20 menit  |Pemahaman
melakukan komunikasi kepada Anggota Tim dengan | F—I [ Kerja evaluasii Tim ruang
pemahaman bersama atas bisnis proses evaluasi SAKIP serta SAKIP lingkup dan
program kerja evaluasi yang akan dilaksanakan berdasarkan tujuan evaluasi
SPT terbit. SAKIP
10 |Tim melakukan entry meeting dengan SKPD dan LO SKPD ST dan Program 80 menit  |Pemahaman
dengan menyampakan fujuan dan ruang lingkup Evaluast SAKIP ’B Ketja evaluasi Tim ruang
Y SAKIP lingkup dan
tujuan evaluasi
SAKIP
T
11 |SKPD menyiapkan dokumen dan menyampaikan kepada Tim ¥ Dokumen 2hari  {Dokumen
evaluator SAKIP yang diperlukan dalam rangka evaluasi SAKIP, ‘r‘]_—j pendukung evaluasi pendukung
apabita masih terdapat kekurangan dokumen Tim Evaluator SAKIP evaluasi SAKIP
mengkemunikasikan kepada SKPD untuk dilengkapi sesuai
batas waklu
12 |Tim evaluator SAKIP melaksanakan pengumpulan, gengujian, | ¥ Kertas Kerja J0hai  [Kertas Kerja
dan menganalisis bukli dokumen urtuk menyusun hasil evaluasi E:I Evaluasi Evaluasi

dan usulan rekomendasi yang dituangkan kedalam KKE
Impelementasi SAKIP sefanjulnya diserahkan kepada KT untuk
dilakukan evaluasi




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat
No, Uraian Prosedur \rban Bida Program laspekh SKPD Kelenak Wakin Output Keterangan
0 an bidang r : nspeskiur elgngrapan al utpu
Pengendali Teknis {PT) |Ketua Tim (KT) Anggota Tim Selretaris Pelagoran dan Evaluasi dan o
{AT) Keuangan Pemutakhiran
13 |Ketua Tim melakukan reviu atas Kertas Kerja evaluast Kertas Kerja 1 hari Kerias Kerja
SAKIP/LKE dan melakukan pembahasan secara berkala dengan T Y Evaluasi Evaluasi
evaluator
3) apabila telah sesuai, maka KT akan meneruskan ke PT untuk
dilakukan reviu secara berjenjang
b) apabila belum sesuai, KT akan mengembalikan ke AT untuk T
dilakukan perbaikan sesuai reviu KT
14 |Pengendali Teknis melakukan reviu atas Kertas Kerja evaluasi Kertas Kerja 1hai  [Kertas Kerja
SAKIP/LKE dan melakukan pembahasan secara berkata dengan \ Y Evaluasi Evaluast
evaluator /4
a} apabila telah sasuai, Pengendali Teknis akan memerintahkan
KT untuk menyusun laporan Y
o) apabila belum sesuai, PT akan mengembalikan ke KT untuk
dilakukan perbaikan
TAHAP PELAPORAN
15 |Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil Evaluasi SAKIP [_v:l draft Laporan Hasil 3 hari draft Laparan
» luasi terkoreksi Hasil evaluasi
"o eval
T SAKIP terkoreksi
16 |Pengendak Teknis melakukan reviu konsep Laporan Hasil draft Laporan Hasil 1 hari drait Laporan
Evalurasi SAKIP \ ¥ levaluasi terkoreksi Hasil evaluasi
5} apabila telah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama < /4 SAKIP terkoreksi
melakukan penyusunan Notisi Catatan Hasil Evaiuasi untuk v
disampaikan ke SKPD, sekaligus melakukan Exit Permit
b) apabila belum sesuai, maka PT mengembalikan kepada KT
untuk dilakukan perbaikan sesuat hasil reviu
17 |SKPD menerima konsep catatanffemuan beserta rekomendasi ¥ draft Laperan Hasil 1hari  |draft Laporan
Hasil Evafuasi SAKIP dan memberikan tanggapan/tambahan D evaluasi lerkoreksi Hasil evaluasi
dokumen pendukung dalam rangka pemenurfian Evaluasi SAKIP SAKIP terkoreksi
18 [Ketua tim melakukan reviu dan perbaikan atas draft Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
tanggapan/tambahan dokumen pendukung evaluasi SAKIP dan < evaluasi lerkoreksi Hasil evaluasi
melakukan perbaikan konsep Laporan Hasil Evaluasi SAKIP T SAKIP terkoreksi
Y
19 |Pengendali Teknis melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil draft Laporan Hasil 1hari  |drafi Laporan
evaluasi SAKIP evaluasi terkoreksi Hasil evalyasi
a) apabila telah sesuai, PT meneruskan ke Irban Bidang untuk *><> SAKIP ferkareksi
dilakukan koreksi/perbaikan Pengendaii
b) apabila belum sesuai, PT mengembalikan ke KT untuk Teknis
dilakukan perbaikan sesuai hasil reviu PT ¥ |




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat
No. Uraian Prosedur Keterangan
_ ) . Anggata Tim Irban Bidang ) Program, Evaluasl dan Ingpektur SKPD Kelengkapan Waklu Output
Pengendali Teknis (PT) {Ketua Tim (KT) (AT) Sekretaris Pelaperan dan Pemutakhiran
. Keuangan
20 {Irban selaku WPJ melakukan evaiuasi atas Konsep LHE yang T draft Laporan Hasil 1 hart draft Laporan
telah disusun oleh KT dan PT avaluasi ferkoreksi Hasil evaluasi
) Apabila ferdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim Evaluasi Pengendali Teknis SAKIP terkoreksi
untuk diperbaiki/revisi sesuai calatan Irban y ' Irban
b) Apabila telah sesuai, maka konsep LHE dimaksud dilanjulkan
untuk dilakukan koreksi administrasi oleh Subbag Evaluasi dan
Pemutakhiran
21 |Konsep LHE diterima ke Sub Bagian Evaluasi dan Pemulakhiran draft Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
untuk dilakukan koreksi adminisirasi ¥ evaluasi SAKIP Hasil evaluasi
terkoreksi Irban SAKIP terkoreks]
administrasi
22 |Tim evaluator SAKIP bersama dengan Irban melakukan 4 draft Laporan Hasil 1hari  |draft Laporan
perbaikan konsep Laporan Hasil evaluasi SAKIP final I evaluasi terkoreksi Hasil evaluasi
SAKIP yang
telah direvisi
23 |Sekrelaris melakukan perbaikan danfatau pemaraf serta atas Yy drait Laporan Hasil {hari  |draft Laparan
konsep Laporan Hasit evaluasi SAKIP i / \ evaluasi terkoreksi Hasil evaluasi
\/ yang telah direvisi SAKIF lerkoreksi
. Sekretaris
24 |inspeklur menandatangani konsep Laporan Hasil evaluasi T X draft Laporan Hasil 1 hari Laporan Hasil
SAKIP / > evaluasi ferkoreksi evaluasi SAKIP
\ Sekretaris yang sudan
v ditandatangani
25 {Subbag Umum mendistribusikan dan mengarsipkan Laporan ¥ l.aporan Hasil ihai  |Penerhitan

Hasil evaluasi SAKIP

evaluasi SAKIP

Lapotan Hasil

evaluasi SAKIP




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SOP

2012 /He., CO. D2

Tgl. Pembuatan

2 AL 024

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

INSPEKTORAT
Narna SOP Evaluasi Reformasi Birokrasi
| DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan proses pengelolaan Keuangan Daerah;
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Mengetahui prosedur dan proses bisnis evaluasi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 reformasi birokrasi;
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | 3. Memiliki kemampuan analisis;

Instansi Pemerintah; 4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-

3. Peraturan Pemerintah Nomeor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

4, Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntanst Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 9
Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
Birokrasi;

7. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Dear.

8. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

undangan terkait.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGIKAPAN:

1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP

2. S0P Distribusi LHP/SHP

3. SOP Pengarsipan

4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.

SR

Komputer/Printer/Kertas Print

Recorder

Dokumen Bukti Evaluasi Reformasi Birokrasi
BA Notisi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
BA Hasil Ekspose

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan
terganggu. ‘

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput g
No. Uraian Prosedur Irban Bidang/
Pengendali KetuaTim | Anggota Tim i . Program, Evaluasi dan Inspektur SKPD
Wilayah Sekretaris | Petaporan dan
Teknis (PT) {KT) AT) Keuangan Pemutakhiran
TAHAP PERENCANAAN
1 [nspaktur Pembantu {Ithan) Bidang / Wilayah melakukan komunikasi PKPT / Perintah Tnsidenti 20menit |Disposisi
dengan Pengendali Teknis (PT) atas tujuan dan ruang lingkup ‘oY Inspeklur penyusunan Tim
Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi yang telah direncanakan dalam \ I ( ) Peanugasan
PKPT Tahun berfalan dan/atau adanya penugasan insidentl dan
Inspeklur
2 |Pengendafi Teknis mengkomunikasikan kepada Kelua Tim (KT) terkait 1) Risk Register lerkait 2hari  Jronsep Pmogram
penyusuran draft Program Kerja Monitoring Evaluasi Reformasi kegiatan yang akan dilakukan Karja Moniloring
Birokrasi melipu pemahaman alur proses area Evaleasl Reformasi monilering Evaluasi Evaluasi Reformas
Birokrasi identifikasi risiko, penyusunan program kega, alokasi SDM, Reformasi Birokrasi Birokrasl
alokasi waktu dan anggaran pelaksanaan Monitoring Evaluasi y 2) Dokumen lerkait Obyek
Reformasi Birokrasi yang dibutuhkan | ] Kegiatan terlenfu yang
menjadi sasaran Penilatan
Mandiri
3 [KT mempersiapkan konsep Konsep Sural Tugas Monitoring Evaluasi 1} Pragram Kerja Monilering 1 hari konsap SPT
Reiormasi Birokrasi dengan menyampaikan Xonsep SPT kepada PT Evaluasi Reformas 8icokrasi Monitoring Evaluasi
2} Dokumen terkait Obyek Reformasi Birokrasi
Kegiatan terleniu
h 4 3} Alokasi SDM
! 4y RAB Operasional
Menitoring Evaluasi
_ Reformasi Birokrasi
5} Pakta Integritas
6) Lembar Kendali SPT
T
4 |PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan cleh KT 1) Program Kerda Maoniloring 1 hari konsep SPT

a) Apabiia lerdapal kareksi, dikembalikan kepada KT untuk
wiperbaikifrevisi sesuai catatan PT

b) Apabila lelah seswai, maka PT melakukan paraf serla pada lembar
kendali penugasan untuk dileruskan kepada Irban

Evaluasi Reformasi Birckrasi

2) Dokumen terkait Obyek
Kegialan {ertentu

3) Alokasi SDM

4) RAB Operasional Evaluas
Reformasi Birokrasi

5) Pakta Integritas

6) Lembar Kendali SPT

Moniloring Evaluasi
Relormasi Birokrasi




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Dutput g
No. Urafan Prosedur Irban Bidang f
Pengendali | KetuaTim | Anggota Tim . Program, Evaluasidan | [nspektur SKPD
Wilayah Sekretaris | Pelaporan dan
Teknis (PT} (KT) (AT) Keuangan Pemutakhiran
5 |irban melakukan evaluasi kendali mutu konsep SPT yang disampaikan 1} Konsep SPT; Thari  |Koreksi SPT
PT. - anfalau paraf
a) Apabila masih terdapat kelidaksesuaian program kerja Monitaring 2 Lernb:;r kendal) dokumen lerkail
Evalzasi Reformasi Birokrasi, dikenbalikan kepada PT unluk direvisi penugasan, untuk diteruskan
sesuai dengan catatan Irban selaka Wakil Penanggung Jawab ¥
Penugasan \/
bl i
B [|Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi ' 1} Konsep SFT; 120 menyt  [Kareksi SPT
administrasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT /\ dan/atau paraf
a) Apabita masib lerdapal kekurangan alau koreksi atas adminisirasi / perselujuan lembar
penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban Terkait untuk \l kendali
diperbaiki T
b} Apabila tefan sesuai dileruskan kepada Sekretads 2y Lembar kendali
v penugasan;
7 |Sekrelaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi penerbilan L 4 1} Konsep SPT; Thai  [Koreksl SPT
SPT serla Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercanlum dalam / \ dan/atau paraf
PKPT dan atau disposisi panugasan insidentil oleh Inspekfur %) Lembar kendal perselujuan lembar
a) Apabila masih {erdapat ketidaksesuafan dan / alau koreksi penugasan; kendali
ladminislraai maka dikemhalivan kenada Snbhan Prooram Pelanoran ! '
8 |Inspekiur melakukan reviu kendali mutu atas kensep SPT yang tefah T 1) Konsep SPT; 1had  |Kereksi SPT
disusun cleh Tim yang ditugaskan. - dan/atau
a)  Apabila terdapat koreks: alas program kesja Evaluasi Reformasi ¥ 2) Lembar.kendall penandatanganan
Birokrasi dan/alau substansi lainnya, maka dkembalikan kepada \ Renugasarn; SPT
Sefretaris unluk diteruskan ke Irban terkait dengan dilakukan koreksi
b) Apabila telah sesual, maka Inspektur mendalangani SPT, dengan
dikembailkan kepada Sekretaris unfuk dilakukan distrbusi kepada
Irban/Tim terkait penugasan dan penatavsahaan SPT yang telah lerbit
TAHAP PELAKSANAAN
9 |irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT uniuk i) SPT; 1hari  |Disposisi.
melakukan komunikasi kepada Anggola Tim dengan pemahaman I:|<-—| 2) Dckumen lerkail
bersama alas bisnis proses, area risiko serla program Kerja Monitoring le Maniloring Evaluasi
Evaluasi Reformast Birokrasi yang akan difafsanakan berdasarkan SPT | I Reformasi Birgkrasi
lerbit. | | I"
10 |PT melaporkan kepada Iban, bahwa tim lelah siap melaksanakan i SPT 30 menil  [Komunikasi fisan.
penugasan, yang selanjulivya iroan menginstruksikan kepada PT dan KT]
melakukan komunikasi dengan OPD unluk pelaksanaan Eriry Meeling
11 [Tim melakukan enlry meeling dengan OPD dengan menyampaikan SPT tharl  |Komunikasi Tim
lujuan dan rvang lingkup Moniloring Evaluasl Reformasi Birokrast | |f bersama OPD




Palaksana Mutu Baku
- - Keterangan
Tim Sekretariat Kelangkapan Waktu Output
No, Uraian Prosedur Irban Bidang {
Pengendali | KetuaTim | AnggotaTim |  wifayah ¢ Selaetaris Pe::m‘?r;a:éan Evaluasidan | Dspektur SKPD
Teknis {PT) (KT} [ATY K:.langan Pemutakhiran
12 [Tim Monev melaksanakan pengumpulan dala, pengujian, dan 1) SPT 20hari  [KKM Selama periode
menganalisis data kegiatan lerkail bailk dari tahapan perencana, 2) Dokumen terkait Evaluasi penugasan sfakiif
oelaksanaan hingga capaiannya untuk menyusun hasil Moniloring Reformasi Birokrasi
Evaluas: Reformasi Birokrasi dan usulan rekcmendasi yang diluangkan Y 3) Berita Acara Hasil
dalam Kerlas Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi [KKM) untuk o Jl | IMonifaring Eyalnas
selanjutnya diserahkan kepada KT unluk difakukan evaluasi Reformasi Birokrasi
13 |KT melakukan evaluasi atas signifikansi kesesudian pelaksanaan) T 1) SPT Maksimal 3 KM AT danfatau  |Selama periode
kegiatan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi sesuaf program kerjaj 2y Dokumen lerkail hari sebelum |penyusunan Kertas  |penugasan efeklif
Monitoring Evaluasi Relormasi Birokrasi yang ditelapkan secara berkala b Moniloring Evaluasi penugasan |Karja Evaluasi alas
a)  Apabifa lerdapat kelidzksesuaian KKM dengan Program Kerja) / Reformasi Birokrasi heraknir  [KKM AT yang telah
Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka dikembalikan kepada AT unlul v \ 3} Berila Acara Hasil direviu/dikoreksi KT
dilakukan perbaikan sesual calatan 5T re Monilering Evaluasi dan PT
b}  Apabila telah sesuaimaka KT membuat Kerlas Kerfa dan/alaul Relormasi Birckrasi
calatan atas KKM AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan 4) KKM AT
informasi untuk ditandatangam dan giserahkan kepada PT 5) KKE KT
14 - |PT melakikan evaluasi atas KKM AT dan reviu KT terhadap kecukupan 1) SPT Maksimal 1 {Koreksi alas KKE KT
penyajian sesual Program kefja yang ditelapkan 21 Dokumen terkail hart sebelum Jdan KKM AT dan/
a}  Apabila telah sesuai, maka PT dan KT barsama-sama melakukan Monitoring Evaluasi penugasan |atau penyusunan
{peayusunan konsep Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Reformasi v Reformasi Birokrasi berakhir  lkonsep Laperan Hasi
Birokrasi yang ditandatangané oleh Irban dan dipaparkan / ekspose| <\ T 3) Berila Acara Hasil moniloring evaluasi
kepada Pimpinan Unit Kerja (OPD} untuk mendapatkan masukan dan Moniloring Evaluasi Reformasi Birokrasi
konfirmasi awal temuan, sekaligus melakukan Exil Permit / Reformasi Birokrasi
b) Apabila terdapat ketidaksesuaian KKM dengan Program Kerja 4] KKM AT
Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka dikemballkan kepada KT]
untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan AT
Y
TAHAP PELAPORAN
15 [KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Menitering Evaluasi Reformasi 1) Catatan Hasil Hasil 2 hari Konsep Hasil
Birokrasi r—‘L‘ Monitaring Evaluas: Monitoring Evaluasi
» < e ) ™ )
g Reformasi Birokrasi ; Reformasi Birckrasi
2) Tanggapan Audili alas
Natisi Calatan Hasil
Monitoring Evaluasi
Reformasi Birpkrasi




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelenghapan Waktu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bidang /
Pengendali | KetuzTim | Anggota Tim ’ ) Program, | e luasidan | Inspekiur SKPD
Wilayah Sehretaris | Pelaporan dan
Teknis (PT) KT} (AT) Xevangan Pemutakhiran
16 IPT melakukan evaluasi atas Konsep Laporan Hasil Monilosing Evaluasi Konsep Laparan Hasil 1har  [Konsep Laporan
Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh KT Manitoring Evaiuasi Hasil Menitoring
Reformasi Birekrasi Evaluasi Reformasi
a) Apabila lerdapat koreksi, dikembalkan kepada KT unluk /- Birokrasi yang lelah
diperbaiki/revisi sesuai calalan PT dievaiuasi oleh PT
b) Apabila teleh sesuai, maka PT menemuskan konsep Laporan Hasi ¥
Moniloring Evaluasi Reformasi Blrckrasi dimaksud kepada Itban unluk]
dilakukan evaluasi u
17 |icban selaku WPJ melakukan evalvasi alas Laporan Hasil Monitoring Konsep Hasil Moniloring 1hari  |Konsep Hasil
Evaluasi Reformasi Sirckrasi yang lelah disusun olsh KT dan PT _‘/> Evaluasi Reformasi Birokrasi Moniloring Evaluasi
T Reformas! Birokeasi
- —— - - yang tetah dievaluas?
a) Apabila lerdapal koreksi, dikembalikan kepada Tim  untuk oleh Irban
diperbaiki/revisi sesuai calalan Irban
b) Apabila telah sesuai, maka kensep Laparan Hasil Meniloring Evaluas Y T
Reformasi Bliokrasi dilanjutkan untuk dibahas dalam forum ekspose
18 |Konsep Laporan Hasil Moniloring Evaluast Refarmasi Birokrasi 1} Konsep Hasil Monitering Ihari  [1) Bedta Acara
disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim dengan jadwal pemaparan / Evaluasi Reformasi Birokrasi EXspose
vang disusun aleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus ] X 2) Konsep Hasil

dilakukan korelsi administrasi

2} Barila Acara Hasil
Konfirmast

a} Apatila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan cleh Tim

3} Dokumen terkaif Hasil
Monitoring Evaluasi

b} Apabila tidak ada koreksl signifikan, maka konsep Laporan Hasil
Moniloring Evaluzasi Reformasi Biroksasi disampaikan kepada Sekretaris

Reformasi Birokrasi

Moniloring Evaluasi
Reformasi Birokrasi
yang {elah melaiui
ekspese inlernal




Pelaksana Mutu Baku
- - Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Quiput
No. Uralan Prosedur Irban Bidang {
Pengendali Ketua Tim | Anggata Tim i Program, Evaluasi dan Inspetur SKPD
Wilayah Sekretarls | Pefaporan dan
Teknis {PT) KT} (AT} Keuangan Pemutakhiran
19 [Sekretaris melakukan reviu kembali konsep Laporan Hasil Monitering 1} Konsep Hasil Monitoring 1hari  {Kensep Hasil
Fvaluasi Relormasi Birokrasi vang telah dilakukan eksposs; Evaluasi Reformasi Birokras? Moniloring Evaluasi
< yang lelah melalui ekspose Reformasi Birokrasl
\ inlernal ; reviu Sekrelans
v
a} Apabila masin terdapat kelidaksesualan dan / alau korsksi, maka ?2) Berila Acara Ekspose
dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemulakhiran uniuk
diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan;
b) Apabila telah sesuai, dileruskan kepada Inspekiur unluk
penandatanganan konsep Laporan Hasil Moniloring Evaluasi Reformasi Ir
Birokrast
Inspeklur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mufu Konsep Hasil Moniloring 1hari  |Hasil Monitering
dan manandatangani konsep Laporan Hasil Moniloring Evaliasi » / Evaluasi Reformasi Birokrasi Evaluasi Reformasi
20 |Reflormasi Birokrasi. Apabila lesdapal koreksi dan catatan akan \ revin Sekrelaris Birokrasi yang lelah
dikembalikan kepada Sekrelaris untuk diteruskan ke Iban ditandalangani
Terhadap Laporan Hasil Moniloring Evaluasi Reformast Birokrasi yang ¥ Hasil Manitoring Evaluasi 1hafi  |Penerbiian Laporan
ilah dilandatangani oleh nspektur, Sekretariat melakukan (D o Reformasi Birokrasi yang Hasil Monitoring
penalausahaan,penggandaan, pengarsiapan dan distribusi Laposan - letah dilandalangani Evaluasi Reformasi
21 |Hasil Moniloring Evaluasi Reformast Birckrasi kepada Audili dan pihak Birokrasi

terkait.




PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20.0% He-.00. O3
Tgl Pembuatan | 2. AP\ 2024
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh Inspektur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

v
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Nama SOP Strategis Daerah

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA.:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomeor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota
Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-
2026;

3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota
Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

4. Keputusan Gubernur Daerah  Xhusus
lbukota Jakarta Nomor 292 Tahun 2023
tentang Cita Provinsi.

5. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun
2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat
Provinst Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1. Auditor/P2UPD/Pegawal yang memahami Kegiatan

Strategis Daerah;

2. Mengetahui prosedur
daerah;

3. Memiliki kemampuan analisis;

administrasi

4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait.

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Konsep SPT 1. Komputer/Printer/Kertas Print

2. S0P Penyusunan Konsep LHP 2. Recorder

3. SOP Distribusi LHP 3. Dokumen Bukti Monitoring dan Evaluasi

4. SOP Pengarsipan 4. BA Notisi/Tanggapan PD atas Hasil Monitoring dan
5. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Evaluasi

Tindak Lanjut.

5. BA Hasil Ekspose

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

pemerintahan




FLOWCHART MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat
No. Uralan Prosedur Irban Bidang / . Keterangan
Pengendali Ketua Tim (KT) Anggota Tim Wilayah Sekretaris Pe;’“;!::&an Evaluasi dan Inspektur Auditi Kelengkapan Waktu Output
Teknis (PT) {AT) Ke':angan Pemutakhiran
A [TAHAP PERENCANAAN
1 |Berdasarkan PKPT yang telah direvir oleh Inspeklur, Inspaklur PKPT/Psrinlah Inspekiur 1 Han Disposisi
Pembanly {livan} Bidang/Kola/Kab melakukan kemunikasi dengan W dan Peraturan/Keputusan penyusunan Tim
Pengendali Teknis (PT) atas lujuan dan ruang lingkup Moniloring dan \, Jr ( ) Gubemur lentang KSO Penugasan
Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD} yang telah ditelapkan
melalui Paraluran/eputusan Cubernur
2 |Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim (KT} terkait 1) Peraturan lerkait 2 hari Konsep Program
penyusunan draft Program Kerja Monitoring dan Evaluasi atas KST Meniloring dan Evaluasi Kerja Monitoring
meliputi pemahaman alur peoses area Monilering dan Evaluasi atas KSD dan Evaluasi alas
Kegiatan Stralegis Daerah (KSD}identifikasi risiko, penyusunan program| — - KSD
kerja, alokasi SDM, alokasl waklu dan anggaran pelaksanzan Monilering — %) Mal"k_s hndgk I.an]ul
dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD} yang dibutuhkan alas hasﬂ Moniloring dan
Evaluasi KSD lahun
sebelumnya
3) Dokumen lerkail yang
menjadi $asaran
Monitoring dan Evaluasi
KSD
3 |KT mempersiapkan kensep Sural Tugas Moniloring dan Evaluasi atas | | 1) Program Kerja 2 hari Konsep SPT
KSD serta meryampaikan Konsep SPT lersebut kepada PT Manitoring dan Evaluasi Monitoring dan
alas ¥SD Evaluasi K50

2) Dokumen terkait Obyek
Kegiatan tertentu

3) Afokasi SOM

4) RAB Operasional
Monitaring dan Evaluasi
KSD

&5} Pakta Inlegrilas

) Lembar Xendali SPT




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariaf
Ne. Uraian Prosedur I Keterangan
Irban Bidang Program, ; Inspektur Kelengkapan Waktu Output 4
Ketua Tim (KT Anggota Tim Wilayah Sekretari Pe{aporan dan Evaluasi dan
! (AT} eurelans elap Pemutakhiran
Keuangan
4 |PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT 1) Program Kerja 20 menil  |Konsep SPT
T Moniloring dan Evaluasi ‘Moniloring dan
KSD Evaluasi yang
telah direviu oleh
a) Apabila terdapal korekst, dikembalikan kepada KT untuk 2) Dokumen lerkait Obyek PT
diparbaikifrevisi sesuai calatan PT Kegiatan lertenlu
b} Apabila lelah sesuai, make PT melakukan paraf serla pada lembar 3) Alokasi SOM
kendali penugasan untuk diteruskan kepada Irban
4) RAB Operasional
Monitoring dan Evaluasi
KSD
&) Pakla Iniegrilas
" 6) Lembar Kendali SPT
5 |lroan melakukan evalrasi kendali mulu konsep SPT yang disampaikan - 1) Konsep SPT 20menit  |Konsep SPT
FT Monitoring dan
a) Apabila masih lerdapat kefidaksesuaian program kerja Monilosing dan ¥ 2) Lembar kendali Evaluasi yang
Evaluasi alas KSD, dikembafikan kepada PT unluk direvisi sesual penugasan :etl)ah direviu aleh
dengan cataten Irban selaku Wakil Penanggung Jawah Penugasan oz
b) Apabila Telah sesusl, diieruskan kepada Sekrefanat melalui
SubRagian Program, Pelaporan dan Keuangan
§ |Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi T~ T 1} Konsep SPT 120 menit  |Koreksi SPT
adminisirast alas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT danfalau paral
a) Apabila magib terdapat kekurangan atau koreksi alas administrasi 2) Lembar kendali persetujuan
penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepade Iban Terkait unlukg penugasan lembar kendali
diperbaiki ¥
) Apabila lelah sesuai diteruskan kepada Sekretaris
7 |Sekretaris mereviv kembali atas kelangkapan adminislrasi penerkitan| N’ 1} Konsep SPT 20 manit  [Koreksi SPT
SPT serfa Tujuan dan mang lingkup sebagaimana lercantum dalam) Y dan‘atau paraf
PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil aleh Inspektur perselujuan
lembar kendal
a) Apabila masih terdapal kelidaksesuaian dan J atau koreks! 2} Lembar kendalt
administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan, penugasan
dan Keuangan unfuk diteruskan ke diban terkait dengan melakikan
perbaikan;
b) Apabila lelah sesuai, diteruskan kepada Inspektur unfuk direviu dan T
penandalanganan SPT




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat
No. Uralan Prosedur Iran Bidang ! Keterangan
) Program, iti
Pengendali Ketua Tim (KT) Anggota Tim Wilayah Sekretaris | Pelaporan dan Evaluas! dan Inspektur Auditi Kelengkapan Wakiu Quiput
Tekais (PT) (AT} Keuangan Pemutakhiran
8 linspekiur melakukan reviu kendali mutu atas konsep SPT yang lelah | 1) Konsep SPT 1 hani Koreksi SPT
isusun oleh Tim yang dilugaskan dan/atau
) Apabila lerdapal koreksi atas pmgram kerja Monitoring dan Evaluasi v 2} Lemnbar kendali p;n}andatanganan
KSD danfalau substanst lainnya, maka dikembalikan kepada Sekrelaris penugasan S
untuk dileruskan ka {rban terkait dengan dilakukan koreksi
) Apabila telah sesual, maka Inspeklur mendatangani SPT,- dengan
dikembalikan kepada Sekrelaris untuk dilakukan dislribusi kepada)
Iroan/Tim terkait penugasan dan penatausahaan SPT yang lelah terbil
B |TAHAP PELAKSANAAN
9 Jiban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT uaiui P 1 1) SPT 1 hart Disposisi
melakukan komunikasi kepada Anggota Tim (AT) dengan pemahaman | i 2) Dokumen lerkail
bersama alas bisnis proses, asea risiko serla program kerja Monitering | I ‘ ] Maoniloring dan Evaluasi
gan Fvaluasi atas KSD yang akan dilaksanzkan berdasarkan SPT ferbit, KSD
186  |PT melaporkan kepada Irban, bahwa tim lelah siap melaksanakan SPT 30 menit  |Komunikasi lisan
penugasan, yang selanjulnya irban menginstruksikan kepada PT dan XT] »
melakukan komunikasi dengan PD vatuk pelaksanaan Entry Meeting
11 |Tim melakukan entry meeting dengan FD dengan menyampaikan tujuan SPT 120 menit  |Komunikasi Tim
dan ruang lingkup Moniloring dan Evaluasi atas KSD bersama PD
12 [Tim Monitoring dan Evaluasi melaksanakan pengumpulan data, v 1) SPT Sesuai dengan {Keras Kerja
pengujlan dan menganalisis data kegialan %erkait uniuk menyusun hasi N >| | 3) Dokumen terkalt hari yang ada di{Pengawasan
Moniloring dan Evaluasi KSD dan usulan rekomendasi yang dituangkan|  — Monitoring dan Evaluasi dalam PKPT
dalam Keras Kerja Monitoring dan Evaluasi KSD untuk selanjutny 3
diserankan kepada KT untuk dilakukan evaluasi
3) Berila Acara Hasil
Monitoring dan Evaluasi
KSD




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekretariat
No. Uraian Prosedur Irban Bidang / " Keterangan
Pengendali . Anggota Tim | wilayah , Program, Evaluasidan | Inspektur Auditi Kelengkapan Waklu Culput
g Ketua Tim (KT} Sekretarts | Pelaporan dan )
Teknis (PT) {AT} Pemutakhiran
Keuangan
13 IKT melakukan eveluasi atas signifikansi kesesuaian pelaksanaan T 1} SPT Maksimal 3 hari |Keras Kerja
kegiatan Monitoring dan Evaluasi KSD sesuai p:ogram kerja Monilaring Y sebelum  |Pengawasan AT
dan Evaluasi KSD yang lelah ditetapkan penugasan  (dan/alau
berakhir  [penyusunan
Keras Kerja
a) Apabila lerdapat kelidaksesualan KKP dengan Program Kerg 2) Dokumen lerkail Pengawasan AT
Mcniforing dan Evaluasi atas SD maka dikembalikan kepada AT untukf Monitoring dan Evaluasi yang leleh
dilakukan perbaikan sesuai calalan KT KSO direviuidikoreksi
b} Apabiia telah sesvai, maka KT membual Kerlas Kerja danfatau 3) Berila Acara Hasil KT dan PT
catalan atas KKP AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan Y Monitoring dan Evaluasi
informasi untuk dilandalangani dar. diserahkan kepada PT KSD
4) KKP AT
G |TAHAP PELAFORAN
14 [KT menyusun dral Konsep Laporan Hasil Meniloring dan Evaluasi afas 1) Calatan Hasil 2 hati Konsep Laporan
Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Moniloring dan Eveluasi Hasil Meniloring
» atas Kegialan Slrategis dan Evaluasi atas
Daerah (KSO); Kegialan Sfralegis
Caerah (K5D)
2) Tanggapan Audil; alas
Nolisi Catatan Hasil
Monev atas KSD
15 |PT melakukan evaluasi alas Koasep Laporan Monilering dan Evaluasi Konsep Laporan Hasil 1 hari Konsep Laporan
alas Keglatan Strategis Daerah (KSD) yang disampaikan oleh KT Monitoring dan Evalvasi Monev atas KSD
Y atas Kegialan Sirategis yang telah
Daerah (KSD) dievaluasi oleh PT
a) Apabila lerdapal koreksi, dikembalikan kepada KT  uniuk T )
diperbaikifrevist sesuai calatan PT __<
b} Apabita lelah sesuai, maka PT meneruskan konsep Laporan
Moniloring dan Evaluasi alas Kegtalan Slategis Daerah (KSDY)
dimaksud kepada Irban unluk dilakukan evaluasi
16 |itban selaku WPJ melakukan evelvasi alas Laporan Moniloring dan) Konsep Laporan Hasil 1 hari Konsep Laporan
Evaluasi alas Kegiatan Strategis Dasrah (KSD) yang telah disusun oleh) Monitoring dan Evaluasi Money atas KSD
KT dan PT T alas Kegiatan Straiegis yang telah
Daerah {KS0 dievaluasi oleh
o) Apabila ledapal Koreksi, dkembalkan kepada Tim unlu PN gereh {S0) o 0
diparbaikifrevisi sesuai calalan Irban 1 >\
b) Apabila lelah sesuai, maka konsep Laporan Monilosing dan Evaluas T
atas Kegialzn Stralegis Daerah (KSO) dilanjutkan untuk ditahas dalam)
forum ekspose




Pelaksana Mutu Baku
Tim Sehretariat
No. Uraian Prosedur Irban Bldang / - Keterangan
pengendall |, - . AnggotaTim | wilayah Sokretar Pegm:rr:':n&an Evaluasi dan Inspektur Auditi Kelengkapan Waktu Output
Teknis (PT) {aT) eRretans Ke':mgan Pemutaithiran
17 |Konsep Laporan Hasil Monitocing dan Evaluasi atas Kegralan Sirategis 1) Konsep Laporan Hasil 1 hari 1} Berita Acara
Daerah {KSD) disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim dengan ¥ Meniloring dan Evaluasi Ekspose
jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan atas KSD ; 2} Konsap
Pernulakhiran sekaligus difakukan koreksi adrinisirasi / - Laporan Hasil
2) Benta Acara Hasil -
A Konfirmasi Moritoring dan
Evaluasi alas KSD
o) Apabila lordapal koreksi, maka diiakukan perbakan aleh Tim Reviu 3} Dakumen terkait porg lelzh l‘“e'a:“'
Laporan Hasil Monitering Exspase nema
dan Evaluasi alas K50
b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka kensep taporan Hasil
Monitoring dan Evalvasi alas Kegialan Stralegis Daerah (K50} T
disampaikan kepada Sekretars
18 |Sekrelaris melakukan reviu kembali konsep Laperan Hasit Moniloring v 1) Konsep Hasil 1 hari Konsep Laporan
dan Evaluasi atas Kegiatan Slrategis Daerah (KSD} yang telan dilakukan / Monitoring dan Evaluasi Hasil Monilering
ekspose; - KSO yang telah melalui dan Evaluasi KSD
\ ekspose internal reviu Sekretaris
a} Apatila masih terdapat kelidaksesuaian dan { atau koreksi, maka 2) Berita Acara Exspose
dikembalikan kepada Subbag Evalvasi dan Pemutakhiran untuk
dilzruskan ke irban lerkait dengan melakukan perbailan;
b) Apatila lelah sesuai, diteruskan kepada Inspaklur untuk
penandatanganan kansep |aporan Manitoring dan Evaluasi atas T
Kegiatan Strategis Daerat: (KSD}
Inspaktur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mutu v Konsep Hasil Monitoring 1 hari 1 aporan Hasil
dan menandatangani konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas =/ dan Evaluasi KSD reviu Monitoring dan
49 [Kegiatan Stralegis Daerah (KSD). Apabila terdapat koreksi dan catatan \ Sekrelaris Evaluasi KSD
akan dikembalikan kepada Sekrefaris uniuk dileruskan ke Irban yang lelah
ditandatangani
Terhadap Laporan Monilering dan Evaluasi atas Kegfatan Stralegis v Laporan Hasil Meniloring 1 hani Penerbitan
Daerah (KSD) yang lelah ditandalangani cleh Inspektur, Sekrelariat (:) o dan Evaluasi KSD yang Laporan Hasil
melakukan penatausahaan, penggandaan, pengarsiapan dan dislribusi - letah dilandalangaai boniloring dan
20 |Laporan Monilaring dan Evaluasi atas Kegiatan Slrategis Daerah {KSD) Evaluasi KSD
kepada Audili dan pitak terkait.




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SQP

20.- [ He. 00.03

Tgl. Pembuatan

Z APRI\. 5024

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ihukota Jakarta,

INSPEKTORAT
NIP. Ip761221998111001
Penjaminah Kualitas Sistem
Nama SOP Penjgendaﬁan Intern Pemerintah

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur

tentang Sistemn Pengendalian Intern proses pengelolaan Keuangan Daerah;

Pemerintah; 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan daerah;

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang | 3. Memiliki kemampuan analisis;

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem | 4. Mampu memahami ketentuan

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
Pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah
Daerah.

3. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah

peraturan
perundang-undangan terkait.

Khusus Ibukota Jakarta.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. 8SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. SOP Distribust LHP/SHP 2. Recorder
3. SOP Pengarsipan 3. Dokumen Bukti Penjaminan Kualitas
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan 4. BA Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas
Tindak Lanjut. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5. BA Hasil Ekspose
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan
terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART PENJAMINAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pelaksana Mutu Baku
(31
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput Helerangan
No. Urafan Prosedur Itban Bidang / Program -
Pengendall | KetuaTim | Anggota Tim Wilayh Selrataris Pelapogran dan | Evaluas dan Inspeldur Auditi
Teknis (PT) {KT) {AT) Keuangan Pemutahhiran
TAHAP PERENCANAAN
1 |Inspekiurdan Inspeklur Pembanlu {Irkan} Bidang melakukan komunikasi dengan Pengendali Teknis {PT) 1. PKPT 1Har  [Disposisi penyusunan Tim
alas: (_-—\ . 2. DraR Laporan Hasil Penilaian Mandii (PM) Fenugasan
a, Tujuan dan ruang lingkup Penjaminan Kualitas Sistem Pangendalian Intem Pemerintah (SPIE} yang e D SPIP
lelah direnganakan dalam PKPT Tahun berjalan o Draft Laparan Hasil Panilas —
. asil Penilaian Mandiri (PM
b, Laporan Hasil Penilaian Marairi Sisiem Pengendalian Inlem Pemerinlan (SPIP} yang disusun eleh SPIP e e
s om e ey P R Lfiam b
2 |Pengendai Teknis mengkomunikasikan kepada Ketva Tim (KT) terkait penyusunan drak Program Kena 1} Dakumen perencanaan fahun beralan 2 hai Konsep Program Kena
Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intem Pemerinlah (SPIP} melipuli pemahaman zlur proses area (Peddn, Rensira, RKED, dll) Penjaminan Kualilas Sislem
Penjaminan Kualifas Sistem Pgngendalian Inlem Pemerinlah {SPIF}, identifikasi risiko, penyusunan . 2} Dak kegislan p dalian ahun Pengendalian Intem
program kenja, alokasi SOM, alokasi waktu dan anggaran pelaksanaan Penjaminan Kualitas Sistem berjalan {dokumen MR, dli) Pemerinlah (SPIP)
P dakan Intem Pemerintah (SPIP) yang dibuluhkan J} Dokumen Ferlanggungjawaban tahun
sebelumnya {LAKIP,LKPD, dil)
Ruanyg Lingkup Penjaminan Kualitas: 4) Dokumen Kerlas Kerja penetuan Objek
a. Penetapan tujuzn dilakukan atas dokumen perencanaan fahun berjalan; Penajiminan Kualitas
b. Struktur dan proses dilakukan alas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan J
. Pencapaian tujuan dilakukan alas kineda tahun sebefumnya. 2) Dokumen kegiatan pengendalian tahun
berjalan {dokumen MR, dll}
Alokasi SDM. o e ) . 3) Dokumen Pertanggungjawaban tahun
Penetapan anggota lim penjamin kuaillasl dll[akukan dengan mempem.rnbangkan kempleksitas Perangkal sebelumnya [LAKIP,LKPD, g}
Daerah, serta panguasaan zlas proses bisnis Perangkat Daerah mulai dan perencanaan sampai dengan . -
_ - o . . y Lo #) Dokumen Kertas Kerja penetuan Objek
perlanggungjawaban. Krleria yang dapat menjadi im penjaminan kualitas yaitu telah mengikui diklat SPIP L. N
. _ Penajminan Kualilas
atau pemah melaksanakan penugasan penitaian mafuritas penyelenggaraan SPIP zlau peaugasan lain
lackai€ GPIP
3 [Ketua Tim mempersiapkan Konsep Sural Tugas Penjaminan Kualilas Sislem Pengendalian Intem 1) Program Kadja Panjaminan Kuafitas 2hari  [Konsep SPT Penjaminan
Pemerintah {SPIP} dengan menyampaikan Konsep SPT kepada PT l_r_l Sistem Pengendalian Intern Pemerinlah Kualitas Sislem Pengendalian
L (SPIF) Intem Pemerntah (SPIP}
2} Dokumen terkait Chyek Kegiatan tertentu
3} Alokasi SDM
1) RAB Operasional Penjaminan Kualitas
Sistem Pengendatian Intem Pemeriniah
SPIP)
5) Pakia Infegiitas
5) Lembar Kendali SPT
2) Dokumen terkait Qbyek Kegialan lertentu
3 Alokasi SOM
4) RAB Operasional Penjaminan Kualitas
Sistem Pengendalian Intem Pementah
(SPIP)
5) Pakta Infegritas
6} Lembar Kendali SPT
4 {PT metakukan evaluasi alas Kansep SPT yang disampaikan cleh KT 1} Program Kerja Penjaminzn Kualitas Than  |Kansep SPT Penjaminan
a Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaikifrevisi sesuai catalan PT Sistern Pengendafian Intam Pemerintah Kualilas Sistem Pengendalian
; T 4
b Apabila telah sesual, maka PT melakukan paral sera pada lembar kendali penugasan untuk dileruskan « SPIFY Intem Pemesinlah {SPIP)
kepada Irban <> 2) Dokumen terkait Obyek Kegiatan tertentu
t 3} Alakasi SDM
4)RAB Operasicnal Penjaminan Kualftas
T 5) Pakla Inlegrilas
6) Lembar Kendali SPT
§ |Itban mefakwkan evaluasi kendali muty konsep SPT yang disampaikan PT, 1) Konsep SPT; 1 hari
2. Apabila masih terdapat ketkiaksesuaian program kerja Penjaminar Kualilas Sislem Peagendatian nlem + 2) Lembar Kendali penugasan
Pemerintah (SFIP_):_{i‘I@_mhalikan kepada PT untuk direvisi sesuai dengan calalar Iiban selaku Wakil Y 2) Lembar Kendali penugasan




=

Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi adminisirasi alas kecukupan dokumen
dalam penarbilan SPT

5 Apabila masih lerdapat kekurangan atau koreksi alas adminisirasi penerbilan SPT, maka dikembalikan
Kepada Irban Terkail untuk diperbaiki

h. Apabila lelah sesual diteruskan kepada Sekretaris

1) Konsep SPT;

2} Lembar Xendazli penugasan

120 menit

Koreksi SPT dan/atau paraf
perselujuan lembar kendali

-~

Seksetaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi penerbilan SPT serla Tujuan dan ruang linglwp
sehagaimana lercanlum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil eleh Inspektur

. Apabila masih lerdapat kelidaksesuaian dan / alau kereksi administrasi, maka dikembalikan kepada
Subbag Pregram, Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke Iban terkait dengan melakukan perbaikan
b. Apabila lelah sesuai, diferuskan kepada Inspektur unluk direvir dan penandatanganan SPT

1} Konsep SPT;

2} Lembar ¥endali penugasan

1 had

Koreksi SPT dan/atau paraf
persetujuar lembar kendali

o

Inspektur melakukan reviu kendali mufu atas kensep SPT yang telah disusun oleh Tim yang ditugaskan.

a. Apabhila lerdapal kereksi atas program kerja Penjaminan Kualitas Sistem Pengenaalian Inlem
Pemerintah [SPIF dan/atau substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekrelaris unluk dileruskan ke
Irban terkait dengan dilakukan koreks:

b. Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendalangani SPT, dengan dikembalikan kepada Sekrelaris unluk
ilakukan distribusi kepada Iban/Tim terkail penugasan dan penatausahaan SPT yang telah lerbit

1} Konsep SPT;

7) Lembar Kendal penugasan

1 han

Kareksi SPT dan/atau
jal SPT

TAHAP PELAKSANAAN

w

Irban selaku WP mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk meizkukan kornunikast kepada Anggota
Tim dengan pemah b alas pemah, alur proses,waktu penugasan,ruang lingkup, objek
[penjaminan kualilas serla program kerja Penjaminan Kualilas Sistem Pengendalian Inlem Pemerintah

F Y

(SPIP} yang akan dilaksanakan betdasarkan SPT terbit.

1) SPT;

2) Dokurnen terkail Menilering dan Evaluasi
Sislem Pengendalian Intem Pemerintah

1 hari

Disposisi,

PT mefaporkan kepada irban, bahwa lim telah siap melaksanakan penugasan, yang salanjuinya ihan)
menginstruksikan kepada PT dan KT melakukan komunikasi dengan Perangkat Daerah uniuk pelaksanaan
Entry Meeting

SPT

30 menit

Komuikasi lisan.

Tim melakukan entry meeting dengan Perangkat Daerzh dengan menyampaikan tujuan dan mang linghup)
Penjaminan Kualilas Sislem Pengendalian Inlern Pemerintah (SPIP)

SPT

1 had

Komurikasi Tim bersama OPD

=

Tim Penjamin Kealitas melaksanakan pengumpulan dan pengujian bukli pendukung penilaian maturitas)
penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu afau kombinasi
dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan perlimbangan profesional. Teknik pengumpulan bukld
meliputi tapi Gdak terbatas pada wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

a. Langkah PX unluk kompenen penetapan fujuan adalah sebagai berikuk
- Dapatkan draf Laporan Hasil Penilaian Mandini {LHPM), kerias kerja penilaian penelapan tujuan {KK]
1. H/KK 1.2 dan KK 2}, serta data dukung kedas kerja tersebut
. Lakukan validasi dengan menguji pefaksanaan langkah kesja pada proses PM, lermasuk substansy
pengujian yang dilakukan, dan uangkan

- Perbaiki draf LHPM sesuai basil penjaminan kualitas.

b. Langkah PK unluk komposen struktur dan proses adalah sebagai benkut

|- Dapalkan draf LHPM, kertas kerja penilaian struktur dan proses (KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4},
Iserla data dukung kerfas kerja tersebut;

- Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada prases penilaian mandii, fermasul
substansi pengujian yang ditakukan, dan luangkan pada KK Lead |;
- Perbaiki draé LHPM sesual hasil penjaminan kualilas;

. Langkah PK untuk seliap lujuan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berkut

- Dapalkan drafl LHPM, kerias keria penilaian pencapaiaa tujuan (KK 5.5, KK 6.2, KK 6, KK 7, dan KK 8},
serta dala dukung kertas kenja tersebul,

- Lakulan validasi dengan menggji pelaksanaan Jangkah Xerja pada proses peniigian mandi, termasukd
subslansi pangujtan yang dilakukan, dan teangkan pada KK Lead §;

- Perbaiki draf LHPM sesuai hasil penjaminan ualitas;

SPT

(KKPK-AT)

Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggola

KKPK-AT)

Kartas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota

KKPK-AT)

Karias Kerja Penjaminan Kualilas Anggola

Sesuat
dengan hari
pengawasan

di dalam

PKPT

Kertas Kerja Penjaminan
Kualitas Anggola [KKPK-AT)

Kertas Kerja Penjaminan
Kualitas Anggola (KKPK-AT)

Kertas Kerja Penjaminan
Kualitas Anggola (KKPK-AT)

Kertas Kerja Penjaminan
Kualitas Anggola (lKPK-AT)

|Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis dapat mefakukan Penalit nilai maturitas penyelenggaraan|
SPIP jika terdapal pengendalian yang dilaksanakan aleh Pemeriniah Daerah belum efekdif.

a. Apabila terdapat ketidzksesuaian KK dengan Program Kerja Penjaminan Kuaiitas Sistemn Pengendalian
Intern Pemeqintah (SPIPY, maka dikembalikan kepada AT uniuk dilakukan perbaikan sesuai calalan K7




14 [KT melakukan reviu kesesuaian pelaksanaan Penjaminan Kuaiilas Sistem Pengendalian Inlem Pemerinlah 1} SPT Maksimal 3 [Kertas Kerja Penjaminan
(SPIP) sesuai program kerja yang telah ditetapkan har sebefum  |Kuglitas Anggola (KKPK-AT)
a. Apabila terlapat kelidaksesuaian KK dengan Program Kerja Penjaminan Kualitas Sislem Pengendaiian penugasan  [yang lelsh direviu eleh KT
Intem Pemerintzh {SPIP), maka dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai catalan KT herakhir
b. Apabila lelah sesuai,maka KT membual Kedas Keta dan/alau catatan alas KK AT yang lelah sesuaf
lyang memual memuat kecukupan infarmasi untuk dilandatangani dan diserahkan kepada PT i

2) Dokuemen terkait Penjaminan Kualitas
3) Kartas Karja P Kualitas Anggola

15 |PT melakukan reviu terhadap KK AT yang lelah diveviu oleh KT uniuk melihat kesasuian subsiansi alas 1) SPT Maksimal 1 [Kerfas Kerja Penjaminan
hasil penilaian mandirt dan rang lingkup panugasan yang (elah ditalapkan 2) Dokumen lerkait Penjaminan Kualilas hari sebelum |Kualitas Anggota (KKPK-

a. Apabila telah sesuai, maka T dan KT bersama-sama melakukan penyusunan konsep Laperan Hasil "\T Sistem Pengendalian Inlem Pemerintah penugasan [AT)yang lefah di reviu alzh KT
[Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) termasuk memmuskan Area of < N (SPIP} berakhir  [dan PT
improvement (Aol), riomendasi parbaikan, dan rmrcana aksi untuk menindaklanjutinga / 3) Kentas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota
b. Apabifa lerdapal ketidaksesuaian KK dengan Program Kerja Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian (KKPK-AT) yang telah di reviu aleh KT Konsep Laperan Hasil
Intem Pemedinlah (SPIP), maka dikembaiikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama-sama Penjaminan Kualitas Sistem
dengan AT Pengendaian Intem

2} Dokumen lerkait Penjaminan Kualias Pemerintah (SPIP)

Sislern Pengendalian Inlem Py ah

3} Kertas Kerja Penjaminan Kuaiilas Anggola

[KEPK-AT) yang telah di reviu oleh KT

16 [Tim Panjamin Kualitas melakukan penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengandalian Intem Berita Acara Hasil Pembahasan Penjaminan | Maksimal 3 [Drafl Final Laporan Hasil
Pemerintah {SPIP) %epada Tm Penilai Mandiri untuk dijadixan bahan pecbaikan draft Laporan Hasil *,-I Kualitas Sistem Pengendalian Inlem har sebelum [Pembahasan Penjaminan
Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian intem Pemeriotah (SPIP) dan dituangkan dalam Berita Acara Permerinlzh (SPIP) penugasan [Kualitas Sitem Pengendalian
Hasil Pembahasan berakhir  [Intem Pemerintah (SPIP)
TAHAP PELAPORAN

17 [KT menyusun draf Konsap Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sislem Pengendalian Inlem Pemerintah 1) Catatan Hasil Pembahasan Penjaminan 2 hari Konsep Laporan Hasil
[SPIP) dan diserahkan kepada PT untuk dimviu » Kualitas Sistem Pengendaliar Inlem Penjaminan Kualitas Sistem

T Pemerintah (SPIP) ; Pengendalian Infem
2) Tanggapan Audili atas Notisi Catatan Hasil Pemerintah (SFIP)
[Pembahasan Penjaminan Kualtas Sislem
Pengendalian Intem Pemerinlah {SPIP)

18 |PT melakukan reviu atas Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualilas Sistem Pengendalian Intem . {onsep Laporan Hasil Pembahasan 1 hart Kansep Laporan Hasil

[Pemeiinlah {SPIP} yang disampaikan oleht KT ¥ Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Penjaminan Kualitas Sistem

- — — - _<\_I lntem Pemerinlah {SPIP) Pengendalian (niem
a) Apabila terdapal koreksi, sikembaiikan kapada KT untuk diperbaikifresisi sesuai catatan PT v Pemenntah {SPIP) yang telah
b} Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sister) v diavaluasi clsh T
Pengendalian Intern Pemerintah {SPIP) dimaksud kepada Itban unluk dilakukan evaluasi T

19 {lrban selaky WPJ) melakukan evaluasi alas Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kuaitas Sistem) Konsep Laparan Hasi! Pembahasan 1 hari Kansep Laporan Hasil
Pengendalian Intern Pemerinizh {SPIP) yang lelah disusun eleh KT dan PT / Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Pembahasan Penjaminan
a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim untuk diparbaikifrevisi sesuai calatan iban TN Iniem Pemerinlah (SPIF} Kualitas Sislem Pengendafian
b) Apabila telah sesuai, maka konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Inlem ¥ {2:;1" df’:v:‘leu Tl.a;éﬁsr‘:i yang
Pamerinlah (SPIP} difanjulkan untuk dibshas dalam forum ekspose =t "

20 |Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualilas Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIF} disampaikan 1} Kensep Laporan Hasil Pembahasan hasil 3 han [1) Berita Acara Ekspose
dalam forum ekspose aleh Tim dengan jadwal pamaparan yang disusun ofeh Sub Bagian Evaluasi dan Fenjaminan Kualias Sistem Pengendalian 2} Konsep Laporan Hasil
Pemuttakhiran sekaligus dilakukan kareksi administrasi Intern Pemeriatah (SPIPY; Pembahasan Penjaminan

2) Berila Acara Hasil Konfimasi juatias Sislern :e[g‘g?a“a"
ntem Femenntal a
a) Apahila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan cleh Tim 1) Dokumen terkait Hasil Pembahasan hasil elah melaiui ekspose nte!:;:;;
b) Apabila lidak ada koreksi signifikan, maka konsep Hasil Penjaminan Kualitas Sislem Pengendalian
Islem P [SPIP) disampaikan kepada Sekretari T l"
¥




tariat melakukan p penggandaan, pengarsizpan dan

|ditandatangani oleh Inspeklur,

dan pihak ferkait.

distribusi LaperanHasil Penjaminan Kualilas Sistem Pengendalfan Inlem Pemenintah {SPIP) kepada Audil

Sistem Pengendalian Inlem Pemerintah
[SPIP) yang lelah dilandatangani

21 {Sekretars melakukan reviu kemball konsep Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intem 1} Konsep Laparan Hasil Pembahasan 1hari  |Kensep Laporan Hasil
Pemeiintah (SPIP) yang lelah dilakukan ekspose; -+ Penjaminar: Kualilas Sistem Pengendalian Pembaftasan hasil Penjaminan
/ Intem Pemerintah (SPIF) yang telah melalui Kualitas Sistern Pengendalian
shspose intemal ; Intem Pemernintah (SPIP} reviu
- - " . - - - 7 - Sekrelais
a) Apahila masih lemdapat ketidaksesuaian dan ¢ alau Yoreksi, maka dikembalikan kepada Subhag Evaluasi 2) Berila Acara Ekspose
[dan Pesulakhiran uniuk dileruskan ke Tiban terkait dengan melakukan perbaikan;
b) Apahila telah sesuai, dileruskan kepada Inspektur unluk penandatanganan konsep Laporan Hasil
Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Inlem Pemeriniah (SPIF) T
22 [Inspeklur sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mutu dan menandatangani konsep Konzep Laporan Hasil Pembahasan hasil 1 hari Laporan Hasil Pembzhasan
‘ ; : Vs
Laporan Hasll Penjaminan Kualilas Sislem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) . Apabila terdapat »- > Penjaminan Kualilas Sistem Pengendalian Penjaminan Kualilas Sistemn
koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada Sekretaris uniuk diteruskan ke Irban \ Intam Pemeririah (SPIP} reviu Sekrelanis Pengendalian Intem
Pemerintah (SPIP} yang telah
23 [Techadap Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sislem Pengendatizn Inlem Pemerintah (SPIP) yang telah Hasil Pembahasan hasil Panjaminan Kuaiilas 1hai  |Penerbitan Laporan Hasil

Pembahasan hasil Penjaminan
Kualilas Sislem Pengendalian
Intem Pemerinlah (SPIP)




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SOP 20.\5 / ¥ 00. D%
Tgl. Pembuatan | 2. AP 9024
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

INSPEKTORAT
NIP. 19741221998111001
|
Nama SOP Penilaian Mandiri SAKIP

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai vang memahami alur

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah proses bisnis penilaian mandiri SAKIP,

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- | 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan

Undang Nomor 9 Tazhun 2015 tentang daerah;

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun | 3. Memiliki kemampuan analisis;

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Mampu memaharmi ketentuan peraturan perundang-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Alcuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pernerintah;

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

undangan terkait.

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. S8SOP Distribusi LHP/SHP 2. Recorder
3. S0P Pengarsipan 3. Dokumen Bukti Penilaian Mandiri SAKIP
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan 4. BA Notisi Hasil Penilaian Mandiri SAKIP (NH PM
Tindak Lanjut. SAKIP)
5. BA Hasil Ekspose
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan

terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART PENILAIAN MANDIRI SAKIP

Pelaksana Mutu Baku
. - - Keterangan
No. Uraian Prosedur Tim . Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
Irban Bidang Inspekiur
PT KT AT Umum PPK Evlap
TAHAP PERENCANAAN
1 [Sekretaris inspektorat memenintahkan Kepala Subbag PPK untuk PKPT / Periniah 1 Hari Disposisi
melakukan komunikasi dengan Inspekiur Pembanlu dan Pengendali insidentil tnspektur penyusunan Tim
Teknis (PT) untuk dilakukan penilaian mandin SAKIP yang telah ( rhl \ /T ( ) Penugasan
direncanakan datam PKPT Tahun berjalan
2 {Pengendali Teknis memerintahkan Kalua Tim unluk menyusun konsep Drat ST dan 60 menit  |Drat ST dan
Surat Tugas dan Program Kerja Penitaian Mandii SAKIP seria Rincian N Program Kerja Program Kerja
Anggaran Biaya (RAB) 1 J Peniaian Mandiri Penilaian Mandiri
" |SAKIP SAKIP
3 |Ketua Tim melakukan pembahasan bersama anggota fim untuk Drat ST dan 60 menit  |Drat ST dan
menyusun konsep Surat Tugas dan Program Kerja Penilaian Mandiri '_V Program Kerja Program Kerja
SPIP serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) ‘r‘| I Penilaian Mandii Penitaian Mandiri
SAKIP SAKIP
4 |Pengendali teknis melakukan reviu atas konsep Surat Tugas dan T Dral ST dan 2 jam Drat ST dan
Pregram Kerja Penifaian Mandin SAKIP serta Rincian Anggaran Biaya Pragram Kerja Program Kerja
(RAB) Penilaian Mandiri Penilaian Mandiri
a) apabila lelah sesuai, maka Pengendali Teknis akan meneruskan ke <\4 SAKIP SAKIP terkoreksi
Subbag PPK untuk dilakukan pemaraf serta / Dalnis
b) apabila belum sesuai, maka Pengendali Teknis akar menyampaikan
kembali ke KT untuk ditakukan perbaikan
5 |Pengendali Teknis menyampaikan ke Sekretaris atas konsep Surat Drat 5T dan Smenit  [ST dan Program
Tugas dan Program Kerja Penilaian Mandiri SAKIP serta Rincian —1 Pragram Kerja Werja Penilaian
Anggaran Biaya (RAB) > [ Penilaian Mandir Mandiri SAKIP
SAKIP draft final
6 (inspektur menandatangi ST dan Program Kerna Penilaian Mandin SAKIP Drat ST dan Smenit  [ST dan Program
serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) |:":| Program Kerja iKerja Penilaian
Penilaian Mandiri Mandirf SAKIP
SAKIP final
TAHAP PELAKSANAAN
1 |irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk ST dan Program 20 menit  {Pemahaman Tim
melakukan komunikasi kepada Anggota Tim dengan pemahaman |__| la Kerja Penilaian ruang lingkup dan
hersama atas bisnis proses penilaian mandiri SAKIP serta program kerja [ Mandiri SAKIP tujuan penilaian
Raviu yang akan dilaksanakan berdasarkan SPT terbit. mandiri SAKIP
2 Tim melakukan entry meeting dengan Subbag PPK dengan ST dan Program 20 menit  |Pemahaman Tim
menyampaikan tajuan dan ruang lingkup Penitaian Mandii SAKIP N ] Ketfa Penilaian ruang lingkup dan
g - Mandiri SAKIP tujuan penilaian

mandiri SAKIP




Pelaksana Mutu Baku
: Keterangan
No. Uraian Prosedur Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
Irban Bidang Inspehtur
PT KT AT Umum PEK Evlap
3 |Subbag PPK menyiapkan dokumen dan menyampatkan kepada Tim Dokumen: 2 had Dokumen
Penitaian Mandii SAKIP yang dipertukan dalam rangka penilaian pendukung evaluasi pendukung
mandiri SAKIP SAKIP evaluasi SAKIP
4 |Tim Penilzian Mandiri SAKIP melaksanakan pengumpulan, penguijian, Kerlas Kerja 10 hari Kertas Kerja
dan menganalisis bukti dokumen untuk I_I L‘I‘ Evaluasi Evaluasi
T
5  |Ketua Tim melakukan reviu atas Kertas Kerja Penilaian Mandiri SAKIP v Kerlas Kerja 1 hari Kertas Kerja
a) apabila telah sesual, maka KT akan meneruskan ke PT untuk / Y Evaluasi Evaluasi
dilakukan reviu secara berjenjang \
b) apabila belum sesuai, KT akan mengembalikan ke AT unluk dilakukan T
perbaikan sesuai reviu KT
6 |Pengendali Teknis melakukan reviu atas Kertas Kerja Penilaian Mandiri v Kertas Kerja 1 han Kerlas Kerja
SAKIP Y Evalvasi Evaluasi
a) apahila te!ah sesuai, Pengendali Teknis akan memerintahkan KT
untuk menyusun laporan
b) apabila belum sesuai, PT akan mengembalikan ke YT untuk dilakikan
perbaikan
TAHAP PELAPORAN
7 |Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP ¥ draft Laporan Hasil 3 hari draft Laporan
J_:l Penilaian Mandiri Hasil Penilaian
. L Mandiri terkoreksi
8 |Pengendali Teknis metakukan reviu konsep Laporan Hasll Peailaian draft Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
Mandiri SAKIP "\ y Penilaian Mandiri Hasit Penilaian
a) apabila lelah sesuai, PT meneruskan ke Sekretaris untuk dilzkukan - Mandir terkoreksi
proses pemaraf serta </
b} apabila belum sesuai, maka PT mengembalikan kepada KT untuk
dilakukan perbaikan sesuai hasil reviu
9 [Sekretarfal menerima konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP v draft Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
dan memberikan tanggapanflambahan dokumen pendukung dalam I:j Peniaian Mandiri Hask Penilaian
rangka pemenuhan penilaian mandiri SAKIP Mandiri terkoreksl
10 [Ketua tim melakukan reviu dan perbaikan atas fanggapan/tambahan draft Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
dokumen pendukung penilaian mandiri SAKIP dan melakukan perbaikan I l¢ Penilaian Mandiri Hasil Penilaian
Yonsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP LI terkoreksi Mandin terkoreksi

Sekretaris




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No. Uraian Presedur Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
Irban Bidang Inspekiur
PIT KT AT Umum PPK Evlap
11 |Pengendali Teknis melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Penflaian drait Laporan Hasil 1 hani drait Laporan
Mandiri SAKIP Penilaian Mandiri Hasil Penilaian
a} apabifa telah sesuai, PT meneruskan ke Irban Bidang uniuk dilakukan terkoreksi Mandiri SAKIP
koreksilperbaikan Sekretaris terkoreksi
b} apabila belum sesuai, PT mengembalikan ke KT untuk dilakukan
perbaikan sesuai hasil reviu PT Y
12  tIrban menerima dan melakukan koreksi atas konsep Laporan Hasl draft Laporan Hasil 1 hari draft Lapcran
Penilaian Mandiri SAKIP )4 Penilaian Mandiri Hasi Penilaian
a) apabila telah sesuai, Irban meneruskan ke Tim / terkoreksi Mandirl SAKIF
Sekretaris terkoreks?
13 {Tim Penilaian Mandiri SAKIP melakukan perbaikan konsep Laporan ¢ draft Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
Hasil Penilaian Mandiri SAKIP final Penilaian Mandiri Hasil Penilaian
C v terkoreksi Mandiri SAKIP
Sekretaris terkoreksi
14 |Sekretaris melakukan perbaikan danfatau pemaral serta alas konsep ‘\ graft Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
L aporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP / Penilaian Mandir Hasil Penifaian
\ / {erkoreksi Mandiri SAKIP
¥ Sekretaris terkoreksi
15 [Inspektur melakukan perbaikan dan/atau menandatangani konsep drafi Laporan Hasil 1 hari draft Laporan
Laporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP T / Penilaian Mandiri Hasil Panilatan
terkoreksi Mandiri SAKIP
Sekretaris terkoreksi
16 |Subbag Umum mendisirbusikan dan mengarsipkan Laporan Hasil Laporan Hasil 1 hani Laporan Hasil

Penilaian Mandiri SAKIP

Penilatan Mandir
SAKIP

Penilaian Mandiri
SAKIP




Nomer SOP 20. 6/ . 00-03Z
Tgl.
Pembuatan 2 Are- QOQA‘
Tgl. Revisi
Tgl.
Pengesahan
Disahkan Inspektur Provinsi
Oleh . Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
NIP. 19%61221998111001
Nama SOP P(_enilaiaq Mandiri Reformasi
Birckrasi

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai vang memahami alur
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan proses pengelolaan Keuangan Daerah;
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Mengetahui prosedur dan proses bisnis evaluasi

2. Peraturan Pemernniah Nomor 8 Tahun 2006 reformasi birokrasi;
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | 3. Memiliki kemampuan analisis;

Instansi Pemerintah; 4. Mampu memahami ketentuan peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 perundang-undangan terkait.
tentang Sistern Pengendalian Intern Pemerintah,;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun
2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor
57 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

8. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. S0P Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print

2. SOP Distribusi LHP/SHP 2. Recorder

3. S0P Pengarsipan 3. Dokumen Bukti Evaluasi Reformasi Birokrasi

4. S0P Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan 4. BA Notisi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tindak Lanjut. 5. BA Hasil Ekspose

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan

terganggu,




FLOWCHART EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Gutput
No. Uraian Prosedur Irban Bldang / .
Pengendali Ketua Tim {KT) Anggota Tim Wilayah Sekretaris Pe|:mfrr:,:“éan Evaluasidan | Inspektur Auditl
Teknis {PT) (AT} P Pemutakhiran
Keuangan
TAHAP PERENCANAAN
1 |inspektur Pembanlu {Irban) Bidang / Wilayah melakukan komunikasi PKPT / Periniah 20 menit  |Disposisi
dengan Pengendali Teknis (PT) alas lejuan dan ruang lingkup Evaiuast Yy insidentil Inspektur penyusunan Tim
Reformasi Birckrasi yang lelah direncanakan dalam PKPT Tahun \ /T { ) Penugasan
berjalan dan/atau adanya penugasan insidentil dari Inspeklus
2 |Pengendali Teknis menyusun konsep Program Kerja Evaluasi 1) Risk Register 2hari  |konsep Program
Relormasi Birokrasi alas aspek kegialan tertentu dan terkait kegiatan Kerja Evaluasi
mengkomunikasikan kepada Ketua Tim {KT} terkait pemahaman alur yang zhan Reformasi Birokrasi
proses area Evaluasi Reformasi Birokrasi, idenlifikasi fisiko, rencana dilakukan Evaluasi
pengujian efektivilas pengendalian kunci, penyusunan program kerja, ¥ Reformasi Birokrasi
alohasi SOM dan biaya aperasional yang dibutuhkzn | |
2) Dekumen lerkail
QObyek Kegialan
terteniu yang
menjadi sasaran
Penilaian Mandin
3 |KT mempersiapkan konsep Konsep Surat Tugas Evaluasi Reformasi 1) Program Kerja 1 har konsap SPT Evaluasi

Birckrasi dengan menyampaikan Konsep SPT kepada PT

[ 1.
L

Evaluasi Reformasi
Bimokrasi

2} Dokumen terkait
Obyek Kegiatan
terlertu

3) Alokasi ST

4) RAB Operasional
Evaluasi Reformasi
Birokras?

5) Pakla Integrilas

6} Lembar Kendali
SPT

Reformasi Birokrasi




Pelaksana Mutu Baku
- Keterangan
Tim Sekratariat Kelengkapan Wakiu Output
No. Uraian Prosedur Irban Bidang -
Pengendali Ketua Tim (KT) Anggota Tim Wilayah Selretaris Pell:rog::&an Evaluasi dan Inspektur Auditi
Teknis {PT) (AT) P Pemutakhiran
Keuangan
4 |PT melakukan avaluasi atas Kansep SPT yang disampaikan oleh K7 1) Program Kerja thari  |konsep SPT Evaluasi
a) Apabila lerdapat koreksi, dikembalikan kepada KT unfuk Evaluasi Relcrmasi Reformasi Birokrasi
diperbaikifrevisi sesuai catatan FT Birokrasi
n} Apabila lelah sesuai, maka PT melakukan paraf serla pada lembar
endali penugasan uniuk diteruskan kepada itban
2) Dokumen lerkait
Obyek Kegiatan
terientu
3} Alokasi SDM
4) RAB Operasional
Evalyasi Reformasi
Birokrasi
5} Pakla Infegritas
6} Lembar Kendali
SPT
5 [Irban melakukan evaluasi kendati mutu konsep SPT yang disampaikan 1} Kensep SPT; 1hari  |Koreksi SPT
PT dan/atau paraf
a) Apabila masih terdapat ketidaksesuatan program kerja Evaluasi ¥ '\ " dokumen terkait
. L ' - . 2} Lembar kendali ;
Refomasi Birokrash, dikembalikan kepada PT untuk direvisi sesuai T~ . unluk dileruskan
) penugasan;
dengan catatan Irban selaku Wekil Penanggung Jawab Penugasan
1) Apabila Telzh sesuai, diteruskan kepada Sekretaral melalui Sub ¥
Bagian Program, Pelaporan dan Kauangan
6 |Subkag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi b 1) Kensep SPT,; 120 menit  {Korekst SPT
adminislrasi alas kecukupan dekumen dafam penerbilan SPT / \ 1 dan/atau paraf
a) Apat?ila masih 1erdapalt kekurgngan alau korekst atas a_ldministrasi \ / 2) Lombar kendal perseltlljuan lembar
penechitan SPT, maka dikembalikan Kepada Itban Terkail unluk i nenugasan: kendali
dipsrbaiki '
b} Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekretaris Y




Pelaksana Mutu Baku
- Keterangan
Tim Sekretarfat Kelengkapan Waktu Output
Na, Uraian Prosedur Irban Bidang / .
Pangendali Ketua Tim (T) Anggota Tim Wilayah o Sekretaris PeIF.; :i_r::&m Evaluasidan | Inspektur Auditi
Teknis (PT} AT) Keuangan Pemutakhiran

7 [Sekretaris merevia kembali atas kelengkapan adminislrasi penerbilan 1) Konsep SPT; 1 har Koreksi SPT
SPT serta Tujuan dan uang lingkup sebagaimana tercanium dalam dan/atau paraf
PKPT dan atau disposisi penugasan insidenlil cleh Inspekiur 2) Lembar kendaii perselujuan lembar
a} Apabila masih lerdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi penugasan; kendali
administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pefaperan
dan Keuangan unluk dileruskan ke lizan lerkait dengan melakukan
perbaikan;
b) Apabila tefah sesuai, dileruskan kepada Inspekiur untuk direviu dan
penandatanganan SPT v

8 [Inspeklur melakukan reviu kendali mulu aias konsep SPT yang tefah 1} Konsep SPT; 1 hari Koreksi SPT
disusun oleh Tim yang difugaskan. dan/alau
a) Apabila terdapat koreksi alas program kerja Evaluasi Relormasi penandalanganan
Birokrasi dan/atau substansi lainnya, maka dikembalikan kepada T SPT
Sekretaris unluk diteruskan ke Irban terkaif dengan ditakukan koreksi /
b)  Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendalangani SPT, dengan > 2} Lembar kendai
dikembalikan kepada Sekelaris unluk dilakukan distribusi kepada penugasan;
Ithan/Tim lerkail penugasan dan penatausahaan SPT yang telah terbit
TAHAP PELAKSANAAN

9 |wban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT unlul 1) SPT, 1hari  [Disposisi.
melakukan komunikasi kepada Anrggota Tim dengan pemahama:l :|¢ 2) Dokumen terkail
bersama alas bisnis proses, area risiko serta program kerja Evaluasi l I le Evaluasi Reformasi
Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan berdasarkan SPT terbit. E LI Birokrasi

10 |PT melaporkan kepada Iban, bahwa {im kelah sfap melaksanakan j SPT 30 merit  |Komunikasi lisan.
penugasan, yang selanjuinya irban menginstruksikan kepada PT dan KT| il
melakukan komunikasi dengan OPO untuk pelaksanaan Enlry Meeling

11 |Tim melakukan entry meeting dengan OPD dengan menyampaikan h SPT 1 har Komunikasi Tim
tujran dan ruang lingkup Evaluasi Reformasi Birokasi [ I bersamz OPC

I




Pelaksana Mutu Baku
; . Keterangan
Tim Sekretarial Kelengkapan Waktu Output
Ne. Uraian Prosedur Irban Bidang / "
Pengendall |y o1y Tim ery] An99OLATIM | Wilayah | gopcretari polapopan dan | Evéluasidan | nspektor | Audld
Teknis (PT) A1) Skretaris P Pemutakhiran
Keuangan
12 Tim audil mefaksanakan pangumpulan data, pengujian, dan 1} SPT Sesuai KKM
menganalisis data kegiatan terkait unluk menyusun hasii Evaluasi \‘ dengan hari
Reformasi Birgkrasi dan usulan rekomendasi yang diluangkan dalam >|| LI“' d,] | 2} Cokumen lerkail| pengawasan
Kertas Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi {KKM) uniuk selanjulnya Evaluast Reformasi | dalain PKPT
diserahkan kepada KT unluk dilakukan evaluasi Birokrasi
3) Berita Acara
Hasil Evaluasi
Reformasi Birokrasi
13 [KT melakukan evaluasi atas signifikansi kesesugian pelaksanaan T 11 SPT Maksimal 3 { KKM AT danfalau
kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai program kerja Evaiuasi Y o Dok o hari sebelum | penyusunan Kertas
Reformasi Birokrasi yang ditetapkan E) | N UEEF e a.| penugasan | Kera Evgluasi alas
a) Apabila terdapat kelidaksesuaian KKM dengan Program Kerja B.va ;' ast Re CMES  berakhic | KKM AT yang {elah
Evaluasi Reformas: Birokrasi, maka dikembaikan xepada AT untui Iranrasl direviuidikorsksi KT
dilakukan perbaikan sesuai catalan KT dan PT
b) Apabila lelah sesuaimaka KT membuat Kertas Kerja dan/alau 3) Serita Acara
calalan atas KKM AT yang lelah sesuai dan memuat kecukupan Hasil Evaluasi
informasi untuk ditandatangani dan diserahkan kepada PT Relormass Birokrasi
4] KKMAT
5} KKEKT
14 |PT melakukan evaluasi atas KKM AT dan veviu KT terhadap kecukupan 1} SPT Maksimal 4 | Koreksi atas KKE KT
penyajian sesuai Program kerfa yang diletapkan ‘L 7) Dokumen lerkail hari sebelum | dan KKM AT dan/
@} Apabila felah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama melakukan \ Evaluasi Reformasi | PEnugasan | alau penyusunan
penyusunan kensep Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birckrasi yang / Birokrasi berakhir konsep laparan
ditandatangani oleh Irban dan dipaparkan ! ekspese kepada Pimginan Evaiuasi Reformasi
Unit Kerja (OPD) untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi awal Birokrasi
iemuan, sekaligus melakukan Exit Permit 3) Berita Acara
n)  Apabila terdapal ketidaksesuaian XKM dengan Program Kerja Hasil Evaluasi
Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka dikembabkan kepada KT unluk Reformasi Biroksasi
ditakukan perbaikan bersama-sama dengan AT
1) KKMAT
TAHAP PELAPORAN
15  [Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi menerima hasil tanggapan dari OPD, Tanggapan atas than  |kensep laporan
dan melakukan pembahasan intemal baik materi lemuan maupun hal- h 4 kansep laporan monitorng dan
| hasil Evaluasi levalirasi

hal yang menyangkul penyelesaiannya

Relormasi Birokrasi




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelenghapan Waktu Output
No. Uraian Presedur Irban Bidang ! .
Pengendali Ketua Tim (KT) Anggota Tim Wilayah ’ Sekretaris PelF; ‘:i?nméan Evaluasidan | Inspekiur Auditl
Teknis {PT) (AT) Keuangan Pemutakhiran
16 |konsep Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrast disampakan dalam 1) konsep Laporan 1 hari kensep Lagoran
forum ekspose cleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan jadwal ¥ Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evaiuasi dan Pelaporan T Reformasi Birokrasi; Reformasi Birokrasi
a) Apabila terdapat kereksi, maka dilakukan perbaikan cleh Tim P yang lelak diperbaiki
Penilaian Mandisi \ / -
b) Apabila telah sesuai antara konsep Laporan Hasil Evaluasi Reformasi T
Birokrasi dengan Program Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi maupun 2) BAekspose
substansi lainnya, maka kepada Inspektur uniuk ditakukan
pendalanganan
17 |Inspektur melzkukan koreksi atas Lapporan Hasil Peniiaian Mandiri SPIP Kaonsep Laporan 1hari  |Korsep Laparan Hasi
/> Hasi Penifaian Penilaian Mandii
r\ Mandin SPIF SPIP Terinlegrasi
Terinlegrasi lerkoreksi
18 |inspekiur mevampaikan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Konsep Laporan 1hari  |Penerbitan Laporan
yang lelah ditandalangani kepada Sekrelaria unluk ditakukan Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
penalausahaan,penggandaan, Pengarsiapan dan distribusi Laporan) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
+lasil Monilering kepada Gubemur dan OPO. vang tefah melalui yang telah

ekspose intemal

dilandatangani




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

INSPEKTORAT

Nomor SOP

20.1F/ H--00-02

Tgl. Pembuatan

2 APHL 2024

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

NIP. 197¢#1221998111001

Nama SOP

Penilaian Mandiri Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi

DASAR HUKUM:

KUALIFTKASI PELAKSANA:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengparaan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinera
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Badan Pengawasan Keu&ngan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas
Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah
Berbasis Akmal;

Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Dear.

Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.

2.

3.

Auditor/P2UPD/Pegawai  yang memahami alur
proses pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengetahui prosedur administrasi
daerah;

Memiliki kemampuan analisis;
Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.

pemerintahan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP

Komputer/Printer/Kertas Print

1.
2. S0P Distribusi LHP/SHP 2. Recorder
3. SOP Pengarsipan 3. Dokumen Bukti Reviu
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan 4. BA Notisi Hasil Reviu (NHA)
Tindak Lanjut. 5. BA Hasil Ekspose
PERINGATAN: FENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

Pelaksana Mutu Baku
- Keterangan
Tim Sakretarfat Kelengkapan Waktu Ouiput
No. Uraian Prasedur i Irban Bidang / Inspektur Audlt
. . . A ta Til , , i
Pengendali Teknis {PTY Ketua Tim {(KT) ngg(;:Ta, " Wilayah Sekretaris Pn:igar: IEEE::‘ZT:M ]E :I:Lut:i'h?::n
TAHAP PERENCANAAN
1 {Inspaktur Pembantu {Irban) Bidang / Wilayah metakukan komunikasi PKPT / Perintah insidentit | 20 menit  |Disposisi
dengan Pengendall Teknis (PT) atas lvjwan dan nuang lingkup Penilaian ‘aumnY Inspekiur penyusunan Tim
Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemeriniah (SPIF} yang lefah \ i ( ) Penugasan
direncanakan dalam PKPT Tahun berjalan danfalau adanya penugasan
insidenlil dart Inspektur
2 |Pengendafi Teknis menyusun konsep Program Kerja Penilaian Mandiri 1) Risk Regisier lerait 2hari  [kensep Program
Sistem Pengendalian Inlem Pemerintah (SPIP) alas aspek kegialan kegialan yang akan Kerja Penilaian
lerlentu dan mengkomunikasikan kepada Ketwa Tim (KT} terkait dilakukan Penilaian Mandiri Sistam
pemahaman alur proses area Penilaian Mandis Sistem Pangendalian Mangin Sistern Pengendalian Inlera
Inlem Pemernlal [SPIP), identifikasi fistko, rancana pengufian Pengendalian Intem Pemerinlah (SPIP)
efiklivitas pengendalian kunci, penyusunan program kerja, alokasi SDM Y Pemerintah (SPIP)
[dan biaya operasional yang dibuluhkan | I
2) Dokumen terkait
CObyek Kegialan lerteniu
yang menjaci sasaran
Penilaizn Mandic
3 [KT mempersiapkan konsep Kensep Sural Tugas Penitaian Mandini 1) Program Kerja 1 han konsep SPT
Sislem Pengendalian Intem Pemerialah (SPIP) dengan menyampaikan v I_"' Panilaian Mandiri Sistem Penilaian Mandiri
Konsep SPT kepada PT Pengenrdalian Inlem Sistem Pengendatian
L_i% Pemerintah {SPIP) Intem Pemerintan
T (SPIP)
2) Dokumen lerkail Cbyek
Kegiatan tertentu
3) Adokas! SDM
4) RAB Operasional
Penilaian Mandir Sislern
Pengendalian Inlem
Pemeriniah (SPIP)
5) Pakia Inlegritas
B) Lembar Kendali SPT




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekrotariat Kelengkapan Wakiu Qutput
No. Uraian Prosedur Irban Bldang / ’
|m Pel Evaluasi d Inspektur Auditl
Pengendali Teknis (PT) Ketua Tim (KT}, Angg{;::f'; Tim Wilayah Sekretarls “E:r:;u:nzp:nra" P:r::taa ilhlra;
4 [PT meiakukan evaluasi alas Konsep SPT yang disampaikan cleh KT 1) Program Kerja 1 jam kansep SPT
a) Apabita lerdapat koreksi, dikembalikan kepada KT uniuk Penilaian Mandirt Sistem Perilaian Mardiri
diperbaki/revisi sesuai catatan PT Pengepdalian Intern Sistem Pengt‘aﬂda\ian
b} Apabila lelah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada lembar Femerinlah (SPIP) Inlem Pemerintah
kendal penugasan unluk dileruskan kepada Irban (SPIP}
R 2) Dokumen lerkall Obyek
~ Kegiatan tertentu
3) Alokasi SOM
v 4) RAB Operasional
Penilaian Mandir Sistem
Pengendalian Intern
Pemesintah (SPIP)
5) Pakla Integrilas
6) Lembar Kendali SPT
5 [irban melakukan evaiuasi kendali mutu konsep SPT yang disampaikan 1) Konsep 5PT; 1jam  |Koreksi SPT
FT. 2) Lembar kendali danfatau paraf
a) Apabila masih terdapal kelidaksesuaian program kerja Perdlaian \ T penugasan; |dokumen terkait
Mardini Sislem Pengendalian Inlem Pemarintah (SPIP), dikembalikan untuk diteruskan
kepada PT untuk direvisi sesuai dengan cafalan Irban selaku Wakil
Penanggung Jawab Penugasan
b) Apahila Telah sesugl, diteruskan kepada Sekretariat melalui Sub
Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
¥
6 [Subbag Program, Pelaporan dan Xeuangan melakukan evaluasi ¥ 1) Konsep SPT; 120 menil  [Koreksi SPT
adminisirasi atas kecukupan dokumen dalam penerhilan SPT ¥ / dan/atau paraf
a} Apabila masih lerdap?l kekurangan atau koreksi alas e?dminislrasi \\ %) Lembar kendal persehljjuan lembar
penerbilan SPY, maka dikembalikan Kepada Irban Terkail untuk A penugasan; kendali
|diperbaiki
b} Apabila telah sesuai dileruskan kepada Sekrelaris
7 |Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi penerbitan 1) Kensep SPT; 20 menit  [Kereksi SPT
SPT serla Tujuzan dan ruang fingkup sebagaimana tercantum dalam T dan/alau paraf
PKPT dan atau disposisi penugasan insidentl oleh lnspeklue b 4 perselujuan lembar

) Apablla masih terdapat ketidaksesuzian dan / atau koraksi
adminisirasi, maka ditembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan
dan Keuangan unfuk dileruskan ke Iman lerkail dengan melakukan
perbaikan;

b) Apabila lelan sasval, dileruskan kepada Inspektur uniuk diceviu dan
penandatanganan SPT

2) Lembar kendali
penugasan;

kendali




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Ouiput
Na. Uraian Prosedur A T Irban Bidang ° ool Evaluzsi d Inspeidur it
. . . nggota Tim i . rogram, Pelaporan) Evaluasi dan
Pengendalt Teknis {PTY Ketua Tim (XT) Q%\T) Wiiayah Sekretaris | - Keuangan | Pemutakhiran
8 [Inspekiur melakukan revid kendaii mutu atas konsep SPT yang telah 1} Konsep SPT; 20 menit  [Koreksi SPT
disusun oleh Tim yang ditugaskan, dan/fatau
a) Apabila terdapat komksi afas program keria Penilaian Mandir Y 2) Lembar kendal penandatanganan
Sislem Pengendafian Inlem Pemerintah (SPIF) danfatau substansi panugasan, SPT
lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris untuk diteruskan ke Irban
terkait dengan dilakukan korekst
b)  Apabila lelah sesuai, maka Inspektur mendatangani SPT, dengan
dikembalikan kepada Sekretaris untuk difakukan distribusi kepada
Ifan/Tim lerkait penugasan dan penalausahaan SPT yang lelah terbit
TAHAP PELAKSANAAN
9 |irban selaku WPJ mengkemunikasikan kepada PT dan KT untuk 1) SPT; 1hai  |Disposisi.
melakukan komunikasi kepada Anggota Tim dengan pemahaman D——‘
bersama atas bisnis proses, area risiko serla program kerja Penilaian t 2)  Dokumen lerkait
Mandiri Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP} yang akan Penilaian Mandini Sistem
dilaksanakan bergasarkan SPT lerbit. -—I Pengandalian Intem
Pemerintah (SPIP})
10 |PT melaporkan kepada Irban, bahwa lim telah siap melaksanakan| SPT 30 memt  |[Komunikasi fisan,
penugasan, yang selanjulaya irban menginstruksikan kepada PT dan KT
melakukan komunikasi dengan OPD unluk pelaksanaan Enlry Megling
11 |Tim melakukan eniry mesting dengan QOPD dengan menyampaikan 4 SPT Thari  |Komunikasi Tim
{ujuan dan ruang lingkup Penilaian Mandin Sislem Pengendaiian Inlem I bersama OPD
Pamerintah (SPIP}
12 [Tim audit melaksanakan pengumpulan data, pengujian, dan 1) SPT Sesuai hari KKM
menganalisis data kegiatan terkait untuk menyusun hasil Penilaian h 4 pengawasan
Mandiri Sistemn Pengandalian intern Pamerinlan (SPIF) dan usulan N » ] 2} Dokumen terkait di dalam
rekomendasi yang dituangkan dalam Kertas Ketja Penilaian Mandin " Penilaian Mandin Sistem PKPT
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP} (KKM} untuk selanjulnya Pengendalian Inlem
diserahkan kepada KT untuk dilakukan evaluas! Pemerintah (SPIP)
3} Berita Acara Hasil
Penilaian Mandlri Sistem
Pangendalian Intem
Pemennlah [SPIP)




Pelaksana Mutu Baku
- - Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput
Na. Uraian Prosedur |rban Bidang { | " Audl
o ' AnggotaTim | wilayah . | Program, Pelaporan| Evaluasi dan | nSPekiur u
Pengendali Teknis {PT) Ketua Tim (KT) (AT) Sehretaris dan Kevangan | Pemutakhiran
13 KT melakukan gvaluasi alas signifikansi kesesuaian pelaksanaan T 1} SPT Maksimal 3 [KKM AT dan/alau
kegiatae Penilaian Mandin Sistem Pengendalian Inlem Pemerinlah ¥ hari sebelum jpenyusunan Kerlas
[SFIP) sesuai program kerja Penilaian Mandin Sistem Pengendalian ~ penugasan [Kerja Evaluasi alas
. N 2} Dok
Infern Pemesintah [SPIP) yang ditetapkan e PLn";’ia‘["mh:;nE:;':slem berakhic  |KKM AT yang telah
a) Apabila terdapat ketidaksesuafan KKM dengan Prograimn Kerja \ . dIreviv/dikoreksi KT
- - ) ) Pengendalian Intem
Penilalan Mandin Sislem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP), maka v A Pemeriniah (SPIP) dan PT
dikembalikan kepada AT unluk dilakukan perbaikan sesuai catatan KT T
b} Apabila letah sesuai,maka KT membuat Kertas Kerja dan/atau - -
catatan alas KKM AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan 3} Bgn_la Acara !-!as-li
informasi untuk ditandatangani dan diserahkan kepada PT Penilaian Maadiri Sislem
Mengendalian Inten
Pemerintah {SP1P}
4) KKM AT
5) KKE KT
14 |PT melakukan evaluasi atas KKM AT dan reviu KT terhadap kecukupan L 1) §PT Maksimat 1 |[Koreksi atas KKE KT
penyajian sesuai Program kerja yang ditelapkan 2) Dokumen terkait hari sebelum [dan KKM AT danf
a}  Apabita telah sesuai, maka 2T dan XT bersama-s2ma melakukan Penifaian Mandirt Sistem |penugasan  [atau penyusunan
penyusunan kensep Laporan Hasil Penilaian Mandin Sislem Pengendalian Intem herakhir kansep lapcran
Pengendalian Intem Pemerinlah [SPIP) yang ditandatangani cieh Irban Pemerinlzh (SPIP) Penilaian Mandiri
dan dipaparkan / ekspose kepada Pimpinan Uail Kera (OPD) untuk Sistem Pengendalian
mendapalkan masukan dan konfirmasi awal temuan, sekaliqus 3} Berila Acara Hasil Inlern Pemeriniah
meiakukan Exil Permil Penilaian Mandri Sistem (SFIF)
b)  Apabila terdapat ketidaksesuaian KKM dengan Program Kerja Pengendalian Intem
Penifaian Mandid Sislem Pengendalian intern Pemerintah (SPIF), maka Pemerinlah (SPIP)
dikembalikar kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama-sama
dengan AT 4) KKM AT
TAHAP PELAPORAN
15  |Tim Penilatar: Mandii Sislem Pengendalian Inlem Pemeriniah {SPIF} Tanggapan alas konsep 1har  |konsep laporan
menerima hasil langgapan dari OPD, dan melakukan pembanasan 3 laporan hiasil Penilaian menitomng dan
internat baik matei lemuan maupun hal-hal yang menyangkut ] Mandii Sistem evaluasi
penyefesaiannya C [ Pengandalian Intem
Pemerintah {SFIP)




Pelaksana Mutu Baku «
eterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Output
Ne. Uraian Prosedur Wban Bldang /
. : Inspektur Auditf
I | d
Pangendall Teknis (PTY Ketua Tim {KT Aagoota Tim | - wilayah Sekretaris | ogrm. Pelagoran) Evaluasi dan
(AT} dan Keuangan | Pemutakhiran
16 |konsep Laporan Hasil Penilaian Mandir Sistem Pengendalian inlem 1} konsep Lagoran Hasil thai  |konsep Laporan
Femerintah (SPIF) disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim Penilzian Mandiri Sislem Hasil Penilaian
Penilaian Mandin Sislem Pengendalian Intem Pemennlah (SPIF) T ¥ Pengendalian Intem Mandiri Sislem
dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evafuasi dan Pemennlah {SPIP); Pengendalian Inlem
Pelaporan 2 BA ekspose Pemerintah (SPIP)
a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan aleh Tim < yang lelah diperbaiki
Penilaian Mandii 7
b) Apabila telah sesual antara konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri
Sislem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Program Kerja
Penilaian Mandii Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
maupun subslansi lainnya, maka kepada inspeliur untuk dilakukan ¥
pendatanganan
17 |Inspeklur melakukan korsksi atas Lapporan Hasil Penifaian Mandiri SPIF] Konsep Laparan Hasi 1 han Kensep Laporan
Penilaian Mandiri SPIP Hasi Peniiaian
<> Terintegrasi Mandiri SPIP
Terintegrasi
lerioreksi
18 {inspektur meyampakan Laporan Hasil Penilaian Mandin Sistem] Konsep Laporan Hasil 1hai  |Penerbilan Laporan
Pengendalian Intern  Pemerintah (SPIP) yang telah dilandalangan Penilaian Mandir Sistem Hasil Penilatan
kepada Sekrelariat unfuk dilakukan penalausahaan,penggandaan, Pengendalian Intem Mandiri Sis.lam
Pengarsiapan dan distribusi Laporan Hasil Monitoring kepada Gubemur Pemerintah (SPIP) yang Pengendalian 'ntem
dan GPD. lelah melaluf ekspose Pemerinlah {SP{P}
intemat vang lelah
ditzndatangani




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SOP 20.¥8 /H¥. 00.0%
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi Z vy 2024

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh Inspektur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

INSPEKTORAT
Syagfuloh Hydayat
NIP. 19961221998111001
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Nama SOP Pemeriksaan BPK RI
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 | 1. Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami alur
tentang Pembinaan dan Pengawasan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

3. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta
Nomeor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta;

4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan
Pemeriksa  Keuangan RI dan  Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

5. Keputusan Inspektur Provinsi DEKI Jakarta
Nomor 3248 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Keputusan Inspektur Nomor 16 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
(TLHP);

6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

2. Memiliki kemampuan analisis;

3. Mampu memahami ketentuan/peraturan terkait

rekomendasi yang dilakukan pemantauan.

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengarsipan;
2. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.

1. Komputer/Printer/Kertas Print;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan
pemantaunan.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka kegiatan
Pemantauan Tindak Lanjut LHP Inspektorat tidak
akan berjalan dengan efektif.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK R|

Mutu Baiu
Ket
Sekretariat Kelengkapan Waktu Output elerangan
No. Uraian P d
° raian Frosecur Irban Bidang ) Evaluasi dan Inspekiur Perangkat Daerah
Sekretaris Pemutakhiran
- Surat Penyampaian 3¢ menit  |Disposisi Inspektur
Inspektur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R dan { ] _LHP
1 memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan pelaksanaan
pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksazn BPK RI
y - Disposisi inspekiur 45 menit  |Disposisi Sekrelaris
Sekrelans memerintahkan Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran untuk I I - Surat Penyampaian
2 menganalisis dan melakukan pencacahan rekomendasi LHP BPK per - LHP
OPD/BUMD melalui Sistem informasi
v - Disposisi Inspektur 5 hari - Matriks TLHP
e .  Datab iy
Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran mefakukan analisis dan I| | - E:Ppoljlfrl(seme‘ans Enfc:'l:lagise e
pencahahan serta input data temuan dan rekomendasi ke dalam aplikasi . Renaksi TL Pemantacan TLHP
] Sistem informasi dan menyusun konsep surat Inspektur hal BPK
penyampaian atensi tindak lanjut hasil pemenksaan berikut dengan - Konsep Atensi
matriks TLHP kepada Audili Pelaksanaan TLHP
BPK
- Konsep Atensi 45 memt |- Konsep Atensi yang
‘Sekretaris mereviu dan memberi paraf atas konsep sural Inspektur atas Pelaksanaan TLHP BPK telah direviu
4 alensi findak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada _ Mainiks TLHP Sekretaris
Perangkat Daerah - Mainks TLHP
- Konsep Atensi telah 45 menit  |Atensi Inspektur
Inspektur memeriksa dan menandatangani konsep atensi Tindak Lanjut h 4 direviu Sekrelaris
5 Hasil Pemeriksaan BPK agar Perangkat Daerah segera melakukan || I—
Tindak Lanjut paling lambat 60 {enam puluh) hari setelah LHP diterima L":I
dengan tembusan surat kepada Inspektur Pembantu teckait
— - LHP 3 han Dokumen TL
| I - Matriks Pemantauan
6 Inspektur Pembentu bersama dengan PIC Bidang melakukan - Renaksi TL
pembahasan TLHP bersama Perangkat Daerah/BUMD - Database Sistem

Informasi Pemnantauan

TLHP BPK




-

Mutu Baku
Ket
Sekretariat Kelangkapan Waktu Qutput eterangan
Uraian Prosedur )
Irban Bidang Evaluasi dan Inspektur Perangkat Daerah
Sekretaris Pemutakhiran
1 hari
}r:g] ks Pemantauan Inpu! Usulan Stalus
Perangkat Daerah menyampaikan data dukung tindak lanjut hasit ) Rekomendasi pada
. o - Dalabase Sistem ) .
pemeriksaan BPK dengan mengunggah dokumen melalui aplikasi : Sistemn Informasi
. X . . Informasi Pemanlauan
Sistem Infromasi unéuk diteruskan ke akun Inspeklorat Pembantu Bidang TLHP 8PK Pemantauan TLHP
- Dokumen TL BPK
Inspektorat Pembantu Bidang menerima data dukung TLHP dan 1 hari
melakukan reviu dan verifikasi atas kesesuaian dokumen tindak fanjut
yang diupload cleh Perangkat Daerah pada bagian verifikasi tindak - LHP Input Status Verifikasi
lanjut di Sistem Informasi dengan status rekomendasi sebagai berikul: [ . Database Sistem pada Sistem
\ . Kesesuaian usulan Tindak
T Informasi Pemantauan Informasi Laniut divalidasi oleh lban
TLHP 8PK Pemantauan TLHP [~
/ - Dokumen TL 8PK
a. Selesai apabila saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan v
saran/rekomendasi dalam LHP
bs. Dalam Proses/Belum Sesuai, apabila indak Janjut rekomendasi BPK
masih dalam proses oleh Pejabal atau telah ditindaklanjuti tetapi belum
sepenuhnya sesuai dengan rekemendasi
¢. Belum Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan
oleh pejabat yang bertanggung jawab
d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah, apabila
saranfrekomendasi lidak dapat ditindaklanjuli secara efektif, efisien dan
ekonomis dengan persetujuan gihak yang menerbitkan LHP
Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran mengkomgilasi pemutakhiran - Usulan TL yang telah 3 har - Exspor Exce! malriksiHasil Penetapan Staius
malriks dan dokumen penyelesaian tindak lanjut dari Sistem Informasi diverifkasi pada Sistem dari Sistem Informasi [dari Pembahasan dengan
untuk dikinmkan ke BPK sebagai bahan pembahasan tindak lanjut pada ";I | Informasi Pernantauan Pemantauan TLHP  |BPK (Three Partied)
forum Pemantauan TLHP aniara BPK, Inspekiorat dan Perangkat TLHP BPK BPK ditakukan update sialus TL
Daerah (Three Parlied ) - Dokumen TLHP - Dokumen Usulan TL [pada Sistem Informasi
Inspeklorat Provinsi  [Pemantauan TLHP BPK
DKI Jakarta oleh Subbag Evaluasi dan
Pemulakhiran




Nomor SOP 20,18 /HE.00.03

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi 2 pPeye 2024

Tgl. Pengesahan

Disahkan Qleh Inspektur Provinsi

Daerah Khusus [bukota

Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
Svadfiloh HMayat
NIP. 1971221998111001
Pemantauan Tindak Lanjut
Nama SOP Hasil Pengawasan APIP
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 | 1. Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami alur
tentang Pembinaan dan Pengawasan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

3. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta;

4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pemantaunan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan RI dan  Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

5. Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 3248 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Keputusan Inspektur Nomor 16 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
(TLHP).

6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Memiliki kemampuan analisis;
3

. Mampu memahami ketentuan /peraturan
terkait rekomendasi vang dilakunkan
pemantaunan.

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengarsipan
2. SO0OP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.

1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan
pemantauarn.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka kegiatan
Pemantauan Tindak Lanjut LHP Inspektorat
tidak akan berjalan dengan efektif,

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHARY PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT

Pelaksana Mutu Baku
Sekretariat
No. Uraian Prosedur Inspsktorat Subbag Inspektur Perangkat Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
Pembantu Evaluasi dan Sekretaris Daerah
Pemutakhiran
Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran membuat draft Rekapitulasi status 60 menit Surat Atensi TLHP
surat atensi pemantauan TLHP Inspektorat vang | TLHP Inspektorat Inspektorat
1 diketahui oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh (D‘—bl _’l I
inspektur
Sural Alensi dibuatkan disposisi Inspektur untuk Sural Atensi TLHP 10 menit Disposisi Inspektur
| ] p p
2 disampaikan kepada para Inspekiur Pembantu [* Inspektorat
PIC Bidang/Wilayah mengakses sistem informasi 1} Surat Atensi 60 menit!LHP 1) Rekapitulasi
pemantauan tindak ianjut untuk mengidentifikasi "—| 2) Sistem informasi rekomendasi yang
rekomendasi yang akan dilakukan pemantauan dan | i > pemantauan lindak akan dilakukan
3 menginformasikannya ke Perangkat Daerah e lanjul pemantauan
2) Hasil koordinasi
dengan perangkat
daerah
Perangkat Daerah mempersiapakan dan Rekapitulasi Tentatif Hasil koordinasi
menyampaikan data dukung tindak lanjut hasit ¥ rekomendasi yang dengan perangkat
4 pemeriksaan Inspektorat melalul sistem informasi o I I akan dilakukan daerah
k

pemantauan tindak lanjut kepada PIC
Bidang/Milayah

pemantauan




Inspektur Pembantu bersama dengan PIC
Bidang/Wilayah melakukan pembahasan atas
dokumen lindak lanjut yang dikirimkan oleh
Perangkat Daerah.

Jika tindak lanjut sudah memadai maka selanjutnya
akan dilakukan update atas status tindak lanjut, jika
tindak lanjut belurn memadai maka akan
dikcordinasikan dengan perangkat daerah untuk
dilakukan perbaikan.

Hasil telaah status rekomendasi adalah sebagai
berikul:

a. selesai, apabila saran/rekomendasi telah
ditindaklanjuti sesuai dengan saranfrekomendasi
dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang
menerbitkan LHP;

b. belum sesuaifdalam proses, apabila
saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan
memberikan dokumen/bukii pendukung tetapi belum
mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan
LHP;

¢. belum ditindaklanjuti, apabila saranfrekomendasi
belum dilaksanakan

oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau

d. tidak dapat ditindaklanjuit, apabila
saran/rekemendasi ternyata mengandung
kelemahan sehingga saranfrekomendasi tersebul
lidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak
yang menerbitkan LHP.

Dokumen
pendukung tindak
lanjut rekomendasi

30
menit/rekomendiasi

Hasil telaah lindak lanjut /
status TLHP

PIC Bidang/Wilayah melakukan update status pada
sistemn informasi tindak lanjut dan membuat berita
acara hasil pemantauan tindak lanjut untuk
diserahkan kepada Perangkat Daerah dan Subbag
Evaluasi dan Pemutakhiran

Hasil tefaah tindak lanjut /
slatus TLHP

1 hari

1) Update data pada
sistem informasi
findak lanjut

2) Berita Acara Hasil
Pemantauan Tindak
Lanjut

Subbag EDP membuat rekapitulasi hasil
pemantauan tindak lanjut yang dituangkan pada
Berila Acara XSD Penyelesaian Tindak Lanjut APIP
dan menyampaikannya ke perangkat daerah

i3

1) Update data pada
sistem informasi
tindak lanjut

2) Berita Acara Hasil
Pemantauan Tindak
Lanjut

10 menit/SKPD

Berita Acara KSD
Penyelesaian Tindak
Lanjut APIP




FLOWCHART PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP LAINNYA

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Inspektorat Sekretariat Keterangan
) Pembantu Bidang / . Evaluasi dan Inspekfur Perangkat Daerah Kelengkapan Waktu Output g
Witayah Sekretaris | oo mutakhiran
Inspektur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - Sural Penyampaian | 30 menit  |Disposisi
Inspektoral Jenderal Kementetian Dalam Negeri (Iien -LHP Inspektur
1 Kemendagri) / Badan Pengawasan Keuangan dan { )
Pembangunan (BPKP) dan mengirimkan disposisi kepada
Sekretaris untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan
tindak lanjut atas LHP Itjien Kemendagri/BPKP
Sekretaris memerinlahkan Subbagian Evaluasi dan , - Disposisi Inspektur | 45 menit  |Disposisi
2 Pemutaknhiran {EDP) untuk melakukan pencacahan rekomendasi —__I - Sural Penyampaian Sekrelaris
|.HP per Perangkat Daerah/BUMD - LHP
- Disposisi Inspektur Shari |- Matriks
- Dispasisi Sekretaris Permantauan
Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran melakukan analisis dan - LHP BPK - Database
pencahahan serta input data iemuan dan rekomendasi ke dalam "‘______ - Renaksi TL Sistem Informasi
3 aplikasi Sistem Informasi, serta menyusun konsap surat Pemantauan
Inspekiur hal penyampaian atensi findak lanjut hasil - Konsep Atensi
pemeriksaan berikut dengan matriks pemantauan TLHP kepada Pelaksanaan
Perangkat Daerah TLHP BPK
- Konsep Atensi 45 menit |- Konsep Alensi
Sekretaris mereviu dan memberi paraf atas konsep surat T X Pelaksanaan TLHP yang telah
; 1 ; < > BPK direviu
4 Inspeklur atas atensi atas LHP Itjen Kemendagri/BPIKP yang S~ . .
perlu ditindakfanjuti ditujukan kepada Perangkat Daerah A - Matriks TLHP Sﬁl’“ Et‘?"ﬁ_ P
- Matriks
Inspektur memeriksa dan menandatangani konsep atensi atas - Konsep Atensitelah | 45 menil  |Atensi Inspektur
| HP ltjien Kemendagri/BPKP agar Perangkat Daerah segera /" ¥ diparaf Sekretaris
5 melakukan Tindak Lanjut paling lamhat 30 (tiga puluh) hari ’I] ]
setelah LHP diterima dengan tembusan surat kepada Inspektur
Pembantu terkait




Pelaksana Mutu Baku
; Inspektorat Sekretariat
No. Prosed
° Uraian Prosedur Pembantu Bidang / ] Evaluasi dan Inspektur Perangkat Daerah Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Wilayah Sekrelar’s | pemutakhiran .
I 27 hart  |Dokumen TL
- LHP
- Matriks Pemantauan
6 inspektur Pembaniu bersama dengan PIC Bidang melakukan - Renaksi TL
pembahasan TLHP bersama Perangkal Daerah/BUMD - Database Sistem
Informasi
Pemantauan
3 hari Dokumen TL
Perangka! Daerah menyampaikan data dukung TLHP Kjen ¥ terunggan pada
7 Ker.nenfiagn/BPKP dengfsln meng.unggah dokumen melalui | _'__JL‘ II | ' Matriks Pemantauan Sistemn Informasi
aplikasi Sistem Infromasi untuk diteruskan ke akun Inspeklorat r Y Pemaniauan
Pembantu Bidang
Inspektoral Pembantu menerima data dukung TLHP dan Dokumen pendukung {1 jam per Hasil teiaah
melakukan raviu dan verifikasi atas kesesuaian dokumen tindak tindak lanjut rekemendasi  [tindak tanjut/
lanjut dari Perangkat Daerah pada bagian verifikasi tindak lanjut rekomendasi status TLHP
di Sistem Informasi dengan status rekomendasi sebagai berikut:
a. sclesai, apabila saranfrekomendasi lelah ditindaktanjuti sesuai
dengan saran/rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak
yang menerbitkan LHP; b 4
b. belum sasuaifdalam proses, apabila saranirekomendasi telah <>
ditaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung
tetapi belum mendapat perselujuan dari pihak yang menerbitkan
LHP; v
B r

¢, belurn ditindakianjuti, apabila saranfrekomendasi belum
dilaksanakan

oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau

d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi femyata
mengandung kelemahan sehingga saran/rekomendasi tersebut
tidak dapat dilindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang
menerbitkan LHP.




Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Prosedur Inspektorat Sekretariat Keterangan
o Pembantu Bidang / ] Evaluasi dan Inspektur Perangkat Daerah Kelengkapan Wakiu Output
Wilayah Sekretarls | pemutakhiran
Inspekiorat Pembantu melakukan update status pada sistem Hasil telaah tindak 1 jam 1) Update dafa
informasi indak lanjut dan menyusun Berita Acara Penyelesaian v lanjut / status TLHP pada sistem
TL per LHP A4 1 [:l informasi tindak
9 l_l g lanjut
2) Berita Acara
per LHP
Subbagian EDP membuat rekapitulast hasil pemantauan tindak Berita Acara per LHP Zjam Berita Acara
lanjut yang dituangkan pada Berita Acara KSD Penyelesaian v KSD
0 Tindak Lanjut APIP dan menyampaikannya ke perangkat daerah ] @ Penyelesaian
TLHP APIP




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20-20 JHY-.00-07,
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi 2 Aveye 2034

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

S¥a
NIP 197

2219988111001

Nama SOP

Pelayanan Konsultasi Pengawasan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota
Jakarta Nomor 144 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota
Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

4. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Konsultansi
Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

5. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.
2.

3.
4,

Memiliki kemampuan pengolahan data;
Mengetahui prosedur administrasi
daerah;

Memiliki kemampuan analisis;

Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait;

Mengetahui mekanisme pembuatan laporan hasil
konsultasi/pertemuan.

pemerintahan

KETERKAITAN: PERALATAN /PERLENGKAPAN:
- 1. Komputer (PC/Laptop)

2. Lembar Kerja

3. Telepon/HP

4. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila jawaban hasil konsultasi terlambat
disusun, maka pelaksanaan kegiatan konsultasi
pengawasan berikutnya akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART KLINIK PELAYANAN KONSULTANSI PENGAWASAN

Mutu Baku
No. Urafan Prosedur i Keterangan
Admin Tim Konsultan Subbag Umum Verifikator { Kelengkapan Waktu Cutpuf
Pengawasan Irban
A PELAYANAN KONSULTASI
1 |Admin menerima parmohonan konsultasi dar perangkat daerah / unit Komputer dan Aplikasi| 10 menit  {Uraian
kerja perangkat daerah melalui aplikasi e-klinik dan melakukan evaluasi ( ) E-Klinik Permasalahan
atas uraian permohonan konsultasi, Apabila_ uraian permohonan
konsultasi belum valid {pertanyaan dan dokumen pendukung tidak
lengkap, pertanyaan duplikasi dari PDAUKPD yang sama, dll)
2 jAdmin meneruskan konsultasi kepada Tim Konsultan Pengawasan Delegasi penugasan 5 menit Bukfi uraian
sesuai dengan Pembagian Tugas yang telah ditetapkan 4 afas pertanyaan permasalahan
konsultasi kepada Tim vang telah
Konsulian didelegasikan
kepada Tim
Konsultan
3 {Tim Konsulian Pengawasan membuat konsep jawaban/saran dan Uraian Permasalahan 2 jam Lembar Kensep
meneruskan kepada Verifikator untuk direviu dan Jawaban/Saran Jawaban/Saran
it
4 |Verifikator melakukan reviu atas konsep jawabanfsaran, T Uraian Permasalahan 1 hari Lembar
a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim Konsultan ~— dan Jawaban/Saran Jawaban/Saran
Pengawasan untuk diperbaikilrevisi sesuai catatan Verilikator yang telah direviu dan yang telah
b) Apabila telah sesuai, maka verifikator mefakukan verifikasi konsep dikoreksi diverifikasi
jawaban/saran untuk diteruskan kepada PDUKPD melalul Tim
Konsultan Pengawasan
5 |Tim konsullas pengawas melakukan perbaikan hasil reviu verifikater dan Bukli Hasif Konsultasi 10 menit  {Dokumen Lembar
melakukan upload jawaban ke dalam aplikasi e-klinik ( }-‘- Hasil Konsultasi
B PELAYANAN PERTEMUAN
1 |Admin menenima sural permehonan kensultansi Surat permohonan 5 menit Surat permohenan
( ) konsultansi kensultansi




Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Keterangan
Admin Tim Konsuitan Subbag Umum Verifikator{ Kelengkapan Wakiu Cutput
Pengawasan Irban
2 |Admin meneruskan pemmohonan pertemuan kepada Tim Konsultan + Surat permohonan 10 menit  [Surat permohonan
Pengawasan sesuai dengan Pembagian Tugas yang telah ditelapkan konsultansi konsuitansi
3 |Tim konsultan melaporkan kepada verifikator unfuk penjadwalan . Surat permohonan 20 menit  |Usulan jagwal
pertemuan konsullansi dengan pihak PDIUKPD konsultansi pertemuan
konsiltansi
4  |Verifikator memberi persefujuan untuk jasa konsullansi pada pihakj Usulan jadwal 1 hari Jadwal pertemuan
PD/UKPD h 4 pertemuan konsultansi konsultansi
disetujui
5 |Tim konsultan beriemu dengan pihak PD/UKPD yang membuluhkan v [Jadwal pertemuan 1jam Konsep jawaban
jasa konsultanst dengan memberikan lembar hasil konsultansi konsultansi disetujui konsultansi
6 [Vedfikator mendiskusikan bersama tim konsultan pengewasan terhadap) v Konsep jawaban 30 menit  |hasil diskusi
jawaban konsullansi yang akan diberikan kepada pihak PD/UKPD konsultansi jawaban atas
konsultansi
!
7 |Tim Konsultan pengawas menyusun konsep jawaban sesuai hasil v hasil diskusi jawaban 1 jam konsep jawaban
diskusi dengan verifikator. atas konstitansi tertulis
8  |Verifikator melakukan reviu atas konsep jawaban/saran, |konsep jawaban 2 jam surat jawaban
a) Apabila ferdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim Konsultan tertulls tertulis yarg lelah
Pengawasan untuk diperbaikifrevisi sesuai catatan Verifikator - direviu dan
b) Apabila tefah sesuai, maka verifikator melakukan verifikasi konsep \> dilandatangani

jawabarvsaran unfuk diteruskan kepada PD/UKPD melalui Subbagy
Uraum

e




No.

Uratan Prosedur

Mutu Baku

Admin

Tim Konsultan
Pengawasan

Subbag Umum

Verifikator /
[rban

Kelenghkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

Subbag Umum mendistribusikan surat jawaban kepada PD/UKPD dan
melakukan pengarsipan sural jawaban,

surat jawaban lertulis
yang lelah direviu dan

ditandatangant

10 menit

Tanda terima




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SOP 20.2\ /HK.00. 02
Tgl. Pembuatan | 2 APRIL 2024
Tgl. Revisi

.Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

INSPEKTORAT
NIP. 19761221998111001
Pendidikan Pelatihan (Diklat) /
Nama SOP Bimbingan Teknis Internal
Inspektorat

DASAR HUKUM: : KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang | 1. Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami alur
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah proses pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis;
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- | 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang daerah;

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 | 3. Memiliki kemampuan analisis;
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasicnal Prosedur;

5. Peraturan Gubermnur Nomor 57 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.

6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

undangan terkait.

KETERKAITAN: -

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pelatihan / Diklat
2. SOP Pengarsipan

1

2.
3.
4.

Komputer/Printer/Kertas Print
Recorder

Dokumen Buktt Pelaksanaan Kegiatan
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pelaksanaan bimbingan teknis terlambat
dilaksanakan, maka pelaksanaan bimbingan teknis
berikutnya akan terganggu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




FLOWCHART DIKLAT / BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL INSPEKTORAT

Palakaana Mutu Baka
Kah
No. Uralan Prosadur Tim Iban Bldang/ Sekretarlat Audl Kelongkapan Waktu Output -
h u
PT KT AT Wilayah Sek PPK EDP Kepegawaian Umum
TAHAP PERENCANAAN
' Sekrataris melakukan k ikasi dengan Inspekly oanh Rencana Kehuluhan 1C Menit  [Persetujuan
Bidang/\Wilayah alzs wjuan dan ruang lingkup lelal.' Blmhlngan Teknis { , Diklat / Bimlak Kegiatan Diklat /
yang dibutuhkan aleh JFT Bimtek
2 Inspaklur Pambantu Bidang/Wilayah mengusuban daftar nama yang Usulan Daflar nama 30 Menit  |Daftar nama
akan dikuseriakan dalam kegiatan Diklel / Bimbingan Teknis j peserta peserta Diklal /
bimtingan teknis
3 Subkel Kapegawaian mempersiapkan draft Konsep Surat Tugas Dikiat IKAK, Surat pengusulan 1.Jem Kensep SPT
Bimbi Teknis dengan menyawpalkan Konsep SPT kepadg peseria bimtek
Sakrelzris Y
+
4 Sekrelaris mareviv kembal atas kelengh dministrasi panerbit /\ T Konsep SPT 20Menit  |Koneksi SPT
SPT saita Tujuan dan nuang fngkup sesual kehuluhan JFT Y danjalau paraf
persetujuan
a) .Apahlla masih terdapat ketidaksesualan dan / atau koraks
maka dikembaikan kepada Subkel Kepegawaian untuid
dilakukan perbaikan;
b} Apabila lelah sesuai, diteneskan kepada Inspektur untuk diraviu dan| T
penandatanganan SPT
§ Inspektur melakukan reviu keadali mutu alas konsep SPT yang telah SPT dan/alau paral 20Menil | SPT
wisuzsun oleh Subkel Kepegawaian. persetujuan Sekrelaris {ditandatangani
5} Apabia terdapal Yoreksi, maka dikembalian kepada Sekretaris alah Inspektur
unhuk dilenskan ke Subkel Kepegawaian untuk dilakukan koreksl
b)  Apabila telah sesuai, maka nspektur mendalangand SPT, dengan
dikembalikan kegada Sekretars untuk dilsh fistibusi kepada
Irban/Tim terkeit panugasen dan penatausahaan SPT yang telah terbit
TAHAP PELAKSANAAN
] Irban sefaku WPJ mengkomunikasikan SPT kepada peserta Diklat SPT dilandatangani 1/3f/§han |Disposisi Untuk Pelaksanaan Bimtek
Bimbingan Teknis untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan | i‘ _[ le oleh Inspekbur penugasan dapat dilaksanshan 1 atau
[adwal pelaksanaan. I + | pesaria bimbingan |3 har kerja dan
teknis palaksanaan diklat dapat
dilaksanakan 5 harl keda
atau leblh
TAHAR PELAPORAN
7 Subkel Kepegawaian mempersiapkan draR Laporan Hasil Palal Dokumentasi 1 han Drafl |Lapocan
Diflat / Bimbi Teknis kepada Sekslari: L dokumen pendukung Hasil Pelaksanaan
¥ 4 kegialan Diklat / Bimbingan
Taknis




Palakaana Mutu Saku
No. Uraian Prosedur Tim Irban Bldang/ Sakratarizt Audi Kelengkapan Waktu Qutput
. uai
PT KT AT Wilayah Sek PPK EDP Kepagawaian Umum
L] Sekretaris mereviu kembali dralt Laporen Hasil Pelaksanaan Diklat T Deaft Laporan Hasil 30 menit  |Drak Laparan
Bimbingan Teknis M Pelaksanaan Diklat / Hasil Pelaksanaan|
2} Agevila masih lendopat Ketilaksesuaian dan 7 alau koreka oraf ¥ Bimbingan Teknie O Emo e
laporan, maka dikembalikan kepada Subkel Kepegawaian uniuk i I'I.IS ya?(g i
diakukan perbaikan; revk Sairelaris
b} Apahila lelzh sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk direviu dan|
penandzlanganan draft Laporan Hasil Pelaksanasn Dikiat / Bimbingent
Taknis
9 Inspekliur melakvkan reviu kendali mutu atas Leporan Hasil Pelaksanazn) Draft Laporan Hasil M Menit  |Laporan Hasil
Diklat / Bimbingan Teknis yang telah disusun oleh Sulkel Xepegawaian, Pelaksanaan Diklat/ Pelsksanaan
Bimbingan Teknis yang Bimhingan Teknis
- - lelah direvas Sekrelaris
a}  Apabilz terdapal koreksi, maka dikembakkan kepada
unluk di ke Subkel Kepegawaian untuk dilakukan koreksi
by  Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendatangani Laporan Hail
Palaksanaan Diklat / Bimbingan Teknis, dengan dikembalikan kepeda
kralaris untuk dilakukan penatausahaan Lapotan yang telah terhil
10 Subbag Umum melakukan penalsusahaan dan pan Laporen Laporen final yang lela Smanil  |Peneshitan
[Hasil Pelaksanaan Ciklat / Bimbingan Teknis ditandatangani Laparan Hasil
| Il= Pelaksanaan
Diklat { Bimbingan

Teknis




Nomor SOP 20.22 / B .60- 03
Tgl. Pembuatan | 9 Appyn. 2024
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
NIP. 197H1221998111001
Nama SOP ’lPendampingan Pemeriksaan BPFK
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses
tentang Pedoman Pembinaan dan pengelolaan Keuangan Daerah;
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan
Daerah; daerah;
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 | 3. Memiliki kemampuan analisis;
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-
3. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta undangan terkait,
Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta;
4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan /Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan RI  dan  Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 3248 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Keputusan Inspektur Nomor 16 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
(TLHP).
6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. SQP Distribusi LHP/SHP 2. Recorder
3. S0P Pengarsipan 3. Dokumen Bukti Pendampingan
4. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya
akan terganggu.




FLOWCHART PENDAMPINGAN BPK

Pelaksana

Mutu Baku

Tim Sekretariat Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
i . Program,
Na. Uraian Prosedur Pengendali | Ketua Tim | Anggota Tim lrban_mdang R Pelaporan | Evaluasidan | Inspektur Auditi
Teknis P7) | (KT) aty | {Witayah | Sekretaris | © | pemutakhiran
Keuangan
1 |Menerima pemberitahuan dari BPK Rl Perwakitan OKI Surat Tugas BPX 1jam Disposisi
Jlakarta {erkait pelaksanaan zudit laporan keuangan pada RI tentang Audit kegiatan
Perangkat Daerah dan membuat disposisi terkait tugas Laporan pendampingan
pendampingan BPK [ ke Keuangan
Pemerintah
Daerah
2 |irban yang ditunjuk menerima disposisi dari [nspektur Disposisi 1jam Dispoesisi
untuk melaksanakan pendampingan BPK dan membuat 2 Inspektur penyusunan
disposisi untuk menyusun surat tugas pendampingan surat tugas
pendampingan
I
3 KT mempersiapkan konsep Surat Perintah Tugas 1} Program Kerja 2 hari Konsep SPT

Pendampingan 8PK dan menyampaikannya kepada PT

Pendampingan
BPK

2} Dokumen
terkait Obyek
Kegiatan yang
menjadi sasaran
pendampingan

3) Alokasi SDM

4) RAB dan SPPD

5) Pakta

Integritas
6) Kartu Kendali

SPT

Pemdampingan




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Wakiu Quiput
. . Program,
No. Uraian Prosedur Pengendali | Ketua Tim | Anggota Tim 1rban_Bldang .| Pelaporan | Evaluasidan | Inspektur Auditi
Teknis (PT) | K<) ary | /Wiavah | Sekretaris | | pemutakhiran
, Keuangan
4 |PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan 1) Program Kerja 1 harf Kensep SPT
oleh KT Y Pendampingan Pemdampingan
~x
a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT 2) Dokumen
untuk diperbaikifrevisi sesuai catatan PT terkait Obyek
Kegiatan
pendampingan
b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serta 3) Alokasi SDM
pada lembar kendali penugasan untuk diteruskan kepada 4) RAB dan 5PPD
Irban Monitoring dan
Evaluasi Latnnya
5) Pakta
Integritas
6) Kartu Xendali
SPT
5 {Irban melakukan evaluasi kendali mutu konsep 5PT yang 1) Konsep SPT; 1 hari Koreksi SPT
disampaikan PT. ¥ dan/atau paraf
a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian program kerja /\ 2) Kartu kendali dokumen terkait
Pendampingan BPK, dikembalikan kepada PT untuk \/ penugasan; untuk diteruskan
direvisi sesuai dengan catatan Irban selaku Wakil \T
Penanggung Jawab Penugasan
b} Apabila Telah sesuai, diteruskan kepada Sekretariat
melalui Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
¥
& |Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan 1) Koansep SPT; 1 hari Koreksi SPT
evaluasi administrasi atas kelengkapan dokurnen dalam /v\\ dan/atau paraf
|penerbitan SPT persetujuan
a) Apabila masih terdapat kekurangan atau koreksi atas 2) Kartu kendati lembar kendali
administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada penugasan
Irban Terkait untuk diperbaiki T
b} Apabila konsep SPT telah sesuai, maka dapat
diteruskan kepada Sekretaris




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Tim Sekretariat Kelengkapan Walktu Output
, , Program,
No. Uralan Prosedur Pengendali | Ketua Tim | Anggota Tim lrbanlandang . Pelaporan | Evaluasidan | Inspektur Auditi
Teknis (PT) | (KT) (ary | /Wiayah | Sekretaris | © 7 | pemutakhiran
N Keuangan ,

7 |Sekretaris mereviu kembeli atas kelengkapan administrasi /\‘ Y [ 1) Konsep SPT; 1 hari Koreksi SPT
penerbitan SPT serta Tujuan dan ruang lingkup dan/atau paraf
sebagaimana tercantum dalam PKPT dan atau disposisi persetujuan
penugasan insidentil oleh inspektur lembar kendgali
a} Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau 2) Kartu kendali
koreksi administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag penugasan
Program, Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke
Irban terkait untuk diperbaiki;

b) Apabila SPT telah diperbaiki sesuai dengan koreksi,
maka diteruskan kepada Inspektur untuk direviu dan SPT
ditandatangani.

8 |Inspektur melakukan reviu kendali mutu atas konsep SPT 1) Konsep SPT; 1 hari Koreksi SPT
yang telah disusun oleh Tim yang ditugaskan. T dan/atau SPT
a)Apabila terdapat koreksi, maka dikembalikan kepada hd /> 2) Kartu kendali
Sekretaris untuk diteruskan ke Irban terkait agar penugasan
dilakukan koreksi v
bjApabiia- telah sesuai, maka Inspektur menandatangani
SPT, dengan dikembalikan kepada Sekretaris untuk
ditakukan distribusi kepada Irban/Tim terkait penugasan
dan penatausahaan SPT yang telah terbit

9 [Tim melaksanakan pendampingan BPK atas Audit Lapcran 4 1) SPT Sesuai  [1) Konsep surat
Keuangan Pemerintah daerah termasuk dalam membuat E:l 2) Dasar hukum | jadwal Audit jjawaban atas
konsep surat jawaban atas temuan BPK terkait temuan BPK temuan BPK

BPK 2) Kerta Keria

10 {KT menyusun konsep Laporan Hasil Pendampingan lalu T 1) Konsep 3 hari Konsep Laporan
diserahkan kepada PT, jika sudah memadai maka konsep temuan BPK | Hasil
laporan diteruskan kepada Irban, dan jika belum 2) Kertas Kerja Pendampingan
memadai diserahkan kembali ke KT untuk direvisi ¥ Pendampingan

11 |Konsep laporan diserahkan cleh PT kepada Irban untuk Konsep Laporan 1 hari Konsep Laporan
direviu, jika sudah memadai maka konsep laporan >/\ Hasil Hasll
diteruskan kepada Sekretaris, dan jika belum memadai \‘( Pendampingan Pendampingan
diserahkan kembali kepada FT untuk direvisi .

12 |Sekretaris menerima konsep laporan untuk direviu, jika Konsep Laporan 1 hari Konsep Laporan

sudah memadai maka konsep laporan diteruskan kepada
Inspektur, dan jika belum memadai diserahkan kembali
kepada Irban untuk direvisi

i

Hasil
Pendampingan

Hasil
Pendampingan




pelaksana Mutu Baku Keterangan
Tim Sekretariat Kelenghapan Waktu Qutput
. . Program,
Ne. Uraian Prosedur Pengendali | Kefua Tim | Anggota Tim Irhan.Bldang .| Pelaporan | Evaluasidan | Inspektur Auditi
Teknis (PT) | (KT) a1y |/ Witayah | Sekretarls | | pemutakhiran
Keuangan ,
13 |Inspektur melakukan reviu atas konsep laporan dan Konseg Laparan 1 hari Laparan Hasil

menandatanganinya jika konsep ‘aporan telah memadai.
Jika masih terdapat koreksi maka laporan dikirim kembali
ke Sekretaris untuk diserahkan kepada Irban agar|
dilakukan perbaikan.

Hasil
Pendampingan

Pencampingan

i4

Laporan yang telah ditandatangani diserahkan kepada
Sekretariat untuk dilakukan penatausahaan,
penggandaan, pengarsiapan dan distribusi Laporan Hasil
Pendampingan kepada Gubernur dan OPD.

lLaparan Hasil
Pendampingan

1 jam

Penerbitan dan
distribusi
Laporan Hasil
Pendampingan




Nomor SOP 20.22 /He.00.03
Tgl. Pembuatan | 2 APRIL 2024
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA
INSPEKTORAT
NIP. 1976221998111001
Nama SOP Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun | 1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengelolaan Keuangan Daerah;
Pengawasan Penyelenggaraan | 2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah;
Pemerintahan Daerah; 3. Memiliki kemampuan analisis;

2. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun | 4 Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan undangan terkait.

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 ‘Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Reviu Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akmal;

5. Peraturan Gubemur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60
Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis
Inspektorat Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.
KETERKAITAN: _ PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Monitoring dan Evaluasi 1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. S0P Audit 2. Konsep LHP
3. SOP Distribusi LHP/SHP 3. BA Hasil Ekspose
4. SOP Pengarsipan
5. SOP Pengelolaan Data Hasil

Pengawasan dan Tindak Lanjut.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila LHP terlambat disusun, maka Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

pelakksanaan kegiatan pengawasan
berikutnya akan terganggu.




FLOWCHART PROGRAM KERJA PENGAWASAN TARUNAN {PKPT]

Pelaksana Mutu Baku
Tim Sekratariat
Inspektur ;
No. Uraian Prosedur Pembanty . Tagram, Sekretariat Keterangan
Pengsndali Kokua T X0) Anggota Tim | i dang | Sekretarts | Inspektur Pelaporan | Evaluasi dan Urnam Daerah Gubernur | Kelengkapan Waktu Qutput g
Taknis {PT) (AT} Wilayah dan Pemutakhiran
Kevangan

PERENCANAAN

1 Sekretaris menyampaikan kepada Inspektur Pembantu Undangan 1 Hani Nofulen
Bidang/ifayah untuk membuat Peta Audit Universe dan { ) Rapat
usulan PKET

2 Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah membuat Pefa Audit Daftar Peta 30 Hari Drait peta audit
Universe sebagai dasar penyusunan PKPT {ahun N+1 ‘L—I Risiko Objek universe dan usulan
dan usufan PKPT yang selanjutaya diserahkan ke Subbag |j/_| Pengawasan PKPT
Proaram, Pefaporan dan Keuanaan

3 Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan membuat Draft peta audit 1 Jam Konsep undangan
konsep surat undangan pembahasan PKPT per bidang Lv;l universe
dan v .

4 Sekrefaris menyetujui undangan pembzhasan PKPT v Keonsep 1 Jam Undangan rapat
kepada masing-masing Inspektur Pembantu 1 Undangan
Bidang/Wllayah

5 Sekrelaris, inspekiur Pembantu, Kepala Subbag Program, Bshan 15 Hari Dafiar Usulan PKPT,
Pelaporan dan Keuangan, Auditor, PPUPD dan Tim Penyusunan Notulen Rapat
Penyusun membahas PKFT per masing-masing bidang PKPT
dan wilayah antara [ain: ¥ ¥
1. Kebijakan Pengawasan [j
2. Pela Audil Universe (Kegiatan Strategis dan Program
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah)
3. Rincian Usulan PKPT (Jenis Pengawasan, Tujuan,
Ruang Lingkup, Sasaran, Kebuluhan anggaran, Jumiah
SDM dan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko)

[ Inspeldur Pembantu Bidang/Wilayah mesnperbarui usulan v Daftar Usulan 15 hari Usaular PKPT
PKPT berdasarkan hasil pembahasan dan selanjutnya | ’J PKPT, Notulen
diserahkan ke Subbag Program, Pelaporan dan Rapal
Keuanaan

7 Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan membuat Usulan PKPT 1Jam Konsep undangan
konsep surat undangan pembahasan PXPT bersama "[—,_l
Inspektur dan (nspekiur Pembantu seluruh bidang dan y

8 Sekretaris menyetujui undangan pembahasan PKPT — Konsep 1 Jam Undangan rapal
bersama Inspektur dan Inspektur Pembantu seluruh l_/-ﬁ Undangan

Bidana/Wllavah




Palaksana Mutu Baku
Tim Inspektur Sekretariat
Program, :
. Prosed ; h K
No Uralan Prosedur Pengendal Anggola Tim Pe‘m bantu Sekretaris | Inspekfur | Pelaperan | Evaluasidan Sekretariat Gubernur | Kelengkapan Wakiu Output elerangan
Ketua Tm (KT} Bidang/ . Umum Daerah
Teknls (PT) (AT) Wilayah dan Pemutakhiran
Keuangan
9 Inspektur, Sekretaris, Inspekiur Pembanfy, Kepala Usufan PKPT 1 harni Usulan PXPT, Notulen
Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan, Audiior, f Rapat
PPUPD dan Tim Penyusun membahas usulan PKPT
a. Jika Inspektur setuju, usutan PKPT dilanjutkan ke
Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan T
b. Jika peru koreksi dikembalkan ke Inspektur Pembantu
Biidang/ilayah untuk diperbarui kemballi
¥ N
10 Subhag Program, Pelaperan dan Keuangan membuat g—a_' Usulan PKPT, & Hari Draft Keputusan
draft Keputusan Gubernur tenlang PKPT L notulen rapat Gubernur
1 Sekretaris memeriksa draft Keputusan Guberaur tentang Draft 3 Hari Draft Keputusan
PKPT Kepufusan Gubemur
a. -Jika setuju memberi paraf dan mengajukan ke Gubernur
Inspektur .
b. Jika periu koreksi dikembalikan ke Subbag Program, -
Pelanoran dan Kenanaan.
12 Inspektur memeriksa draft Keputusan Guberaur tentang s Draft I Had Drafl Keputusan
FKPT Keputusan Gubernur
a. Jika setuju memberi paraf dan mengirimkan Draft Gubernur
Keputusan Gubemur tentang PKPT ke Sekretariat Daerah
b. Jika perlu kareksi dikembaiikan ke Subbag Program,
Pelaporan dan Keuangan T
Y
13 Sekretariat Daerah memeriksa draft Kepulusan Gubemur Draft 10 Hari Draft Keputusan
tentang PKPT > Kepulusan Gubemur
a. Jika setuju memberi pavaf dan mengirimkan Oraft Gubermur,
Keputusan Gubemur tentang PKPT ke Gubernur Surat
b. Jika periu koreksi dikembalikan ke Subbag Program, Pengantar
Pelaporan dan Keuangan \\7
14 Gubemur menandatangani Keputusan Gubemur lentang Draft 10 Hari Keputusan Gubernur
PKPT, setelah ditandatangani Kepulusan Gubemur akan Keputusan
dikirimkan kembal kepada Inspektur » Gubemuy,
’ Surat
[ Pennanlar
15 Inspektur menerima Keputusan Gubemur tentang PKPT Kepulusan 1 Haii Arsip Keputusan
dan mengarahkan Sekretaris dan Subbag Program, Gubemur Gubemur tentang
Pelaporan dan Keuangan untuk mendistribusikan dan PKPT

mengarsipkan

:




Normor SOF
- s
e | ]

Disahkan Oleb Inspektur Provinsi
Daerahn Khusus Ibukota Jakarta,

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Syadqfiiloh Hidjyat
Nip. 197H1221998111001

Nama SOP Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan

1. Auditor/PPUPD/ Pegawai Yyang memahami alur
proses pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Mengetahui prosedur administrasi pemeriniahan
daerah;
3. Memiliki kemampuan analisis;
4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasar Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu
Atas Laporan Kenangan Pemerintah
Daerah Berbasis Akmal;

5. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ihukota Jakarta Nomor 60 Tahun

5023 Tentang FPeta Proses Bisnis
Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Thukota Jakarta.

KETERKAITAN:
SOP Monitoring dan Evaluasi
SOP Audit

SOP Distribusi LHP/SHP
SOP Pengarsipan

SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila LHP terlambat disusun, maka pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.

PERALATAN/PERLE
1. Komputier/Printer
2. Konsep LHP

3. BA Hasil Ekspose

/Kertas Print

Gk L




aa

FLOWCHART PENGELOLAAN EVALUASI PELAPCRAN

Pelaksana Mutu Baku
Tim Inspektur Sekretarlat
No. Uraian Prosedur Pembantu . .. | Kelengkapa Keterangan
Pengendall Anggeta Tim . . Program, Evaluasi dan Inspektur Auditi gHap Waldtu Cutput g
i Kelua Tim (KT} Bidang/ | Sekretaris | Pelaporan dan . Umum n
Teknis (PT) [AT) : Pemutakhiran
Wilayah Keuangan
EVALUASI PELAPORAN

1 Inspektur Pembantu menyampaikan konsap Laporan 1) konsep LHP 1jam Disposist /
Hasil Pangawasan (LHP) yang diparaf ateh Inspekiur G_h.i Arahan
Pembantu {Iroan) alau PT ke Sekrelasis 7) Barita Acara

Peer Reviu

2 1Sékretaris menugaskan Kepala Subbag Evaiuasi dan — 1) konsep LHP 1 jam Lladwal
Pemutakhiran {EDP) untuk mambuat jadwa: ekspose l |

3 Ekspose untuk konsep LHP / Penyusunan Naskah Hasil 1) konsep LHP| 1-2Hari  (Berita Acara
Pengawasan, Tim Pemeriksa melakukan akspose h Ekspose
dinadapan suatu forim akspose, I_I I 2) Paparan

litka
dibutuhkan)

4 Tim Pengawasan melakukan korekst LHP erdasarkan ! 1) Barita Acara 2hai |konsep LHP
hasii skspose, Kemudian, LHP diparaf olsh Inspeklur Y Ekspose lyang lelah
fembantu atau PT l_ __J—_ diravisi

4 2) Kertas keria
(ika
didutuhkan)

5 Konsep LHP terbanr (yang telah selesai direvisi dan konsop LHP 30 menit  [konsep LHP
diparal) disampaikan ke Sekratariat ¢.q. Subbag EDP » yang telah lvang leiah
Inspaktorat Provinsi DKI Jakarta direvist diravisi

6 Subbag ECP mereviu konsep LHP, apahila; korisep LHP 2 han Kareksi
a) terdapat koroksi, maka dilakukan perbaikan oleh Tim T vang telah Konsep LHP
Pangawasan direvisi paraf
b} tidak terdapat koreksi, maka diserahkan kepada {persatujuan
Inspektur untuk dilakukan pendatanganan ¥

7 Sekretaris meteviu kembali dratt Laporan Hasil konsep LHP 2 hani Koreksi
Pelaksanaan Bimbingan Teknis, apabila: vang telah Konsep LHP
al lerdapal kelidaksesuaian dan / alau koreksl koasep T ¥ direvist dan/alau paraf
LHP, maka dikembalikan kepada Tim Pengawasan > persetujuan
untuk difakukan perbaikan;

b} lelah sesual, diteruskan kepada Inspektur unfik Y
direviu dan penandatanganan LHP

] Inspektur melakukan reviu kendali mutu alas LHP yang konsep LHP 2 hari Kareksi
tatah disusun, apabila: [yang telah Kansep LHP
2} terdapal koreksi, maka dixembalikan kepada direvisi danfatau tanda
Sekretaris untuk dileruskan ke Tim Pengawasan; T X Y tangan
b} tidak terdapat koreksi, maka Inspekiur mendatangani D parsetujran
LHP, falu dikambalikan kepada Sekretaris untuk serta tanda
dilakukan penatausahaan, penggandaan, pengarsiapan terima LHP

dan distribusi LHP kepada Gubemur dan QPD,




Nomar SOP .25/ He.00.03
Tanggal Pembuatan | 2 AppyL 2094
Tanggal Revisi '
Tanggal Efektif
Disahkan aleh Inspektur Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
NIP 197¢12221938111001
L4
Pemakaian KDO Roda Empat
Nama SOP (KDO R4)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana ;
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 1. Memahami pemakaian KDO R4
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan |2, Mempunyai kemampuan mengemudikan kendaraan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DK/ Jakarta bermotor
3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Kefertiban Umum
4. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kendaraan
Dinas
5. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Crganisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah
7. Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2023
tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provonsi DK Jakarta
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan ;
S0P Dokumentasi 1. ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan ;
Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Berkas Spreadsheet
Operasional Prosedur Yang Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai
SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesual Peraturan Yang Berlaku




FLOWCHART PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Sudah dikembalikan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pengurus Kepala Sub Keterangan
Staf Pelaksana Baran Bagian Sekretaris Peralatan / Perlengkapan Wakfu Output
9 Umum

Membuat surat permohaonan \\

peminjaman Kendaraan Dinas Hasil Pengisian Goo lé
1 |Operasional (KDO) yang telah ( } Google Form 5 menit Berkas Spreadsheet 6 8

. . Form

ditandatangani pemohon dan

atasan langsung

Menerima pengajuan, meneliti

dan menandatangani surat ¢ Surat Permohonan yang sudah
2 [Permohonan peminjaman I Permohonan 10 menit | - yang

. - ditandatangani
Kendaraan Dinas Operasional
(KDQ).
W Surat Permohonan yang sudah

Meneliti dan menandatangani / S_urat Permohgnan yang sudah . (ditandatangani Pengurus
3 - ot EEEEEEE : ditandatangani Pengurus 5 menit .

surat permchonan Tidak \ ! B Barang dan Kepala Sub Bagian

i arang Umum

Memvalidasi, menandatangani Ya iTidak Surat Permohonan yang sudah Surat Permohonan yang sudah
4 surat permohonan dan ditandatangani Pengurus 10 Menit ditandatangani Pengurus

memerintahkan Pengurus > Barang dan Kepala Sub Bagian Barang, Kepala Sub Bagian

Barang untuk mendistribusikan Umum Umum dan Sekretaris
5 Mendistribusikan KDO kepada 'JL, KDO 5 menit i

pemochon

Surat Permohonan yang sudah

6 Mendokumentasikan surat v ditandatangani Pengurus. 5 menit Dokurnen SOP Dokumentasi

permohonan Barang, Kepala Sub Bagian

I:.:' Umum dan Sekretaris
—

Menggunakan KDO dengan : Sesuai
7 : KDO -

penuh tanggung jawab kebutuhan

Memastikan BBM terisi sebelum 4 ;
8 |dikembalikan _I KDO 15 Menit )

i y

9 Mengembalikan KDO kepada KDO 5 Menit )

pengurus barang

—

10 Mendokumentasikan E KDO 5 Menit Berkas Spreadsheet Catatan bahwa KDO

pengembalian KDO




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 2026/ He.0N-02

Tanggal Pembuatan 2 APV 224

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan cleh INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Syaefulgh Hidayat

¥
Nama SOP Pemeliharaan Barang Milik Dagrah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ;

—

. Peraturan Menterj Pendayaguniaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
ientang Pedomanr Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintahan ditetapkan
oleh Kepala
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 fentang Cipta Kerja
3, Peraturan Pemerintah Nomeor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
. Keputugan Inspektur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 60 Tahup 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspekiorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

N

hiyl

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administrasi Persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantoran

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Alat Tulis Kantor
2. Kornputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan .

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Cperasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabita Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

Buku Agenda Surat Keluar




FLOWCHART PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

KETERANGAN

KEPALA SUB
BAGIAN UMUM

PENGURUS
BARANG

PELAKSANA

REKANAN/
PENYEDIA

KEPALA SUB
BAGIAN PPK

PERALATAN{
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Kepala Sub Bagian Umum memerinlahkan Pengurus
Harang unluk membuat daflar Barang Mifik Daerah
yang akan dilakukan pemelinaraan

;)

Komputer

5 menil

Sural

Pengurus Barang memerintahkan Pelaksana untuk
melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah yang
perlu dilakukan pemeliharaan berpedoman pada
daftar kebutuhan pameiiharaan barang milik daerah

Komputer

5 menit

Surat

Pelaksana metakukan pengecekan kondisi dan
membuat laporan daftar Barang Millk Daerzh yang
perlu difakukan pemeliharaan kepada Pengurus
Barang

Komputer, Peralatan
Perkakas

45 menil

Surat

Pangurus Barang melakukan Verifikasi atas daftar
barang yang perlu dilakukan Pemefiharaan dan
melaporkan hasilnya kepada Kepala Sub Bagian
Umum

TIDAK,

YA

Komputer

10 menit

Sural

Kepata Sub Bagian Umum menyefujui usulan
Pemaliharaan Barang Milik Daerah dan meangajukan
permononan kontrak unluk pengerjaan pemeliharaan|
barang ke Kepala Sub Bagian PPK

1DAK

YA

Komputer

S Menit

Surat

Kepala Sub Bagian PPX menyelujui pengajuan
permohonan kentrak dan menginformasikan ke
Rekanan urluk memulai pekerjzan pemeliharaan
barang sesuai dengan kontrak anggaran

TIDAK

Komzpuler

15 menit

Surat

Rekanan berkoordinasi dengan Pengurus Barang
pada saat pengerjaan pemeliharaan barang

Qleh Rekanan

120 menit

Barang Milik Daerah
mulai dikerjakan

Pengurus Barang melaporkan hasil pekerjaan
pemeliharaan barang ke Kepala Sub Bagian Umum

Kompuler

5 hari

Surat

Kepala Sub Bagian Umum menginformasikan ke
Kepala Sub Bagian PPK bahwa pekerjaan
pemeliharaan barang telah selesai

Kompuler

5 menil

Surat

Kepala Sub Bagian PPK melakukan pembayaran
kepada Rekanan sesuai dengan kenirak awal yang
sudah ditentukan

Kompuler

20 merit

Bukdi Pembayaran

Apabila ada
perubahan harga
dari Rekanan, maka
harus dikenfirmast
terlebin dahulu ke
Kapala Svb Bagian
PPK sebelum
pekerjaan dimulai

Rekanan menyerahkar hasil pekerjaan
pameliharaan barang ke Pangurus Barang

QOleh Rekanan

10 menit

Barang Miiik Daerah
yang tetah dilakukarn
pemeliharaan

Pengurus Barang melaporkan alas dailar barang
yang sudah dilakukan Pemeliharaan kepada Kepala

Sub Bagian Umum

Kompuler

5 menil

Surat




PEMERINTAH PROVINS! DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nemor SOP 200 23 /Re..00- 0T
Tanggal Pembuatan Z AR 209249
|Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan cleh

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nama SOP

Penggmanan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum :

Kuallikasi Pelaksana :

—

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintahan ditetapkan
oleh Kepala Daerah

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah
2. Memaharni Administrasi Perkantcran

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasicnal dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakara Nomer 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Previns! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Alat Tulis Kantor
2. Kemputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas \Wajik Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Beriaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan

Yang Berlaku

Buku Agenda Surat Keluar




FLOWCHART PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KEPALA SUB STAFF PERALATAN/ KETERANGAN
BAGIAN UMUM PELAKSANA PELAKSANA PERLENGKAPAN WAKTU ouTPUT
Kepala Sub Bagian Umum memrintahkan o
Data Inventarisasi Barang . . .
1 |Staff Pelaksana untuk melakukan o 30 menit |Disposisi
o Milik Baerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
Staff Pelaksana memerintahkan Pelaksana Data Inventarisasi Barang Daftar Barang

2 untuk mengidentifikasi, menginventarisasi dan v Milik Daerah, Daftar Barang 30 menit Milik Daerah
menyusun data objek Pengamanan Barang I:I Milik Daerah yang yang
Milik Daerah Bermasalah Bermasalah

Laporan
Peiakgana mgng@enhﬂkasn, . H:I Analisis Barang Milik . k|aSIfIkaSI. _
3 |menginventarisasi dan menyusun data objek 3 Hari |Barang Milik
o Daerah yang Bermasalah
Pengamanan Barang Milik Daerah Daerah yang
bermasalah
Staff Pelaksana menyusun rencana untuk I Daftar |dentifikasi R;nc;‘:nmgan
melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah D permasalahan Barang Milik Ee gi]atan
4 |secara Fisik, Administrasi dan Hukum, dan Daerah dan rumusan 2 Hari 9
. pengamanan
melaporkan kepada Kepala Sub Bagian rencana pengamanan o
Iy Barang Milik
Umum Barang Milik Daerah
Daerah
Kepala Sub Bagian Umum mengklasifikasi ' Dattar target penyelesalgp Program
A » |j permasalahan Barang Milik kegiatan
objek Pengamanan Barang Milik Daerah, ) .

5 L Daerah; rumusan program 2 Hari |pengamanan
menentukan skala prioritas, dan merumuskan -
tindakan yang tepat untuk Pengamanan Barang Barang Milik

Milik Daerah Daerah
Staff Pelaksana melaksanakan Pengamanan Daftar Baran
Fisik Barang Milik Daerah untuk objek yang Daftar Evaluasi . 9
_ Milik Daerah

6 |memerlukan pengamanan secara fisik, il pelaksanaan pengamanan | 12 Bulan yang

Administrasi dan Hukum sesuai skala prioritas | | Barang Milik Daerah diamankan

dan rumusan yang ditetapkan




v Nomor SOP 20. 28 fh¥-. 00-0Z
Tanggal Pembuatan | 2 APRIL 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh INSPEKTUR PROVINS] ﬂ/
T /'bAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAF
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
Syaefulgh Hidayat
N§° 197612421998111001
Nama SOP PenyediJan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 ientang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Mengikut Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Memiliki 8K Pengangkatan sebagai Pengurus

2 |Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;, Barang/Pengurus Barang Pembantu

3 Undang-undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana teiah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

4 |Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nornor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Mengetahui pengoperasian komputer dan sistern aset

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembenfukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta

- Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Peraturan Gubernur Normor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Aset Dagrah

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Presiden Republik [ndonesia Na, 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang

10

11
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. ATK, Kemputer, Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksanaan Tugas Wajlb Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasionat Prosedur Yang Berkas Spreadsheet

Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
|Yang Berlaku




FLOWCHART PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Pengurus Kep"""".‘ Sub Keterangan
PPTK Bagian PPK PPHP Peralatan / Perlengkapan Wakiu Qutput
Pelaksana Barang
Umum
1 gﬂ:nngﬁx? kr:;izatlgs :223;5;31 e?aﬁ:ta;nhdaas: p::lr:rzm:: nam 22 Hari Surat [
peralatan dan perlengkapan D P P geap ratusuian
kantor
kantor
Meneliti RKA dan DPA kegiatan
penysdiaan peralatan Barang-barang Inventaris
2 |perlengkapan kantor unfuk X (PC I?a to gn‘nter dil 2 Hari  |Dokumen Pengadaan
kebuttehan Inspektorat Provinsi |:|:| +-aptop. p ’
DKl Jakarta
—
Pengurus Barang membuat |
RKBMD dan usulan Barang-barang Inventaris .
3 pembelanjaan diberikan kepada (PC,Laptop, printer, dll} 2 Hari Dokumen Pengadaan
Kasubbag Umum untuk diteliti
Membuat KAK, RAB, HPS
untuk pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor dengan ¥ Barang-barang Inventaris
4 |memperhatikan spesifikasi yang E:l g Lga o grmter il 2Hari  |Dokumen Pengadaan
dibutuhkan menggunakan --aptop, p !
metode pengadaan langsung
& e-purchasing.
Melakukan verifikasi dokumen ] Dokumen penaadaan peralatan
5 |pengadaan penyediaan dan eﬁengka an Eantor 1 Hari [Dokumen Pengadaan
peralatan perlenakapan kantor P grap
Membuat dokumen e- 1
purchasing dan selanjutnya
6 |pesanan langsung melalui e~ Do!;uamner;ﬁgggsga:: Eae;?;?tan 5 Hari Dokumen Pengadaan
katalog LKPP untuk menjadi periengkap
pesanan atau SPK
Membuat surat permohonan
pengadaan barang kepade PPK Surat permohonan peralatan .
’ untuk meiakukan pembelian e- perlengkapan kantor 1 Hari Surat Permohonan
purchasing
Melakukan verifikast terhadap P, Risalah hasil pemeriksaan,
barang yang diajukan PPTK dan Berita acara pemeriksan hasil
8 |selanjutnya akan dibuatkan Barzzg;bii:nagnpfarﬁiztran 1 Hari pekerjaan, BAST hasil
BAST kepada Pengurus P gxap pekerjaan, Berita acara
barang. penyelesaian pekerjaan
Menerima barang setelah
diperiksa panitia penerima hasil
. ) Kelengkapan peralatan
9 pekerjaan yang dituangkan pertengkapan kantor sesual 1 Hari Barang sesuai spk

pade BAST barang dan Berita
Acara Penvelesaian Pekeriaan
(BAPP)

SPK




PEMERINTAH PROVINS! DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20,98 /HK . 60.07%

Tanggal Pembuatan 2 APRIL 2024

Tanggal Revisi .

Tanggal Efektif

Disahkan oleh INSPEKTUR PROVINSI

DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA

Hidayat
NIP hp7612421998111001

Nama SOP Penyl !diaan Alat Tuiis Kantor

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ;

1. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DK! Jakarta Sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

4. Peraturzn Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaar Barang Milik Daerah

5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor §7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan

5. Peraturan Dagrah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus |Ibukota Jakarta

7. Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021
tentang Tata

8. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengeiolaan Aset

9, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun
2018 tentang

11. Keputusan Inspektur Pravinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang

Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus tbukcta Jakarta,

1. Lulus dalam sertifikasi diklat Pengelclaan BMD (untuk Pengurus Barang)

2. Memlliki SK Pengangkatan sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu
3. Mengetahui pengoperasian kempuier dan sistern aset

Keterkaitan :

Peralatan/Perengkapan :

1. 8OP Verifikasi SPJ Keuangan SOP Penerbitan SPM, SOP RKBMD

1. ATK, Perangkat Komputer, Printer, Meja, Kursi, Wifi

Peringatan .

Pencatatan dan Pendataan .

1. Prosespenyedizan ATK segera dilakukan setelzh permohonan permintaan ATK sudah diterima
2.Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penyediaan ATK akan terhambat

1. Harus dilakukan dengan teliti, akurat / akuntabel dan tepat waktu




FLOWCHART PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Kasubbag Umum PERALATAN/{
PPTK Staf Pelaksana | Pengurus Barang dan Kepegawaian PPK Kepala BPAD PERLENGKAPAN WAKTU QUTPUT
Pengelolaan Data menyusun Rencana Kerja Rekap hasil permintaan .
1 Anggaran (RKA dan DPA) kegiatan penyediaan ATK MuLAl ATK 22 hari Surat usulan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian menelili RKA ]
2 |dan DPA keglatan ATK kebutuhan BPAD Provinst 1 » Barang-barang ATK 3 hari Dokumen pengadaan
DK Jakarta | I |
Pengurus Barang membuat RKBMD dan usulan
3 |pembeianjaan diberikan kepada Kasubbag Umum I:‘:l Barang-parang ATK 2 hari Dokumen pengadaan
dan Kepegawatan untuk SHelily
Pengelolaan Data membuat KAK, RAB, HPS untuk Buku Skock Barang, ATK,
4 |melakukan pengadaan langsung dan &-purchasing | < Bollpoint, Kertas, 2 hari Dokumen pengadaan
kegiatan ATK Komputer, Printer
Kassubag Umum dan Kepegawalan selaku Penjabat .
5 |Pejabat Pengadaan dan PPK Melakukan verfikasi E_,':] K?\Z;rzgcin:tﬁg;:ta 2 hari Dokumen pengadaan
dokumen pengadaan ATK P
Kassubag Umum dan Kepagawstan sefaku Pejabat
Pengadaan membual dokumen pengadaan
langsung {tanda terima undangan langsung, berita
acara evaluasi penawaran dan kualifikasi, berita Aplikasi persediaan dan
6 Jacara klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga, I:l . data barang masuk dan 5 hari Dokumen pengadaan
berila acara hasil pengadaan langsung) selanjulnya M keluar
akan dibualkan 3PK dan untuk metode pengadaan
secara e-purchasing. PPK & Pejabat Pengadaan
membeli secara daring katalog LKPP
PPTK membuat surat perrnohonan pengadaan
7 barang kepada PPK untuk melakukar: pembelian Sural Permohonan 1 hari Surat Permahanan

ATK pengadaan langsung dan e-purchasing sesuai
RAB

PPTK membuat surat tugas kepada panitia penerima
has# pekerjaan unluk melakukan verifikasi terhadap

Risalah penerimaan hasil
pemeriksaan, berila

8 |barang yang diajukan PPTK dan selanjulnya akan Barang-barang ATK 1 hari acara pemeriksaan hasil
dibualkan BAST kepada Pengurus barang pekerjaan, BAST hasil
pekerjaan, BA
Pengurus barang menerima barang setetah diperiksa
panitia penerimaan hasil pekerjaan yang diteangkan Kelengkapan ATK sesuai ) )
9 pada BAST Barang dan Berita Acara Penyelesajan SPK 1 hari Barang sesuai SPK

Pekerjaan (BAPP)




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 2090 /e 00032

Tanggal Pembuatan 2 APRI 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektit

Disahkan cleh INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

yaefdloh Hidayat
NIM18761221998111001

v I
Nama SOP Pengiriman Surat Eksternal

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2012 tenfang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomar 8 Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

3. Peraturan Daerah DK] Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 teatang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar QOperasional Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

G. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomer 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1. Memahami Proses Pelaksanaan Admiaistrasi Surat Menyurat
2. Memahami Menggunakan e-Office
3. Mampu mengendarai kendaraan bermotor

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan

S0P Pengiiman Surat

1. e-Office
2. Kendaraan Bermotor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan ;

Pelaksanaan Tugas Waijib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Beraku

Tanda Terima Surat




FLOWCHART PENGIRIMAN SURAT EKSTERNAL

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PETUGAS SUB BAGIAN PEJABAT PERALATAN/ KETERANGAN
PENGIRIMAN UMUM PELAKSANA | PERLENGKAPAN | WAKTU ouTPUT
1 |Memerintahkan untuk mengirim surat C) Surat, Perintah |5 menit Disposisi
2 Surat cyklrlm.melalul Caraka atau/dan <\ o-Office 10 menit Surat
melalui e-Office v
3 Me!akukan pengiriman surat melalui e- o-Office 10 menit Surat
Office
. . . Scft Copy dan
4 |Mengarsipkan surat Ij| Mesin Scan 5 menit Hard Copy
5 |Mengirim surat melalui Caraka | | Surat, Perintah |5 menit Disposisi
¥
6 |Mengecek kelengkapan surat | | Surat 5 menit Surat
7 |Mengantar surat | L', Surat 120 menit Tandsau:'aetrlma
8 [Melaporkan pengiriman surat | | —+—{ ] |Tanda Terima Surat| 5 menit Tandsau'rl;]e;nma
9 [Mendokumentasikan tanda terima surat C| Tanda Terima Surat| 5 menit Dokumen  |>0F :
Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20-%1 /H.00-6F
Tanggal Pembuatan 2 APR\W TOA4
Tanggal Revisi i

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA

Nama SOP

Penanganan Keamanan Lingkungan

Dasar Hukurn .

Kualifikasi Pelaksana .

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomer 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dagrah
Provinsi DKI Jakarta

3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasionai Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

5. Keputusan [nspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspekiorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1. Mempunyai kemampuan pengamanan
2. Memahami Administrasi Perkantoran

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Keamanan

1. Peralatan Keamanan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuaf dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Beriaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

Tanda Terima Surat




FLOWCHART PENANGANAN KEAMANAN LINGKUNGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PAMDAL SUKBE;AA(I;&N KOMANDAN BKO PENGAWAS PERALATAN/ WAKTU OUTPUT KETERANGAN
UMUM PAMDAL (POLISIITNI} PERLENGKAPAN
1 |Mengatur jadwal piket Pamdal untuk siang dan malam
{ )« Kertas dan Ballpoint 12 jam Jadwal
2 [Kepala Subbagian Umum member persetujuan Tidak
terhadap jadwal piket Pamdai » > Kertas dan Bailpoint 10 menit Jadwal
Ya
3 |Serah terima tugas jaga dari Pamdal sebelumnya
kepada petugas selanjutnya | |4 Perlengkapan Pamdal | 5 menit ; Perlengkapan
4 |Melakukan pengecekan berkala terhadap sarana dan -
prasarana serta keamanan dengan berkeliling kantor |::| Laporan 90 menit laporan
setiap dua jam sekali
5 |Mengamankan Tindak Keamanan dan melaporkan ‘LI
Laporan, pelaku dan .. { Laporan, pelaku
kepada Komandan Famdal | | -{, | barang bukti 60 menit dan barang bukti
6 |Memeriksa laperan dan meneruskan ke BKO r
(PolisiTTNI) E Laporan, pelaku dan | .o . {Laporan, pelaku
barang bukti dan barang bukii
7 |Menindaklanjuti laporan pengamanan ke pihak
berwenang E Laporan, pelaku dan | 54 o Laporan
barang bukti
8 [Melaporkan hasil akhir peristiwa pengamanan kepada
Kasubbag Umum | l< Laporan 10 menit Laporan
9 [Mendokumentasikan Laporan Monitering Keamanan
| !4 Laparan 5 menit Dokumen SOP Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINS| DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP

20. S22/ Y-, 00.02

Tanggal Pembuatan

2 APRIL 2004

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan aleh

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nama SOP

NIP[S76122p 1998111001

Menerima Tamu

Dasar Hukum ;

Kualifixasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birekrasi Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20+16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi DK Jakarta

3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor & Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubemnur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

5. Peraturan Gubermur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

6. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ihukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

2, Mampu berkomunikasi

1. Memahami Proses Menerima Tamu

dengan balk

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Buku Tamu
2. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

Buku Agenda




FLOWCHART MENERIMA TAMU

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERALATAN/ KETERANGAN
PAMDAL PENERIMA TAMU PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1  [Menginformasikan dan menanyakan maksud dan keperluan tamu Cp Buku Tamu, Ballpoint 5 menit Keperiuan Tamu
2 |Mencatat data dan keperluan tamu {:T:] Keperluan Tamu 2 menit Data Tamu
3 |Mengkenfirmasif mengklarifikasi kehadiran tamu kepada yang dituju Ii_l Data Tamu 5 menit Konfirmasi

Jika yang dituju tamu tidak ada / tidak mau menerima tamu, maka Tamu
4 ldikembalikan ke Pamdal. Jika yang dituju ada dan mau menerima I:l ¢ Konfimasi 5 Menit . .

- . ) Diterima/Ditalak

tamu maka diarahkan ke penerima tamu Tidak
5 |Mengarahkan tamu kepada yang dituju Ej Konfirmasi 5 menit Tujuan Tamu
6 [Mendokumentasikan |:|< Buku Tamu 5 menit Dokumentasi perhari, SOP

Dokumentasi




-.|

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP A 1S ZHE-@.O&
Tanggal Pernbuatan 2 AP L4
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NIPJ{976122201998111001

Nama SOP

Surat Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nemor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 fentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasionai Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

&. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta Nemor 80 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspekiorat Provinsi Daerah Khusus |bukcta Jakarta.

1. Memahami Froses Pelaksanaan Administrasi Persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantoran

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOF Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Deokumentasi 2. Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mencapaikan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Beraku

Buku Agenda Surat Masuk




FLOWCHART SURAT MASUK

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS SEKRETARIS SEXKRETARIS PERALATAN/ KETERANGAN
PELAKSANA INSPEKTUR INSPEKTORAT INSPEKTUR PERLENGKAPAN WAKTU ouTPUT
1 [Menerima Surat Masuk { ) Surat Masuk 5 menit Paraf Tanda
‘—I Terima Surat
Mermilah surat masuk. Bila memenuhi syarat akan X Ti0ak
2 |diterima, bila tidak akan dikembalikan ke pengantar _.<> Surat Masuk 5 menit Surat
surat.
¥
] MNomor surat,
3 |Menginput surat masuk ke sistem E-Office I: Surat dan Agenda 5 menit informasi surat,
lembar disposisi
. ) \ k 4 Nomor surat, Informasi
4 Mend_okumentamkan berkas kemudian di unggah ke surat, Lembar disposisi, 5 menit Laparan SOP Dokumentasi
E-Office
Berkas
. ; TIDAK YA . . .
5 Memvalidasi surat masuk 6 Laperan dan surat 5 menit Disposisi
Mendisposisikan serta memerintahkan Sekretaris x . . -
6 Inspektorat untuk mendistribusikan E,:I Laporan dan surat 5 menit Disposisi
8 |Mendistribusikan surat sesuai disposisi é Disposisi dan surat 5 menit Berkas SOP Surat Keluar




INSPEKTORAT

Nomer SOP LD 50 [ VY. 00.073

Tanggal Pembuatan | 2 &PR\W. 2074

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nama SOP ! Surat Keluar

Dasar Hukum ;

Rualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Dasrah Noemer & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor § Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomer 84 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administras! Persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantcran

Keterkaitan ; Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Dokumentasi 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer

Peringatan :

Pencaiatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Bearlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

Buku Agenda Surat Keluar




1

Tangan

-.} - S
FLOWCHART SURAT KELUAR
PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
PERALATAN/
CARAKA PELAKSANA | KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Memerintahkan pelaksana untuk memproses surat Surat 5 menit Disposisi

kelsar ( :)
2 Menentukan apakah surat akan dikirim melatui - Manua Buku Surat 5 menit

Office atau manuatl \ Keluar/Komputer

F-Office

Mencatat informasi ringkas, memberi nomor Surat ¥
3 |Keluar di buku Surat Keluar dan membuat lembar |::| E;Erl(::;abréfu;: SaL:tZtr 5 menit Sﬁg‘:: ;‘;I;:;g:;agn

pengantar ' peng
4 [Menginput E-Office EE‘ Disposisi, Form Pengantar 5 Menit Draft

¢|, D . Nomor dan Tanggal

5 |Menomorkan dan Penanggalan Surat |::I Informasi Tujuan 5 Menit Surat
6 |Menscan dan Mengarsipkan Berkas |:‘:| Mesin Scanner 5 Menit File PDF

Mengirim bahan dan berkas yang akan di 3 . - . .
7 distribusikan melalui Sistem E-Office |_—L Tujuan Ekspedisi 5 Menit Tanda Terima

|

8 |Mendokumentasikan Surat Keluar l:r:I Berkas 5 menit Berkas SOP Dokumentasi
9 |Surat dikirim berdasarkan metode nya : Lembar pengantar, Tanda 5 menit Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomer SOP 20.35 [/ HV..00. 0%

Tanggal Pembuatan [ 2 APREN. 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS |BUKOTA JAKARTA

Nama SOP Surat Keputusan

Dasar Hukum ;

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2, Peraturan Daerah Nomor 5§ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakaria

3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomaor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspekicrat Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administrasi Persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantoran

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan ;

1. SOP Surat Keluar
2. S0P Dokumentasi

1. Alat Tulis Kantor
2, Komputer

Peringatan ;

Pencatatan dan Pendataan .

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

Buku Agenda Surat Keputusan




FLOWCHART SURAT KEPUTUSAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KEPALA SUB SEKRETARIS PERALATAN/ KETERANGAN
PELAKSANA BAGIAN INSPEKTORAT INSPEKTUR PERLENGKAPAN WAKTU ouTPUT
Memerintahkan Pelaksana untuk menghimpun DPA, Surat Masuk, . ) -
1 dan mengolah data C) Disposisi 15 menit Disposisi
b 4
2 |Menghimpun data kebutuhan surat keputusan | | Disposisi 10 menit | Himpunan Data
3 Mengofah data sebagai bahan surat kepultusan Himpunan Data 10 menit Olahan Data
dan melaporkan kepada Kepala Sub Bagian .
4 Memer!ksa dan mengonsep Surat Keputusan, da_n TIDAK/ Olahan Data 10 menit Konsep
memerintahkan jabatan pelaksana untuk mengetik
YA
Mengetik konsep Surat Keputusan dan ;
5 melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Konsep 5 menit Draft
6 Mengkoreksi dan melaporkan kepada Sekretaris Draft 15 menit Paraf
Inspektorat
L 4
7 Menaklik Draft Surat Keputusan dan melaporkan TIDAK /\YA Draft 5 menit Paraf
kepada Inspektur \/
3
Memvalidasi dan memerintahkan Kepala Sub T;DA;/
8 [Bagian untuk mendistribusikan dan \> Draft 10 menit [ Surat Keputusan
mendokumentasikan YA
1
9 [Mendistribusikan Surat Keputusan |:I':| Ncli(mor. Tanggal,‘ Surat 5 menit Berkas SOP Surat Keluar
eputusan, Tujuan
10 [Mendokumentasikan Surat Keputusan il Berkas 5 menit Dokumen SOP Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20. 36 /. 005.02

Tanggal Pembuatan 2 AvpiL. 2094

[Tanggal Revisi i

Tanggal Efektif

Disahkan oleh INSPEKTUR PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Syaeffiloh Hidayat
1976192221996111001

Nama S0P Surat Tugas

Dasar Hukum ;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 8¢ Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Permbeniukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi DK| Jakarta

3. Peraluran Daerah DKI Jakarta Nomer 8 Tahun 2007 tentang Keteriban Umum

4. Peraturan Gubernur Nemor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

6. Peraturan Gubernur Nomer 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

7. Keputuzan Inspektur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Dasrah Khusus |bukota Jakarta.

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administrasi Persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantoran

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan ;
1. SOP Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Dokumentasi 2. Kemputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendaiean :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan S$tandar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabla Tidak Dilaksanakan Sesuai SOF Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

Buku Agenda Surat Keluar




oy

FLOWCHART SURAT TUGAS

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PENGENDALI | KEPALASUB | KEPALASUB | INSPEKTUR | SEKRETARIS | oo . PERALATAN/ WAKTU | OUTPUT KETERANGAN
TEKNIS BAGIAN FFK | BAGIAN UMUM PEMBANTU INSPEKTORAT PERLENGKAPAN
1 Memerintahkan Pengendali Teknis untuk menghimpun C) DPA, Surat Masuk, 15 menit Disposisi
dan mengolah data Disposisi P
2 |Menghimpun data kebutuhan surat tugas | | Disposisi 10 menit Hln;p::;an
Mengolah data sebagai bahan surat lugas dan | | . .
3 melaporkan kepada Inspektur Pembantu r_| Himpunan Data 10 menit | Olahan Data
Memeriksa dan mengonsep Surat Tugas, dan .
4 memerintahkan jabatan pelaksana untuk mengetik Otahan Data 10 menit Konsep
YA
Mengetik kensep surat lugas dan melaporkan kepada .
5 Inspektur Pembantu . Konsep 5 menit Draft
6 Kasubbag PPK melakukan reviu penggunaan TIDAE/\YA Draft 15 menit Draft
anggaran yang dibutuhkan untuk Surat Tugas /
6 Mengkoreksi dan Melaporkan kepada Sekretaris TIDAK/\YA Draft p
Inspektarat \ / ra 10 menit Paraf
i [IDA
8 m:::::g(r Draft Surat Tugas dan Meiaporkan kepada K/ - Draft 5 menit Paraf
YA
Memvalidasi dan memerintahkan Kepala Sub Bagian
9 |Umum untuk mendistribusikan dan - Draft 10 menit | Surat Tugas
mendokumentasikan YA TIDAK
10 [Mendistribusikan Surat Tugas | | Surat Tugas, Tanggal. 5 menit Berkas  |SOP Surat Keluar
Nomor, Tujuan
11 |Mendokumentasikan Surat Tugas I__';| Berkas 5 menit Dokumen [SOP Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP Zo, B3 HE-. 0002

Tanggal Pembuatan 2. Avgic 20249
Tanggal Revisi "

Tanggal Efeldif

Disahkan aleh INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS iBUKOTA JAKARTA

Nama S0P

Dasar Hukum ;

Kualifikasi Pelaksana .

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indenesia
Normor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi DK] Jakarta

3. Peraturan Daerah DK Jakarta Nomer 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Cperasional Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomoer £4 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

B. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

7. Keputusan Inspekiur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomar 80 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspaktorat Provinsi Daerah Khusus |buketa Jakarta. .

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administrasi Persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantoran

Keterkaitan :

Paralatan/Perlengkapan .

1. SOP Distribusi
2. SOP Dokumentasi
3. SOP Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor
2. Lemari Arsip

Peringatan :

Pgncatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesual dengan Standar Operasional Prosedur YYang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SCP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

1. Spreadsheet Surat Keluar




FLOWCHART SURAT UNDANGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
INSPEKTUR
NO AKTIVITAS JABATAN INSPEKTUR PERALATAN/ KETERANGAN
PELAKSANA PEMBANTU SEKERTARIS PROVINSI DKI PERLENGKAPAN WAKTU QUTPUT
JAKARTA
Memerintahkan Jabatan Pelaksana untuk DPA, Surat Masuk, . . -
1 menghimpun dan mengolah data D Disposisi 5 menit Disposisi
2 [Menghimpun data kebutuhan Surat Undangan ,_‘ '—| Disposisi 5 menit | Himpunan Data
a Mengolah data sebagai bahan Surat Undangan |j TIDAK Himpunan Data 5 menit Olahan Data
dan melaporkan kepada Inspektur Pembantu 3
Memeriksa dan mengonsep Surat Undangan, dan YA
4 Imemerintahkan jabatan pelaksana untuk — Olahan Data 5 menit Konsep
mengetik
Mengetik konsep Surat Undangan dan TIDAK .
5 melaporkan kepada Inspektur Pembantu ‘;‘ b Konsep 30 menit Draft
; . YA \ TIDAK ]
6 |Mengkoreksi dan melaporkan kepada Sekertaris / Draft 5 menit Paraf
- {Menakiik Draft Surat Undangan dan melaporkan YA < TIDAK Draft 5 menit Paraf
kepada Kepala Inspektur
Memvalidasi dan memerintahkan pejabat YA )
8 |pelaksana untuk mendistribusikan dan Draft 5 menit | Surat Undangan
mendokurmentasikan
e . SOP Surat Keluar
9 |Mendistribusikan Surat Undangan :l « Surat, Lembar Pengantar| 5 menit Berkas SOP Distribusi
10 [Mendokumentasikan Surat Undangan I:j Berkas 5 Menit Dokumen SOP
g Dokumentasi




INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor SQP

Tanggal Pembuzatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efekdif

Disahkan oteh

INSPEKTUR

PRCOVINSI DKI JAKARTA

Judul SOP

Pengarsipan

Dasar Hukurn :

Kuzlifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birgkrasi Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pravinsi DK Jakarta

3. Peraturan Daerah DK]| Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

8. Peraturan Gubemur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administrasi Persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantoran

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor

2. Lemari Arsip

3. Mesin Foto Copy
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
Yang Berlaku

1. Spreadsheet Daftar sl Berkas




FLOWCHART DOKUMENTASI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERALATAN!/ KETERANGAN
PEJABAT PELAKSANA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
i ) Surat 3 Menit Berkas
1 |Mencatat di dalam Spreadsheet Daftar Isi Berkas (:
* Berkas 5 Menit Kategori Berkas
2 |Memilah surat sesuai dengan Kategori atau berdasarkan tanggal
Kategori Berkas 10 Menit Jenis Berkas
3 |Menempatkan sesuai dengan jenis berkas di lemari rak arsip | |
) o Jenis Berkas 5 Menit Berkas
4 [Menyimpan berdasarkan dengan kategoeri arsip
” -
5 [Melaporkan pefaksanaan tugas kepada atasan [: Berkas 30 Menit Laporan
\ Laporan 2 Menit Dokumen
6 [Mendokumentasikan




f 7_J
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20.-230 /9. 0. 02

Tanggal Pembuatan Z AR 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh INSPEKTUR PRCVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NIP 1#7612241598111001

Nama SOP I\’enerima Telepen

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi DK Jakarta

3. Peraturan Daerah DK Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

4. Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

5. Peraturan Gubemur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas

B. Peraturan Gubemur Nomor 57 Tahun 2022 fentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Previnsi DKI Jakarta

7. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.

1. Memahami Proses Pelaksanaan Administrasi persuratan
2. Memahami Administrasi Perkantoran
3, Mampu berkemunikasi dengan baik

Keterkaitan .

Peralatan/Perlengkapan :

S0P Dokumentasi

1. Telepon
2. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang
Beraku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan
‘Yang Berlaku

1. Buku Agenda Telepan




FLOWCHART MENERIMA TELPON

NO

AKTIVITAS

PELAKSANA . MUTU BAKU

STAF PELAKSANA PERALATAN/ WAKTU OUTPUT KETERANGAN
1 |Menerima panggilan telepon C) Telepon 1 menit informasi
2 {Menanyakan maksud, tujuan serta keperluan penelepon E:I Informasi 3 menit data informasi
3 |Menanyakan identitas penelepon Ej data informasi 3 menit Indentitas
4 |Menanyakan/mengkonfirmasi kepada yang dituju Ej Identitas 3 menit Tujuan
5 |Menyambungkan telepon kepada yang dituju I:j Tujuan B0 menit Tujuan
6 JMendokumentasikan E: Tujuan 5 menit Dokumen perhari




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP | 20,40/ B¢, 00 . 0%

Tgl. ‘

Pembuatan 2 P AL ?‘094

Tgl. Revisi

Tgl.

Pengesahan

Disahkan Inspektur Provinsi

Qleh Daerah Khusus Ihukota Jakarta,
SOP Penyusunan Rencana Kerja dan

Nama SOP Anggaran (RKA)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

2.

. Keputusan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun

2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023;

. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat;

. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7

Tahun
Dacrah;

2022 tentang Pengelolaan Keuangan

. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Inspektur Provinsi Daerah KXhusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta.

1. Mampu membuat usulan Rencana Kerja dan Anggaran
dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK);

2. Memahami setiap alur dan proses dari penganggaran
yvang diusulkan.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer, Printer
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN;

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka RKA Inspektorat
tidak dapat diusulkan

Dokumen RKA Inspektorat beserta data dukung.




FLOWCHART PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur PPTK (Bidang
DAN Subbag) Subbag PPK Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu OCutput
1 2 3 4 5 6 9 10 11
1 |Memerintahkan para PPTK melalui Sekrataris untuk
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran {RKA) tahun :) . . -
yang akan datang berdasarkan Insiruksi Sekda Instruksi Sekda 6 Jam Disposisi
2 |Memerintahkan Subbag Program, Pelaporan dan b
Keuangan untuk menghimpun data penyusunan Disposisi 8 Jam Disposisi
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)}
3 |Menginformasikan kepada para PPTK untuk L2 Disposisi dan
menyajikan data sebagai bahan penyusunan RKA Disposisi 6 Jam Format Kertas
Kerja
4  |Para PPTK menyajikan data sebagai bahan h 4 Disposisi dan Surat usulan
penyusunan RKA dan mengirimkan kepada Subbag Format Kertas 5 Hari berserta
Program, Pelaporan dan Keuangan Keria himpunan data
5 |Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan Surat usulan Konsen RKA
mengolah data, membuat konsep RKA dan membuat > . berserta himpunan 3 Hari n
dan undangan
undangan rapat pembahasan T data
—F—
5 (Sekretaris meneliti konsep sebagai bahan Konsep RKA dan ‘ Konsep RKA
pembahasan RKA 1 Hari
undangan dan undangan
I
JR—
6 |Melakukan rapat pembahasan konsep RKA bersama i
Konsep RKA 1 Hari Notulen Rapat
|
,—_I
7 |Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan ~
membuat rekapitulasi hasil rapat sebagai bahan Netulen Rapat 1 Hari Notulen Rapat
penyempurnaan para PPTK
4’-———_-—J
8 |Para PPTK menyempurnakan bahan penyusunan Surat usulan
RKA dan mengirimkan kepada Subbag Program, Notulen Rapat 2 Hari berserta
Pelaporan dan Keuangan T himpunan data
I—ﬁ




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur PPTK (Bidang .
DAN Subbag) Subbag PPK Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Qutput
1 2 3 4 5 6 9 10 11
9 |Subbag Pregram, Pelapcran dan Keuangan v Suraf usutan
mengolah data menjadi konsep usulan RKA dan berserta himpunan 2 Hari Paraf
melaporkan kepada Sekretaris data
TIDA
10  iSekretaris meneliti dan mengoreksi usulan RKA TIDAK
=\ Ll Paraf 1 Hari Paraf
Y YA
11 |Inspektur meneliti dan mengoreksi usulan RKA
Paraf 1 Hari Tanda Tangan
TR |
12 [Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan
mendokumentasikan berkas RKA untuk bahan Berkas 1 Hari Dokumentasi

pembahasan dengan Tim Anggaran Pemprov DK]




JAYA RAYA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP 20.4) / Hye..00. 02
Tgl. Pembuatan 2 ArraL 2074
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh Inspektur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

fuloh Hidayat
NIP. 1¢761221998111001

7

Nama SOP SOP Pengajuan SPP dan SPM

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1

2

3.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
162 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
142 Tahun 2012 tentang Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan Daerah

. Peraturan (Gubernur Nomor 57 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Peranghkat
Daerah;

. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

1. Memahami
terkait dengan keuangan;

Memiliki SK Bendahara;

Memahami peraturan-peraturan tentang pengad
barang dan jasa

2.
3.

peraturan perundang-undangan vang

darl

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

8

OP Pengajuan dan Pembayaran SPJ

1. Komputer, Printer
2. Alat Tulis Kantor
3. DPA Inspektorat

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN;

1
2

Verifikasi SPP dan SPM;
.Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan
menghambat proses pembuatan SPP dan SPM

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




FLOWCHART PENGAJUAN SPP DAN SPM

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

InspekturiPA

PPK
SKPDISekratarls

PPTK

Kasubag Program,
Pelaporan dan
Keuangan

Bendahara
Pongeluaran
Pembantu

Kelengkapan

Waktu

Qutput

2

4

5

9

10

11

Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada
PPK-SKPD

DPA, SPD

10 Menil

SPD

Menerima SPD dari PA dan menyerahkan kepada
Bendahara Pengeluaran

SPD

30 Menit

Lembar verifikasi

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-
UP/GUTU berdasarkan SPD yang telah terbit dan
meyerahkan kepada Kasubbag PPK untuk diparaf

TIDAK

v

SPP-UP : DPA, SPD, Kwitansi
yang ditandatangani PA dan
Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Surat Pengajuan
SPP-UP dan Rincian Rencana
Penggunaan SPP-UP

SPP-GU : DPA, SPD, Sural
Pernyataan Tanggung Jawab
Pengajuan Dokumen SPP-GU,
Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban Belanja UP
dan/atau GU, Tanda terima
penyampaian Laporan
Pertanggungjawahan Belanja UP
dana tau GU dari fungsional
PPKD, Rekapilulast atas
penyetoran PPN, PPh yang
ditandatangani ofeh Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembaniu yang
diketahui PA/ KPA

SPP-TU : DPA, SPD, Kwitansi
yang ditandatangani oleh PA/
KPA dan bendahara/ bendahara
pengeluaran pembantu SKPD/
UKPD, Surat Pernyataan
Tanggungjawabk Pengajuan
Dokumen SPP-TU dari PPTK,
Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban Belanja UP

30 Menit

SPP UPIGUTU
beserta dokumen
pendukung

Memverifikasi SPP-UP/GU/TU dari Bendahara
Pengeluaran dan memberi paraf

YA

F 9

SPP dan Dokumen Persyaratan

20 Menit

SPP UP/GUTU
beserta dokumen
pendukung

e
1




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur PPK Kasubag Program, Bendahara
Inspektur/PA SKPD/Sekretaris PPTK Pelaporan dan Pengeluaran Kelenghapan Waktu Output
Keuanqan Pembantu
1 2 3 4 . . 5 9 10 11
5 PPTK Menandatangani berkas SPP-UP/GU/TU YA TIDAK SPP dan Dokumen Persyaratan 20 Menit SPP UP/GUITU
— beserta dokumen
l pendukung
5 Meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen SPP- TIDAK SPP dan Dakumen Persyaratan 20 Menit SPP UP/GUMTU
UP/GU/TU dan kesesuaiannya dengan SPD dan beserta dokumen
memberi paraf va pendukung
[ L -
6 Membual rancangan SPM ¥ Rancangan SPM 30 Menit SPM
I
¥
7 Meneliti rancangan 3PM dan memberi paraf Rancangan SPM 20 Menit SPM
r YA TIDAK
8 Meneliti keabsahan SPM dan memberi paraf Rancangan SPM 20 Menit SPM
9 Menandatangani SPM oleh PA 4 SPM 10 Menit SPM
10 Bendahara mengajukan SPP dan SPM ke Suban PK A J SPP, SPM dan Dokumen 10 Menit SPP, SPM dan
Jakarta Pusat beserta dekumen pendukung Persyaratan Dokumen
Persyaraian
11 Mendokumentasi SPP dan SPM I SPP, SPM dan Dokumen 10 Menit SPP, SPM dan
Persyaratan Dokumen

Persyaratan




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nemor SOP 20,42 /HK.. 00.0%
Tgl. Pembuatan | 9 ApRI. 15%24
Tgl. Revisi '

Tgl. Pengesahan

Disahkan Oleh Inspektur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Nama SOP

SOP Pengajuan dan Pembayaran SPJ

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

4., Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
162 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penatausahaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Guhbernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
142 Tahun 2012 tentang Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

8. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

1. Memahami peraturan perundang-undangan
terkait dengan keuangan;

2. Memiliki SK Bendahara;

3. Memahami
barang dan jasa

yang

peraturan-peraturan tentang pengadaan

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

SOP Penerimaan Barang

1. Komputer, Printer
2. Alat Tulis Kantor
3. DPA Inspektorat

PERINGATAN:

i PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1.Verifikasi SPJ;
2.Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan
menghambat proses pembayaran SPJ

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




FLOWCHART PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN SPJ

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur ¥asubag Program, PPK Bendahara
PPTK Verifikator Felaporan dan Inspektur/PA Pengeluaran Kelengkapan Waktu Qutput
SKPD/Sekretaris
Keuangan Pembantu
1 2 3 4 5 9 10 11
1 Menyerahkan dekumen-dokumen terkait SPJ yang Dokumen SPJ 10 Menit BDokumen
akan dibayarkan kepada verifikator { ) Penatausahaan
2 Memverifikasi kelengkapan berkas pembayaran dan Dokumen SPJ 30 Menit Lembar verifikasi
melaporkan kepada Kasubbag PPK I \ YA
3 Kasubbag PPK menelitifvertfikasi berkas SPJ dan 4 Dokumen SPJ 30 Menit Paraf SPJ
meilakukan paraf di berkas SPJ TIQAK /> YA
4 Meneliti berkas pembayaran yang telah diverifikasi ¥ YA Dokumen SPJ 20 Menit Paraf SPJ
dan melakukan paraf di berkas SPJ untuk dilaporkan Tiolak
kepada PA /
¥
5 Menandatangani berkas SPJ yang telah diverifikasi Dokumen SPJ 20 Menit Tanda Tangan SPJ
dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk TIDA
melakukan pembayaran dan mendokumentasikan
X
6 Memproses pembayaran berdasarkan berkas SPJ TIDAK Berkas SPJ, Kwitansi 1 Hari BKU Bendahara
yang {elah 'engkap diverifikasi dan ditandatangani Pengeluaran
dan mendokumentasikan
7 Mendokumentasikan berkas pembayaran Berkas Pembayaran 10 Menit Dokumen SPJ




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

INSPEKTORAT

Nomor SOP . W3/ B 00.0%
Tgl. Pembuatan | 2 App\L. 20924
Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

Disahkan QOleh Inspektur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jalkarta,

Siaefuloh Hidayat
NIP. 1p761221998111001

Nama SOP SOP Penyusipan LKIP dan Laporan
Tahunan

- DASAR HUKUM: -

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

2.

3.

. Peraturan Menteri

. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus

Tbukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

1. Sebagail sarana untuk pencapaian kinerja dalam lkurun
waktu satu tahun anggaran;

2. Mampu menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja
kegiatan dan sasarn,

'KETERKAITAN: - PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SCP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1. Komputer, Printer

(RKA) 2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN: . 'PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat
mengevaluasi hasil kegiatan vang sudah
dilaksanalkan

Dokumen DPA dan Laporan Hasil Kegiatan dari masing-
masing PPTK beserta data dukung,




FLOWCHART PENYUSUNAN LKIP DAN LAPORAN TAHUNAN

Pelaksana Mutu Baku
Ne Uralan Prosedur
Staf Ka. Subbag PPK PPTK Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 9 10 11
1 |Memerintahkan penyusunan Laporan LIKP/Laporan Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
Tahunan Inpektorat { )
2 |Membuat surat pengumpulan Laporan Hasil Kegialan ] N Konsep Surat 16 Menit Surat Pengumpulan
kepada masing-masing PPTK v Pengumpulan Laporan Laporan Hasil
Hasil Kegiatan Kegiatan
3 |Menghimpun data laporan hasit kegiatan dari masing- P Laparan Hasil Kegiatan 1 Hari Laporan Hasil
masing PPTK Kegiatan
4 |Membuat konsep Laporan LKIP/Laporan Tahunan Konsep LKIP/Laporan 4 Hari Konsep
Inspekicrat Tahunan Inspektorat LKIP/Laporan
\ Tahuran Inspeklorat
5 Konsep Laporan LKIP dilakukan Reviu oleh \ TIDAK Konsep LKIP/Laporan 1 Hart Konsep
Kasubbag Program, Pelaporan dan Keuangan TIDAK + Tahunan Inspektorat LKIP/Laporan
\ / Tahunan Inspektorat
6 |Menyampaikan dokumen LKIP/Laparan Tahunan Konsep LKIP/Laporan 1 Hari Konsep
kepada Sekretarls Inspektorat untuk memintakan YA > Tahunan Inspektorat LKIP/Laporan
persetujuan Tahunan Inspektorat
!
7 |Penandatanganan dokumen LKIP/Laporan Tahunan ¥ Dokumen Laporan 10 Menit Dokumen Eaporan
inspektorat LKIP/Laporan Tahunan LKIP{Laporan
Inspektorat Takhunan Inspektorat
]
8 |Mengirimkan Laporan LKIP/Laporan Fahunan ke Biro * BDokumen Laporan 10 Menit Dokumen Laporan
ORB dan mengupload ke sistem Kemenpan LKiP/Laporan Tahunan LKIP/Laporan
T inspektorat Tahunan Inspektorat
+
9 |Mengarsipkan dokumen LAKIP/Laporan Tahunan (: Bokumen Laporan 10 Menit Dokumen Laporan

Inspektorat

LKIP/Laperan Tahunan
Inspektorat

LKIP/Laporan
Tahunan Inspekicrat




Nomor SOP | 2. Ah) - 00. 072
“JAYA RAYA Tgl. 2 ﬂﬂzq\_,
e Pembuatan ?'w'[\
I . Tgl. Revisi
=, , Tgl.
L Pengesahan
- Disahkan Inspektur Provinsi
Oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
efuloh Midayat
NIP. |$761221%58111001
v
Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Keuangan
DASAR HUKUM: | KUALIFIKASI PELAKSANA: :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 | 1. Memahami peraturan perundang-undangan vyang

2.

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7

Tahun 2022
Daerah;

tentang Pengelolaan Keuangan

. Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang
Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan;
2. Memiliki

Keuangan.

KETERKAITAN:.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.
2.

SOP Pembayaran SPJ
SOP SPP dan SPM

1. Komputer

2. DPA

3. Alat Tulis Kantor
4. Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1.

2.

Verifikasi Laporan Keuangan dilakukan setiap
bulan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan
menghambat proses pembuatan laporan
keuangan

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

kemampuan dalam menyusun Laporan
Keuangan, menganalisa data dan informasi Laporan




FLOWCHART LAPORAN KEUANGAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Bendahara Kasubbag PPK Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Qutput
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Memerintahkan Kepala Subbag Program, Pelaporan DPA, BKU, RC,
dan Keuangan untuk menyusun Laporan Keuangan { ) Realisasi 3 Jam Disposisi
Anggaran, SIPD
2 |Mermerintahkan Pejabat Pelaksana untuk
menghimpun data dan mengolah data Keuangan Disposisi 3 Jam Disposisi
sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan
3 |Menghimpun dan mengolah data selanjutnya h 4 Konsep
membuat Konsep Laporan Keuangan beserta < Disposisi 5 Hari Laporan
Catatan Atas Laporan Keuangan T Keuangan
[
4 |Bendahara pengeluaran meneliti kesesuaian angka y Konsep Laporan ) Konsep
pada laporan keuangan K 1 Hari Laporan
euangan
T Keuangan
¥ ok
5 |Kepala Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan HEAR Konsep
. : Konsep Laporan ,
memeriksa konsep [aporan keuangan, selanjutnya K 2 Hari Laporan
. euangan
melaporkan kepada Sekretaris Keuangan
| R
6 |Sekretaris memeriksa konsep laporan keuangan ¥ TIDAK K Konsep
onsep Laporan .
TIDAK 2 Hart Laporan
Keuangan
Keuangan
|
7 |inspektur memvalidasi Laporan Keuangan dan A
memerintahkan Subbag Program, Pelaporan, dan Konsep Laporan 2 Hari Laporan
Keuangan untuk mendokumentasikan Laporan Keuangan Keuangan
Keuangan I
L
8 |Subbag Program, Pelapcran dan Keuangan YA
mendokumentasikan Laparan Keuangan dan Laporan Keuangan 1 Hari Dokumen

mendistribusikannya kepada BPKD




Nomor SOP 2045 /R 00.0%
Tgl. Pembuatan | g= APl Q@M
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh Inspektur Provinsi
Daerah Khusus [bukota Jakarta,
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
NIP. 1g7612219%98111001
Nama SOP Proses Seleksi Administrasi
Mutasi Dari Perangkat Dacrah
DASAR-HUKUM: o | KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 | 1. Mampu mengoperasikan komputer;
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran | 2. Mengetahui/ memahami aturan mutasi pindah

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 PNS;
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara | 3. Mengetahui/memahami syarat dan prosedur
Republik Indonesia Nomor 5494}; mutasi pindah PNS;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 | 4. Memahami Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Indikator kinerja program SKPD  vyang
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, merupakan penjabaran dari RPD, Renstra dan
Tambahan Lembaran Negara  Republik Renja;

Indonesia Nomor 6037); 5. Memahami tugas, fungsi dan uraian tugas

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Subkelompok Kepegawaian;

5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan | 6. Memiliki kemampuan pengolahan data;
Mutasi;

4, Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016
tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Gubernur Nomeor 163 Tahun 2017

KETERKAITAN: . : PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. Peraturan Perundang — undangan vang berlaku
terkait dengan Mutasi PNS;

2. Komputer Printer dan Scanner;
3. Jaringan Internter;
4, Alat Tulis Kantor
PERINGATAN: ' i PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika salah satu prosedur tidak dﬂakukan maka Di simpan sebagai data elektronik dan manual

proses pengajuan usul mutase pindah pegawai
negeri sipil tidak dapat dilanjutkan




FLOWCHART PROSES SELEKSI ADMINISTRASI MUTASI DAR! PERANGKAT DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
Staf
Sekretaris
i Kepala [nspektur
No. Uraian Prosedur Keterangan
Pelaksana Pelaksana Kepala Subbagian Fl‘nsp_e ko éaKtI Provinsi DKI| Kelengkapan Waktu Output 9
Subkelompok | Subbagian | Subkelompok Umum rovinsi Jakarta
Kepegawaian Umum Kepegawaian Jakarta
1 Petugas loket pelayanan menerima berkas mulasi pegawai yang berasal dar lingkungan Pemda DK dan Berkas Usulan 90 Menit - Tanda Terima -
menginput Surat Masuk Ke dalam E-Qffice Mutasi Berkas Usulan Mutasi
| i N
Mif:;?s Usulan - Berkas Usulan Mutasi
2 Subbag Umum menerima berkas mutasi dan menyampaikan ke Sekretaris 20 Merit |- lembar disposisi
A 4
I I ;di:z?s Usulan | Berkas Usulan Mutast
3 Inspekiur Provinsi DKI Jakarta Memberikan Disposisi atas Usulan Mutasi L 25 Menit |- Disposisi Inspektur
- Lembar Disposisi o
Provinsi DKI Jakarta
Inspekiur
- Berkas Usulan
Mutasi - Berkas Usulan Mutasi
4 Menerima disposisi Inspektur dan meneruskan ke Sekretaris [~ - Disposisi Inspektur] 20 Menit |- Disposisi Inspeklur
Provinsi DKI Provinsi DKl Jakarta
Jakarta
L 2
- Berkas Usulan
Mutasi - Berkas Usulan Mulasi
5 Sekretaris mempelajari disposisi inspekiur dan meneruskan ke Subkel Kepegawaian - Disposis Inspektur] 20 Menit |- Disposisi Sekretaris
' Provinsi DKI Provinsi DK1 Jakarta
Jakarta
| 1, - Berkas Usulan - Berkas Usutan Mulasi
P \ , L, . Mutasi - D isi Subkel
Mempelajari Disposisi Pimpinan dan Memberikan Disposisi Kepada Pefaksana Subkelompok Kepegawaian ) u_ta sl . , 5pasts! Subke
6 Inspektorat Provinsi DK| Jakarta - Disposisi 25Menit |Kepegawaian
P Sekretaris Provinsi Inspekiorat Pravinsi
DKI Jakarta DK! Jakarla




Pelaksana Mutu Baku
Staf
Sehretaris
i Kepala tnspektur
No. Uraian Prosedur Keterangan
Pelaksana Pelaksana Kepala Subbagian Inspekto I;aKlI Provinsi DKI| Kelengkapan Waktu Output e
Subkelompok | Subbagian | Subkelompok Umum Provinsi Jakarta
Kepegawaian Umum Kepegawalan Jakarta
¥
Tidak ;“?Jf;t?s Usulan - Hasil verifikasi
Mempelajari Disposis Kasub Kel Kepegawaian dan Melakukan proses verifikasi berkas usulan mutasi, jika / -+ . Disnosisi - Oraft surat jawaban
7 memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut dengan memperhalikan kebuluban anjah ABK dan pela jabatan Sekrglaris 1 Hari penclakan
dan jika tidak memenuhi syarat dibualkan draft surat jawaban penolakan ke pegawai pengusul mutasi Inspektorat Provinsi - Checklist
DKI Jakarta Kelengkapan Berkas
Konsep Surat
3 Menerima hasil venfikasi dan menyampaikan ke Sekrelaris bahwa pegawai pengusul mulasi memenuhi syarat ya >rl II g?:; :E:aﬁtkaSI 40 Menit 5:2::32?23; hasi
administrasi atau draft surat jawaban penolakan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut ]
jawaban Kelompok
Kepegawalan
¥ Ll ¥e Kensep Surat Konsep Surat
_ | enyampaian hasil peryampaian hasil
9 Sekretaris menyampaikan hasil verifikasi pegawai pengusul mutasi yang memenuhi syarat administrasi atau h \r:eri;kas?Sub 65 Menit verifikasi Sub
draft surat jawaban penclakan untuk mendapat kan arahan Inspektur lebih lanjut Kelomnok elompok
Kene gwaian Kepegawaian yang
Ped telah direviu Sekretaris
. \J
Tidak Konsep Surat
ian hasil
Inspektur Melakukan reviv atas hasil verifikasi ; 5:2;:;?;'3; asl
10 a. apabila menyetujui hasil verifikasi Inspektur memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut Kelompok 15 Menit Disposisi Inspektur
b. apabila idak menyetujul hasil verfikasi maka Inspektur memberikan disposisi untuk membuat surat Kepegawaian yang atas hasil verifikasi
penalakan. telah direviu
Sekretaris
. NS - ) . o Oisposisi Sekrelaris
1 Sekretaris menerima disposisi Inspektur dan memproses sesuai reviu Inspektur selanjutnya memberikan Tjdak _‘l_':l Disposisi Inspekiur 15Menit  latas hasil reviu
disposisi ke Kasub Kel. Kepegawaian 1 atas hasil verifikasi Inspektur
Mempelajan dan memproses sesual disposisi Sekretarls : Oaft Undangan dan
a. Apabila hasil reviu Inspekiur menyetujui maka Sub Kel Kepegawaizn menyusun jadwal pefaksanaan test Disposisi Sekretaris adwal Tost
12 dan undangan pemanggilan kepada pegawai pengusul mutasi ya atas hasil reviu 15 Menit pemanggilan
b. Apabila hasil reviu Inspektur menolak maka Sub Ke! Kepegawaian membuat surat jawaban penalakan > Inspektur Sawaban penolakan
kepada pegawal pengusul mutasi




Pelaksana Mutu Baku
Staf
Sekretaris
. Kepala Inspektur
No. Uraian Prosedur Keterangan
Pelaksana | Pelaksana Kepala Subbagian ;"5".9 kt."[;;tl Provinsi DKI| Kelengkapan Waktu Output g
Subkelompok | Subbagian | Subkelompok Umum Tovins! Jakarta
Kepegawaian Umum Kepegawaian Jakarta
| Draft Undangan dan
Draft Undangan Jadwal Tesl
13 Sekretaris malakukan reviu kembali atas surat undangan dan jadwal pelaksaan lest atau surat jawaban dan Jadwal Test 15 Menit pemanggian
penolakan pemanggilan [Jawaban penolakan
Jawaban penalakan yang telah direviu
Sekretaris
A 4 Draft Undangan - Undangan Jadwal
I::, dan Jadwal Test Test pemanggilan
14 Inspektur menandatangani surat undangan dan jadwal pelaksanaan test alau surat jawaban penclakan pemanggilan 15 Menit | Jawaban panolakan
Jawaban penolakan vang lelah
yang telah direviu ditandatangani
Sekretaris Inspektur
v - Undangan Jadwal
Kasubag umum mendistribusikan surat undangan / jadwal pelaksanaan test jawaban penolakan yang telah Test pemanggilan . |- Tanda terima
15 _ Jawaban 5 menit

ditandatangai Inspeklur kepada pegawai pengusul mutasi

penolakan yang

[EYET

penyeranan berkas




_____ Nomor SOP 20 4ALTHE. 60. 0%
Tanggal Pembuatan o APRV\ 25 %Y
Tanggal Revisi !
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh INSPEKTUR
PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

INSPEKTORAT
Syddfuloh Hijayat
NIP 194512221998111001
Nama SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukurn : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 11 Th. 1868 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/Duda Pegawai 1. Mengetahui peraturan tentang kepegawaian
2, Peraturan Pemerintah Nemor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 2. Dapat mengoperasikan komputer

Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS
4. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Dagrah;
§. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023

Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Keluar 1. Alat Tuilis Kanter

2. Komputer, printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan ;

Database Subkelompok Kepegawaian
Jika SOP Kenaikan Pangkat ini tidak dilaksanakan maka maka hak pegawai tidak terpenuhi




FLOWCHART KENAIKAN PANGKAT

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PEJABAT KETUA PERALATAN/ KETERANGAN
PELAKSANA SUBKELOMPOK | SEKRETARIS INSPEKTUR PERLENGKAPAN WAKTU QuUTPUT
KEPEGAWAIAN
Memberikan disposisi kepada Ketua Subkelompok

1 |Kepegawaian untuk memproses usulan kenaikan @ Surat Masuk, Dispasisi 10 menit Disposis
pangkat
Melakukan verifikasi dan wvalidasi terkait usulan

. . . Kelengkapan
kenaikan pangkat, kemudian memerintahkan Staf . . .

2 ! Disposisi 20 menit usulan kenaikan
Kepegawaian membuat draf surat usulan dan anakat
ketengkapan berkasnya untuk di proses ke BKD pang
Membuat draft surat usulan kenaikan pangkat dan Kelengkapan usulan Draf surat usulan

3 ) _ 1 : 15 menit
menyusun kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat kenaikan pangkat kenaikan pangkat

TIDAK
Mengoreksi draft surat usulan kenaikan pangkat. Jika

4 {setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, Draf sural usulan & menit Draf surat usulan
mengembalikan kepada Staf Kepegawaian untuk TIDAK kenaikan pangkat yang telah di paraf
diperbaiki.

Mengoreksi draft surat usulan kenaikan pangkat. Jika

5 setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, A Draf surat usulan yang 5 menit Draf surat usuian
mengembalikan  kepada  Ketua Subkelompok telah di paraf yang telah di paraf
Kepegawaian untuk diparbaiki. YA TIDAK
Mengoreksx draft surat usulan kenaikan par?g.(at._.]lka Draf surat usulan yang . Surat usulan

6 [sstuju membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, telah di paraf 5 menit kenaikan panakat
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki p pang
Memarintahkan Ketua Subkelompok Kepegawaian YA .

_ —L Surat usulan kenatkan . Surat usulan
7 |untuk memroses surat ustulan kanaikan pangkat yang 5 menit .
) ) S pangkat kenaikan pangkat
telah ditandatangani Inspekiur
Surat usulan dan
8 |[Staf Kepegawaian memproses surat usulan ke BKD ! :‘ Surat usulan kenaikan 5 menit berkas kenaikan SOP Surat Keluar

pangkat

pangkat diproses
ke BKD




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomer SOF 253 .o 03 ]

Tanggal Pembuatan 2 P 2014

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan cleh INSPEKTUR
PROVINS| DKI JAKARTA

vaefulof Hidayat
NI 187612221988111001

Nama SOP Pengusulan Penghargaan

Dasar Hukum :

Kugzlifikasi Pelaksana :

1, UU No. 5 Th. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. PP nomar 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya,

3. Peraturan Gubemur Provins! DKl Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

4. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2023

Tentang Pata Proses Bisnis Inspekiorat Provins! Daerah Khusus |bukota Jakarta

1. Mengetahui peraturan tentang kepegawaian
2. Dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer, Printer

Peringatan -

Pancataten dan Pendataan :

Apabila dokumen usulan pemberian fanda penghargaan tedambat diusulkan, maka pegawai tefambat
memperoleh tanda penghargaan

Database Subkelompok Kepegawalan




FLOWCHART PENGUSULAN PENGHARGAAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PEJABAT KETUA PERALATAN/ KETERANGAN
PELAKSANA SUBKELOMPOK | SEKRETARIS INSPEKTUR PERLENGKAPAN WAKTU ouTPUT
KEPEGAWAIAN
Menerima _dlsposml I_nspektu_r fjan memerintahkan Staf { ) Surat Masuk, Lembar _ Surat masgk y‘ang
1 |Kepegawaian menginventarisir PNS yang memenuhi Disposisi 5 menit telah diberi
syarat unfuk mendapatkan penghargaan P disposisi
Menginventarisir PNS yang memenuhi persyaratan I:'—b
2 dan mengumpulkan data pegawai dan mengetik — Surat Masuk yang telah 120 menit | Draf Surat usulan
konsep/draf surat usulan dan diserahkan kepada TIDAK diberi lembar disposisi
Ketua Subkelompok Kepegawaian
Ketua Subkelompok Kepegawaian memeriksa
kelengkapan persyaratan yang akan diusulkan dan /\< Draf Surat yang
3 |draf surat usulan. Jika tidak disetujui dikembalikan ke \/ Draf Surat usulan 15 menit |diparaf dan berkas
staf kepegawaian untuk diperbaiki. Jika setuju di paraf] TIDAK pendukung
dan disampaikan kepada Sekretaris
Sekretaris memeriksa kelengkapan persyaratan yang A /\ TIDAK.
akan diusulkan dan draf surat usulan. Jika tidak] < Draf Surat vang dinaraf Draf surat usulan
4 |disetujui dikembalikan ke Ketua Subkelompok] \/ yang dip 15 menit | yang diparaf dan
. ) I A dan berkas pendukung
Kepegawaian untuk diperbaiki. Jika setuju di paraf dan herkas usulan
disampaikan kepada Inspektur
5 |Inspektur memeriksa draf surat usulan rA 5 Draf surat usulanyang | 5 ooy | Suratusulan dan
diparaf dan berkas usulan berkas pengusul
Surat usulan penghargaan yang teiah ditanda tangani YA d Surat usulan dan berkas . Suraf usulan dan
6 oleh Inspektur [ ] pengusul 5 menit berkas pengusul
Staf Kepegawaian mengirimkan surat usulan % Surat usulan dan berkas . Surat usulan dan
/ penghargaan ke BKD pengusul 5 menit herkas pengusul SOP Surat Keluar




PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT

Nomor SOP oA /He.00. 0%

Tanggal Pembuatan 2 APo\ 9-09-%
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh INSPEKTUR

PROVINSI DKI JAKARTA

NIP 1976122279981 11001

Nama SCP Pengusulan Fensiun Pegawaij

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. § Th. 2014 tentang Aparatur Sipil Negera

2. Pergub No. 227 Th, 2015 tentang Perpindahan PNS

3. Pergub No. 11 Th. 20186 tentang Tata cara Pelaksanaan APBD Frov. DK| Jakarta

4. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Peta Proses Bisnis Inspekicrat Provinsi Daerah Khusus Ibukcia Jakarta.

1. Mengetahui peraturan tentang kepegawaian
2 Dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Periengkapan :

1. 8OP Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor
2. Lembar Disposisi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Pengajuan Pensiun ini tidak dilaksanakan maka pengajuan pensiun
menjadi terhambat

Database Subkelompok Kepegawaian




FLOWCHART PENSIUN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PEJABAT KEPALA PERALATAN/ KETERANGAN
PELAKSANA SUBKELOMPOK | SEKRETARIS INSPEKTUR PERLENGKAPAN WAKTU OuUTPUT :
KEPEGAWAIAN
Menerima Daftar Data Perorangan Calon Penerima Berkas
1 Pensiun (DPCP) dari BKD DPCP 6 Bulan Admlmstrgm
Pegawai
2 Menyiapkan konsep surat usulan pensiun beserta I:LI' Berkas Administrasi .. | Draf Surat Usulan
_I€ ; 60 menit .
kelengkapan berkasnya IDAK Pegawai Pensiun
Memeriksa daftar pegawai pensiun dan konsep draf yd e Draf Surat Usuilan . DrafSu_ratUsuIan
3 . \/‘ - 5 menit Pensiun yang
surat usulan serta meneruskan ke Sekretaris Pensiun .
sudah di paraf
YA TIDAK
Memeriksa berkas draf usulan dan memaraf jika setuju
untuk diserahkan kepada Inspektur, jika fidak N TIDAK Dre_:f Surat Usulan . . Draf Su_rat Usulan
4 . o Pensiun yang sudah di 5 menit Pensiun yang
mengembalikan berkas draf usulan kepada Ketua .
. paraf sudah di paraf
Subkelompok Kepegawaian
Menelaah berkas usulan pensiun, menantanda Draf Surat Usulan
’ YA
5 (tangani jika setuju dan jika tidak berkas dikembalikan < Pensiun yang sudah di 5 menit Surat u_sulan
5 pensiun
kepada sekretaris paraf
YA Surat usulan
6 Memproses berkas usulan pensiun serta memberikan | | Surat usulan pensiun 5 menit pensiun beserla
nomar pada surat pengantar kelengkapan
berkasnva
L ¥ Surat usulan pensiun
7 Mengiimkan berkas usulan ke BKD berserta I | beserta kelengkapan 5 menit SOP Surat Keluar

kelengkapannya

berkasnya




Nomor SOP 20.46 ] R .00-0 3

Tanggal Pembuatan 2 Aven. 2004

Tanggal Revisi ¥
Tanggal Efektif
Disahkan oleh INSPEKTUR
PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINS| DKl JAKARTA

INSPEKTORAT
Judul SCF Penjatuhan Hukuman Disiplin

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
1. UU Ne. § Th. 2014 tentang Aparatur Sipil Negera 1. Mengetahui peraturan tentang kepegawalian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Dapal mengaoperasikan komputer
3. Peraturan Gubemur Provinsi DK| Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi 3. Dapat memriksa dan membuat LHP

dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
4. Keputusan Inspekiur Provinsi Daerah Khusus lbuketa Jakarta Nomor 80 Tahun 2023

Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provins] Daerah Khusus lbukota Jakaria.
Keterkaitan Peralatan/Perengkapan :
1. SOP Pembayaran Gaji/ TKD 1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer
3. Peraturan-peraturan terkait

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pembayaran Gaji / TKD harus memperhatikan SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin ybs Disimpan sebagai data elektronik dan arsip




FLOWCHART PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PEJABAT KETUA PERALATAN/ KETERANGAN
PELAKSANA SUBKELOMPOK | SEKRETARIS INSPEKTUR PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEPEGAWAIAN
Kehadiran/Ketertiban
. : A . penggunaan pakaian . Kesiapan
1 |Menerima laporan ketidakdisiplinan pegawai E) dinas dan atribut / dan 80 menit menindaklanjuti
B sejenisnya
2 |Mengumpuikan bukti-bukii | ! Kesiapan menindaklanjuti 1 hari pukti-bukti
3 [Melaporkan kepada Sekretaris ’_‘]I bukti-bukti 60 menit Disposisi
—
Surat panggilan
4 |Membuat surat panggilan indisipliner Disposisi 3 hari yang
bersangkutan
5 |Melakukan pemeriksaan Surat panggilan yang 3 Jam BAP
bersangkutan
Telaah dan Draf
5 Membuat telaah hasil Berita Acara Pemeriksaan BAP 1 Hari Berila Acara
Pemeriksaan
){)AK Telaah dan Draf
Memeriksa dan memaraf telaah hasil Berita Acara Telaah dan Draf Berita " Berita Acara
7 Pemeriksaan \/ TIDAK Acara Pemeriksaan 30 Menit Pemeriksaan yang
telah diparaf
. . . . YA Telaah dan Draf Berita Telaah dan BAP
8 Lﬂs;nr:g’l:;eﬁi:a;enandatangam telaah hasil Berita e > Acara Pemeriksaan yang| 30 Menit yang telah
telah diparaf ditandatangani
Memberikan disposisi pada telaah hasil Berita Acara Telaah dan BAP yang . . -
g Pemeriksaan telah ditandatangani 1 hari Disposisi
I
L E¢—| . - . Kansep 5K
10 [Membuat konsep SK Hukuman Disiplin 1 . Disposisi 80 menit Hutwman Disiplin
Konsep SK
11 |Memeriksa dan memaraf konsep SK Hukuman Disiplin > Konsep S.K i-llukuman 50 menit | Hukuman disiplin
Distplin "
TIDAK yang di paraf
YA
] ) SK Hukuman
12 glgrnle_z:ksa dan menandatangani konsep SK Hukuman| e Ich)sr_:s:?r;: S‘;I;(l Hgikuam:l? 80 menit | Disiplin yang telah
ISPl YA pin yang dip ditandatangani
13 |Menyampaikan SK Hukuman Disiplin | i SK Hukuman Disiplin | 4 o | Tanda terima
yang lelah ditandatangani
14 |Mengarsipkan SK Hukuman Disiplin I | SK Hukuman Disiplin 15 menit Arsip SOP Surat Keluar

yang telah ditandatangani




